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BAB Il
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KPPU
DAN PENERAPAN PENDEKATAN " RULE OF REASON”
DALAM PENJUALAN VLCC PT. PERTAMINA

3.1 Dasar Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usah

Lembaga yang akan menjadi penjaga untuk tegakny@upan persaingan
merupakan syarat mutlak agar peraturan persainggratdlebih operasional.
Pemberian kewenangan khusus kepada suatu komisk unelaksanakan suatu
peraturan di bidang persaingan merupakan hal yazg Ildilakukan oleh kebanyakan
negara. Di Amerika Serikat, Departemen Kehakimammyai divisi khusus, yaitu
Antitrust Divisionuntuk menegakkaSherman ActDepartemen Kehakiman bersama
— sama Federal Trade Commissiojuga bertugas menegakkaB@layton Act.
Sedangkan tugas untuk menegakkBobinson Patman Actkhususnya yang
menyangkut tindakan penggabungan, peleburan dagapdmlalihan, diserahkan
kepadaFederal Trade CommissioMasyarakat Ekonomi Eropa dengg&aropean
Community CommissionJepang, Korea, dan Taiwan dengdrair Trade
Commissiorf®*

Demikian pula yang terjadi di Indonesia, penegdkakum persaingan usaha
dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaam gangadilan. Pengadilan
merupakan tempat penyelesaian perkara yang resrentdk oleh negara. Namun,
untuk hukum persaingan usaha, pada tingkat perfangelesaian sengketa antar
pelaku usaha tidak dilakukan oleh pengadilan. Alagang dapat dikemukakan
adalah karena hukum persaingan usaha membutuh&ag erorang spesialis yang
memiliki latar belakang dan atau mengerti betulilsdbeluk bisnis dalam rangka
menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakulearegakan hukum persaingan

usaha harus beranggotakan orang — orang yang sajakberlatar belakang hukum,

$layudha D. Prayogaet. al, (ed), Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di
IndonesiaJakarta : Elips Project & Partnership for Busingempetition, 2000, him. 126&128
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tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat dig&n, mengingat masalah
persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekaf@ontiisnis’®?

Alasan lain mengapa diperlukan institusi yang seédiusus menyelesaikan
kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tiealatsadalah agar berbagai
perkara tidak menumpuk di pengadilan. Institusigyaacara khusus menyelesaikan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sefyatddianggap sebagai suatu
alternatif penyelesaian sengketa, sepanjang peamgeiternatif di sini adalah di luar
pengadilan. Di Indonesia, lembaga yang demikiadalsiseringkali dianggap sebagai
kuasi yudikatif yang sudah lama dikeA%.

Di Indonesia, esensi keberadaan Undang — Undang@N&mahun 1999 pasti
memerlukan pengawasan dalam rangka implementasBgdakunya Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraW@kopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat sebagai landasan kebijakan pgasaiCompetition policy
diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaindasaha (KPPU) guna
memastikan dan melakukan pengawasan terhadap loiipgdu ketentuan dalam
Undang — Undang Antimonopoli tersebtit.

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat indeperdierana dalam
menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikatu sperkara tidak dapat
dipengaruhi oleh pihak manapun, baik oleh pemérintmupun pihak lain yang
memiliki conflict of interestwalaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya
bertanggung jawab kepada Presiden. KPPU jugalataigbagajuasi judicialyang
mempunyai wewenaneksekutoriaterkait kasus — kasus persaingan us&ha.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang — UnNangpr 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingaah&sTidak Sehat yang
dimaksud dengan Komisi Pengawas Persaingan Uadakah "Komisi yang
dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam n@rah kegiatan usahanya agar

tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingaha tidak sehat™®

$02Ayudha D. Prayogaet. al (ed),loc. cit.,him. 126

393aAyudha D. Prayogaet. al (ed), Ibid., him. 126

$99Hermansyahloc. cit.,him. 73

$9°Hermansyahlpid., him. 73

%99 jhat ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang — Undéag5 Tahun 1999

Universitas Indonesia

Penerapan pendekatan..., Igbal Albanna, FH Ul, 2010



93

Selanjutnya mengenai KPPU tersebut diatur dalasalR3® ayat (1), (2), dan
(3) Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangrigama Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak SeffdtBerdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) yang
mengamanatkan pembentukan Komisi Pengawas Persaggha itu, dan dalam
Pasal 34 ayat (1) Undang — Undang Nomor 5 Tahuf 1dfiyatakan "pembentukan
Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fupgsiitetapkan dengan Keputusan
Presiden.**® Selanjutnya, diimplementasikan dengan Keputusasién Republik
Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi PeagaWersaingan Usaha
Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggaluli81999°® Dan berdasarkan
Keputusan Presiden ini dibentuklah Komisi Pengawassaingan Usaha atau
biasanya disingkat KPPU.

Tujuan pembentukan KPPU adalah untuk mengawaskssiaan Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraWi@kopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat demi terwujudnya perekonomianniesia yang efisien melalui
penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompety#ng menjamin adanya
kesempatan berusaffdDalam hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usahindak
sebagai lembaga kuasi yudikatif. Pembentukan KoResigawas Persaingan Usaha
diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelanggakamhpersaingan usaha dengan
lebih cepat, efisien, dan efektif, sesuai dengas dan tujuannya.

Dapat dikemukakan alasan filosofis dari pembentukamisi Pengawas
Persaingan Usaha yang dijadikan sebagai dasar p&mkbenya, yaitu dalam
mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlgatu lembaga yang
mendapat kewenangan dari negara (pemerintah damatyalbengan kewenangan
yang berasal dari negara, diharapkan lembaga pesgawdapat menjalankan tugas
dan fungsi dengan sebaik — baiknya, serta sedapagkin mampu bertindak
independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikasar pembentukan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha adalah menurunnya efgaglan dalam memeriksa

dan mengadili suatu perkara, serta beban perkaigagéan yang sudah menumpuk.

397 ihat ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3)amgd- Undang No. 5 Tahun 1999
%98 jhat ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang — Undisioghor 5 Tahun 1999

399 jhat Keppres Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisigaevas Persaingan Usaha
$1%ermansyahlpid., him. 75
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Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga khusug yardiri atas orang — orang
yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum, denganilden penyelesaian yang

cepat dapat terwujutt!

3.2 Status, Keanggotaan dan Susunan Organisasi KomiseRgawas Persaingan
Usaha
3.2.1 Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini teithrdalam Pasal 30
ayat (2) Undang — Undang Nomor 5 Tahun 19§9ang kemudian diulang pada
Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 75 T4B@8°'2 Dalam Pasal 30 ayat
(2) dinyatakan "Komisi adalah suatu lembaga inddparyang terlepas dari pengaruh
dan kekuasaan serta pihak lain.” Dalam melaksantkgesnya, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha bertanggung jawab kepada Preselsmgai Kepala Negara,
berhubung Komisi Pengawas Persaingan Usaha jugiksaglakan sebagian tugas —
tugas pemerintah negara dalam melaksanakan undamgdang. Dalam sistem
Undang — Undang Dasar 1945, Presiden merupakarele@mggara pemerintahan
negara tertinggi di bawah Majelis PermusyawaratakyRt. Presiden memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang — Undang D84&. Atas dasar itulah
dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pengawas Pgasaibdsaha bertanggung
jawab kepada Presiden. Dinyatakan dalam Pasal @0 8y Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999 bahwa "Komisi bertanggung jakemada Presiderf*

Praktek di negara — negara lain yang lebih dahudimpunyai undang —
undang persaingan usaha juga memperlihatkan balawvaskya bertanggung jawab
kepada kepala pemerintahan (Presiden atau Perdantefi. Di Amerika Serikat,
misalnya, dalanfrederal Trade Commission Act Sectiodidyatakan bahwa ”.Any
Commissionersnay be removed by the President for inefficieneglectt of duty, or
malfeasance in offic€™ Hal ini juga dapat dilihat pad8ection 27(2) dari Anti —

Monopoly Actlepang, yang menyatakan bahwaé Fair Trade Commission shall be

$ayudha D. Prayogaet. al.,(ed), Ibid., him. 128

%13 ihat ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang — Undasmydd 5 Tahun 1999
313 ihat ketentuan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Predidenor 75 Tahun 1999
$“Rachmadi Usmaribid., him. 100

#1%ihat ketentuan dalafiederal Trade Commission Act Section 1
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administratively attached to the Prime Ministét® Begitu juga di India, dimana

Monopolies and Restrictive Trade Commissigmdibentuk oleh PemerintaH.

3.2.2 Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usah

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha minimumurbah 9
(sembilan) orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketwaengy merangkap sebagai
anggota. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang — Undamgoké Tahun 1999 dinyatakan
bahwa "Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkaggota, seorang Wakil Ketua
merangkap anggota, dan sekurang — kurangnya jih)torang anggota.” Dari kata —
kata "sekurang - kurangnya”, diartikan jumlah astggya lebih dari 7 (tujuh)
orang. Atau sebaliknya, paling sedikit beranggataka (tujuh) orang, dengan
ditambahkan Ketua dan Wakil Ketua, keanggotaan Kbmengawas Persaingan
Usaha minimal atau paling sedikit berjumlah 9 (siéaml orang.

Walaupun bertanggung jawab kepada Presiden, pangikeanggotaan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak semata a diatangan Presiden,
melainkan juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyasal 31 ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) Undang — Undang Nomor 5 Tahun £é9@enyatakan bahwa pengangkatan
dan pemberhentian anggota Komisi Pengawas Persaibgaha dilakukan oleh
Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Ra#tgagan masa jabatan 5 (lima)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kelsa jabatan berikutnya.
Apabila karena berakhirnya masa jabatan tersebam #érjadi kekosongan dalam
keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, jabatan anggota dapat
diperpanjang sampai pengangkatan anggota baruafengan masa keanggotaan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menghik@&nsongan keanggotaan
tersebut tidak boleh lebih dari 1 (satu) tafith.

Dalam mengusulkan dan memberikan persetujuan taphadggota Komisi

Pengawas Persaingan Usaha, Pemerintah maupun D®waakilan Rakyat sudah

%19 jhat ketentuan dalarBection 272) dari Anti — Monopoly Acfepang

$’Ayudha D. Prayogaet. al, (ed), Ibid., him. 129

18 jhat ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2), ayatda, ayat (4) Undang — Undang Nomor 5
Tahun 1999

#°Rachmadi Usmaribid., him. 102
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seharusnya memperhatikan persyaratan keanggottsmgasmana diatur dalam Pasal
32 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1849.

Pada umumnya Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengd®easaingan Usaha
sudah pasti akan dipilih dari dan oleh anggota Ksofmengawas Persaingan Usaha.
Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang — Undang Néniahun 1999 menyatakan
bahwa "Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari rdaleh Anggota Komisi.”
Selanjutnya, ketentuan ini dipertegas dalam Pagahyht (3) Keputusan Presiden
Nomor 75 Tahun 1998' yang menyatakan bahwa ”"Ketua dan Wakil Ketua Kbmis
dipilih dari dan oleh Anggota Komisi.”

3.2.3 Susunan Organisasi Komisi Pengawas PersaamUsaha

Pengaturan susunan organisasi Komisi Pengawas iRgEisa Usaha
dikemukakan dalam Pasal 34 Undang — Undang NomorTahun 1999, yang
menyatakan bahwa "Pembentukan Komisi serta susumganisasi, tugas dan
fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.pusan Presiden yang
dimaksud telah ditetapkan dalam Keputusan Predittemor 75 Tahun 1999 yang
mengatur pembentukan, susunan organisasi, tugasfutgsi Komisi Pengawas
Persaingan Usala?

Susunan organisasi Komisi Pengawas Persaingan Wsaha atas anggota
Komisi dan Sekretariat. Anggota Komisi Pengawass#&pgan Usaha wajib
melaksanakan tugas dengan berdasar pada asasakedddil perlakuan, serta wajib
mematuhi tata tertib yang telah disusun oleh KorResngawas Persaingan Usaha.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi Peng&easaingan Usaha dibantu
oleh sekretariat, yang susunan organisasi, tugas,fuhgsinya diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

%29 jhat ketentuan dalam Pasal 32 Undang — Undang d¥é&nTahun 1999
%2 ihat Pasal 14 ayat (3) Keputusan Presiden NorBdrahun 1999
$2%periksa Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999

$Rachmadi Usmaribid., him. 104
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3.3 Tugas, Wewenang, dan Fungsi Komisi Pengawas Baingan Usaha
3.3.1 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Mengenai tugas KPPU yang diatur dalam Pasal 35 tnipdadJndang Nomor

5 Tahun 1999?* tugas Komisi meliputi :

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapangakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidaktssebagaimana diatur
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang —ngimdamor 5 Tahun
1999%2°

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan wusaha p@&janjyang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan giatsaingan usaha tidak
sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampaarddtasal 24 Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1989

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adgey@yalahgunaan posisi
dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktednopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diaam d&dsal 25 sampai dengan
Pasal 28 Undang — Undang Nomor 5 Tahun £899.

Tidak jauh berbeda dengan tugas KPPU sebagaimaradisentukan oleh

Pasal 35 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999antagas KPPU yang

ditentukan dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Répunolonesia Nomor 75 Tahun

1999728 tugas Komisi meliputi :

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapangakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidhkt seebagaimana diatur
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang — ¢/hdamor 5 Tahun 1999.

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha p@&janjyang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan giatsaingan tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengah Zatindang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999.

329 jhat Pasal 35 Undang — Undang No. 5 Tahun 1999

323 jhat Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang — \gntlan 5 Tahun 1999
%29 jhat Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang —rigrida. 5 Tahun 1999
%2 ihat Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang —rigrida. 5 Tahun 1999
328 jhat Pasal 4 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999
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Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adg®ryalahgunaan posisi
dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktelnopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diaam d®dsal 25 sampai dengan
Pasal 28 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang kontisiggemana diatur dalam
Pasal 36 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kehijgf@merintah yang
berkaitan dengan praktek monopoli dan atau peraaingaha tidak sehat.
Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkdeagan Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999.

. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kemaisi kepada Presiden dan

Dewan Perwakilan Rakyat.

3.3.2 Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Sedangkan mengenai wewenang KPPU diatur dalam Bé&s&)ndang —

Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang selengkapnya hgilsebagai berikuf?®

Wewenang komisi meliputi :

1.

Menerima laporan dari masyarakat dan atau darkpelsaha tentang dugaan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingahaiidak sehat.

Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegagaha dan atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadingitgk monopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat.

Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan tefh&dsus dugaan praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehatdikampprkan oleh masyarakat
atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan olehisk@abagai hasil dari

penelitiannya.

Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaantang ada atau
tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usdak sehat.

Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakyelanggaran terhadap
ketentuan undang — undang ini.

329 ihat ketentuan Pasal 36 Undang — Undang No.Huid999
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6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, ddiafs orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undandang ini.

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelakaha, saksi, saksi ahli
atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada hutam éuruf f, yang tidak
bersedia memenuhi panggilan komisi.

8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalaitak dengan penyelidikan
dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yaaggger ketentuan undang —
undang ini.

9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dekuy atau alat bukti lain
guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.

10.Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanygi&erdi pihak pelaku
usaha lain atau masyarakat.

11.Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usahg giduga melakukan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidzdkt.se

12.Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratgakia pelaku usaha yang

melanggar ketentuan undang — undang ini.

3.3.3 Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Selain tugas dan wewenang yang telah diuraikan tas, aKPPU juga
mempunyai fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pas&eputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 18¥aentang Komisi Pengawas Persaingan
Usaha. Ketentuan pasal 5 Keputusan Presiden térselengkapnya menyatakan
bahwa fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimiamaksud dalam Pasal 4,
antara lain meliputi :
1. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, pamyalahgunaan posisi

dominan.

2. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan
3. Pelaksanaan administratif

%39 jhat Ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Repuiignesia No. 75 Tahun 1999 tentang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
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3.4 Tata Cara Penanganan Perkara Hukum Persaingan Usah

Mengenai tata cara penanganan perkara hukum pgasausaha diatur pada
Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang — UndangrNiifrahun 1998% Dalam
menangani perkara penegakan hukum persaingan ud@baisi Pengawas
Persaingan Usaha dapat melakukannya secara proattif dapat menerima
pengaduan atau laporan dari masyarakat.

Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang — Undang Nomor i d999 dinyatakan
bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa telahdiesfau patut diduga telah
terjadi pelanggaran terhadap Undang - Undang NoBofahun 1999 dapat
melaporkannya secara tertulis kepada Komisi Pengd@®@saingan Usaha dengan
keterangan yang jelas tentang telah terjadinyanggkran, serta menyertakan
identitas pelapor. Pihak yang dirugikan sebagaibatkiterjadinya pelanggaran
terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 dap#porkan secara tertulis
kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengamrigda yang lengkap dan
jelas tentang telah terjadinya pelanggaran semtagken yang ditimbulkan, dengan
menyertakan identitas pelaptf.

Sebagai jaminan atas diri pelapor, Pasal 38 )atyndang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan Komisi Pengawas Reyaa Usaha untuk
merahasiakan identitas pelapor, terutama pelapog yaikan pelaku usaha yang
dirugikan dan tata cara penyampaian laporan di&hbih lanjut oleh Komisi
Pengawas Persaingan Us&fra.

Pasal 40 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 méetgataahwa Komisi
Pengawas Persaingan Usaha dapat melakukan peraeriteshadap pelaku usaha
apabila ada dugaan terjadi pelanggaran terhadaprgnd Undang Nomor 5 Tahun
1999, walaupun tidak ada laporan yang pemeriksaadiigksanakan sesuai dengan
tata cara dalam Pasal 39 Undang — Undang Nomoh&rra999>*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan fidikan, pemeriksaan,

dan atau penelitian terhadap kasus dugaan praktelopoli dan atau persaingan

%] jhat Ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasalndéng) — Undang No. 5 Tahun 1999
33 jhat ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undabgdang No. 5 Tahun 1999

333 jhat ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan (4) Undabgdang No. 5 Tahun 1999

%3 ihat Ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UndangdatmNo. 5 Tahun 1999
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usaha tidak sehat bisa berasal dari laporan atagapgean pihak — pihak yang
dirugikan atau pelaku usaha, bahkan dari masyaraka setiap orang yang
mengetahui bahwa telah terjadi atau patut didulgé terjadi pelanggaran terhadap
Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini bisamipaikan kepada Komisi
Pengawas Persaingan Usaha atau berasal dari grad@mssi Pengawas Persaingan
Usaha®®*

Tata cara penanganan perkara hukum persaingan ds&RPU juga diatur
secara khusus dalam Peraturan Komisi PengawasiRgnsdJsaha Nomor 1 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di R¥PDalam menangani perkara
hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas Persalog@ma dapat melakukannya
secara proaktif atau dapat menerima pengaduan laeran informasi dari
masyarakat. Pasal 7 Peraturan Komisi Pengawaaifgais Usaha Nomor 1 Tahun
2006 menyatakan bahwa “komisi melakukan monitotexgadap pelaku usaha yang
diduga atau patut diduga melakukan pelanggaranabarkan data dan informasi
yang berkembang di masyarakat.” Monitoring terhgoielpku usaha dilakukan untuk
menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang ada tdaknya dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretariat Koniiinitoring dilakukan dalam
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan dapa¢mbi@njang paling lama 60 (enam
puluh) hari®®’

Pada pasal 12 Peraturan Komisi Pengawas Persdilggdra Nomor 1 Tahun
2006 menyatakan bahwa “laporan dibuat secara ieedehgan ditandatangani oleh
Pelapor dan dalam Bahasa Indonesia dengan memtetrkgan yang jelas dan
lengkap mengenai telah terjadi atau dugaan tegadielanggaran terhadap Undang
— Undang dengan menyertakan identitas diri.” Lapdessebut disampaikan kepada
Ketua Komisi yang kemudian oleh Sekretariat Kondgdakukan penelitian dan

klarifikasi laporan untuk menemukan kejelasan daferigkapan tentang dugaan

%3%Ahmad Yani&Gunawan Widjaya,Seri Hukum Bisnis, Anti Monopollakarta : PT. Raja
Grafindo Perkasa, 1999, him. 58

3% ihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usah@oNb Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara di KPPU

%L ihat Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 PeraturaniskBengawas Persaingan Usaha Nomor
1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Peik&Pet)
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pelanggaran. Penelitian dan klarifikasi laporaraldikan selambat — lambatnya 60
(enam puluh) hari dan dapat diperpanjang paling@lam(tiga) puluh harf®

Sekretariat Komisi melakukan pemberkasan terhaésprme laporan atau
resume monitoring dengan tujuan untuk menilai lagtgu tidaknya dilakukan gelar
laporan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Lapobugaan Pelanggaran.
Pemberkasan terhadap resume laporan atau resunitenngndilakukan paling lama
30 (tiga puluh) hari. Kemudian Sekretariat Komisemaparkan Laporan Dugaan
Pelanggaran dalam suatu Rapat Gelar Laporan ydwaglidi oleh Pimpinan Komisi
dan sejumlah Anggota Komisi yang memenuhi kuorurardBsarkan pemaparan
tersebut, Komisi menilai layak atau tidaknya dile&ka Pemeriksaan Pendahuluan
terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.

Kemudian suatu Laporan Dugaan Pelanggaran dindgaekl dilakukan
Pemeriksaan Pendahuluan apabila telah memenuhiatsysebagaimana yang
tercantum pada Pasal 19 ayati?)Pemeriksaan Pendahuluan ini dilakukan melalui
penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Komisidisaampaikan kepada Pelapor
dan Terlapor. Selain penetapan, kepada Terlap@amgigikan Laporan Dugaan
Pelanggaran yang diteruskan ke Pemeriksaan Pewn@dahulika Laporan Dugaan
Pelanggaran tidak layak untuk dilakukan Pemeriksd&andahuluan, Komisi
menetapkan untuk tidak dilakukan Pemeriksaan Pemdgmim Penetapan tersebut
dicatat dalam Buku Daftar Penghentian Penangangoréa dan diberitahukan
kepada Pelapor. Gelar Laporan dilakukan selambahbatnya 14 (empat belas) hari

sejak selesainya Pemberkad&h.

3.4.1 Pemeriksaan Pendahuluan
Dalam Pasal 39 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1988 jmewajibkan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melaktgemeriksaan pendahuluan’

%8 jhat Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 Peratucansk Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penangan&arBeli KPPU

%% jhat Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 Peratucanisk Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenanganaarBali KPPU

%9 jhat Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pengaveasaihgan Usaha Nomor 1 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU

%1 ihat Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Peratucanisk Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penangan&arBeli KPPU
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berdasarkan laporan masyarakat, pihak yang dirogikatau pelaku usaha.
Berdasarkan laporan tersebut, Komisi Pengawas iRgasaUsaha wajib melakukan
pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selamibagtaya 30 (tiga puluh) hari
setelah menerima laporan, Komisi Pengawas Persaibgaha wajib menetapkan
perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjdtan.Apabila menurut
pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha péddkukan pemeriksaan
lanjutan, dengan sendirinya Komisi Pengawas PeajanirJsaha akan melakukan
pemeriksaan lanjutaif?

Pasal 27 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Bkahar 1 Tahun 2006
menyatakan bahwa “berdasarkan penetapan pemerikpandahuluan, komisi
melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Lapbwgean Pelanggaran.”
Pemeriksaan pendahuluan tersebut dilakukan olehPEmeriksa Pendahuluan yang
terdiri dari sekurang — kurangnya 3 (tiga) Anggktamisi, untuk kelancaran tugas
pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pendahuluan dibantuSektetariat Komisi**

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk mendapatagakuan Terlapor
berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang ditudutidsafatau mendapatkan bukti
awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran y#&dgikian oleh Terlapor. Untuk
mendapatkan pengakuan Terlapor, Tim Pemeriksa Reludan memanggil Terlapor
untuk dimintakan keterangan dan kesediaannya ungrigakhiri perjanjian dan/atau
kegiatan yang diduga melanggar. Untuk mendapatk&ti Bwal yang cukup, Tim
Pemeriksa Pendahuluan dapat memanggil dan memepiksk — pihak yang
dianggap mengetahui terjadinya pelanggaran. Apatiperlukan Tim Pemeriksa
Pendahuluan dapat meminta surat, dokumen atabutttlain kepada Terlapor dan
pihak — pihak yang dianggap mengetahui terjadingtarggaran. Pemeriksaan
pendahuluan dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaamsi atau tempat lain yang
ditentukan oleh Komisi yang dihadiri oleh sekuranggurangnya 1 (satu) Anggota

Tim Pemeriksa Pendahuluan. Pemeriksaan pendahtdtsebut dicatat dalam suatu

%3 ihat ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang — Undémmgor 5 Tahun 1999

#3Rachmadi Usmaroc. cit.,him. 112

%4 ihat ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Penakomisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 1 Tahun 2006
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Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang ditamgiata oleh pihak yang
diperiksa dan Sekretariat Kom#sF.

Hasil pemeriksaan pendahuluan dipaparkan oleh Bmefksa Pendahuluan
dengan menyimpulkan pengakuan Terlapor dan/atati &wkl yang cukup terhadap
dugaan pelanggaran yang dituduhkan. Kesimpularhetsdisusun dalam bentuk
Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang bekarang — kurangnya :

a. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.
b. Pengakuan Terlapor atas dugaan pelanggaran yamyhkkan, dan;
c. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaajuitzn>*®

Kemudian Tim Pemeriksa Pendahuluan menyampaikanoraap Hasil
Pemeriksaan Pendahuluan kepada Komisi. TerhadaprdampHasil Pemeriksaan
Pendahuluan, Komisi menetapkan suatu tindak lagiam Rapat Komisi. Komisi
dapat menetapkan agar dilakukan pemeriksaan lanjafabila Terlapor tidak
memenuhi panggilan dan/atau tidak memberikan sdea/atau dokumen tanpa
alasan yang sah. Jika perlu dilakukan Pemeriksaanjutan, maka Komisi
menetapkan status Terlapor, perjanjian dan/atauateeg yang diduga melanggar
serta ketentuan Undang — Undang yang diduga digangteh Terlapor melalui
Penetapan Pemeriksaan Lanjutan. Penetapan temsisbuipaikan kepada Terlapor
dengan melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pehgsit*’

Dalam hal Terlapor tidak bersedia mengakhiri pg@gan dan/atau
kegiatannya, Tim Pemeriksa Pendahuluan memberikaankpatan kepada Terlapor
untuk mengajukan pembelaan diri. Pembelaan disetert dapat disampaikan pada
Pemeriksaan Lanjutan dengan melakukan :

a. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis
b. Menyampaikan bukti pendukung dan/atau;
c. Mengajukan Saksi dan AHff®

¥3ihat ketentuan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Panakomisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 1 Tahun 2006

%% ihat ketentuan dalam Pasal 31 dan Pasal 32 PanaKomisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 1 Tahun 2006

% ihat ketentuan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Penakomisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 1 Tahun 2006

%8 jhat ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Komisig®eas Persaingan Usaha Nomor
1 Tahun 2006
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Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam jangkauating lama 30 (tiga
puluh) hari sejak ditetapkannya pemeriksaan perldahuKomisi dapat menetapkan
tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan meskipendapat dugaan pelanggaran,
apabila Terlapor menyatakan bersedia melakukanbpbein perilaku. Perubahan
perilaku tersebut dapat dilakukan dengan membatalkerjanjian dan/atau
menghentikan kegiatan dan/atau menghentikan pdmya@an posisi dominan yang
diduga melanggar dan/atau membayar kerugian aldaat pelanggaran yang
dilakukan. Pelaksanaan perubahan perilaku tersilakiukan paling lama 60 (enam
puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengaret@gean Komisi. Komisi
melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penetegpaang perubahan perilaku
tersebut yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi.laba melakukan kegiatan
monitoring tersebut, Sekretariat Komisi dapat memide Tim Monitoring
Pelaksanaan Penetapan. Monitoring pelaksanaanapanetlilakukan untuk menilai
pelaksanaan penetapan komisi. Hasil monitoring stisudalam bentuk Laporan
Pelaksanaan Penetapan yang sekurang-kurangnya mismpenetapan, pernyataan
perubahan perilaku Terlapor dan bukti yang menrfalastelah dilaksanakannya
penetapan Komist'®

Sekretariat Komisi menyampaikan dan memaparkan rasmp®elaksanaan
Penetapan dalam suatu Rapat Komisi. Dalam hal Komesilai bahwa Terlapor
telah melaksanakan penetapan komisi, maka komisetapkan untuk menghentikan
monitoring pelaksanaan penetapan dan tidak melamjuke pemeriksaan lanjutan.
Apabila Komisi menilai bahwa Terlapor tidak melakaan penetapan Komisi, maka
Komisi menetapkan untuk menghentikan monitoringakshnaan penetapan dan
menetapkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutaiy g@suai dengan tata cara
sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Peng&®@easaingan Usaha Nomor
1 Tahun 2006>°

%% ihat ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 38uPar Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 1 Tahun 2006

%% jhat ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturarisk®engawas Persaingan Usaha Nomor
1 Tahun 2006
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3.4.2 Pemeriksaan Lanjutan

Pada pasal 39 ayat (2) Undang — Undang Nomor 5nTaB@9 menyatakan
bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi Pengawasalgan Usaha wajib
melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha ydaqgpdian. Komisi Pengawas
Persaingan Usaha wajib menjaga kerahasiaan inforyaag diperoleh dari pelaku
usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusalgmabila dipandang perlu
Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mendengmarkgan saksi, saksi ahli,
dan atau pihak lain. Dalam melakukan kegiatan megateketerangan saksi, saksi
ahli, dan atau pihak lain, anggota Komisi Pengaf®assaingan Usaha dilengkapi
dengan surat tugds®

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat melakukaarisaan terhadap
pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelangd#mdang - Undang Nomor 5
Tahun 1999 walaupun tanpa adanya laporan. Pemanksgrsebut dilaksanakan
sesuai dengan tata cara sebagaimana yang diatum dRdsal 39 Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 199%?

Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperikgi® weenyerahkan alat bukti
yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau perseaak. Pelaku usaha dilarang
menolak diperiksa, menolak memberikan informasi gyadiperlukan dalam
penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghapnbsgs penyelidikan dan atau
pemeriksaan. Pelanggaran terhadap ketentuan panofsmeriksaan tersebut, oleh
Komisi Pengawas Persaingan Usaha diserahkan kgpadadik untuk dilakukan
penyidikan sesuai dengan ketentuan yang beffikenyidikan tersebut dilakukan
dengan alat-alat bukti pemeriksaan Komisi PengaWassaingan Usaha yang
berupa :

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

C. surat dan atau dokumen;
d

. petunjuk;

%] ihat ketentuan Pasal 39 ayat (2), (3), (4), d@hUndang — Undang No. 5 Tahun 1999
%2 ihat ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undabigdang No. 5 Tahun 1999
%3 ihat ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3)ahgd- Undang No. 5 Tahun 1999
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e. keterangan pelaku usaft4.

Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutararabhat-lambatnya 60
(enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan tanjir> Bilamana diperlukan,
jangka waktu pemeriksaan lanjutan dapat diperpgnpaiing lama 30 (tiga puluh)
hari3*® Dalam kurun waktu tersebut pemeriksaan lanjutanshdiselesaikan. Setelah
selesai melakukan pemeriksaan lanjutan baik deatgantanpa perpanjangan jangka
waktu pemeriksaan selambat — lambatnya 30 (tigaihpuhari terhitung sejak
pemeriksaan lanjutan tersebut selesai, Komisi ReagaPersaingan Usaha wajib
memutuskan apakah telah terjadi atau tidak terpedanggaran terhadap hukum
persaingan usaha’

Berdasarkan penetapan pemeriksaan lanjutan, kameisikukan pemeriksaan
lanjutan dengan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lamwang terdiri dari sekurang-
kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi. Untuk kelancaraigas pemeriksaan, Tim
Pemeriksa Lanjutan dibantu oleh Sekretariat Konkiegiatan pemeriksaan lanjutan
dilakukan untuk menemukan ada tidaknya bukti pejaran. Untuk menemukan ada
tidaknya bukti pelanggaran, Tim Pemeriksa Lanjutaxelakukan serangkaian
kegiatan berupa:

a. Memeriksa dan meminta keterangan Terlapor;

b. Memeriksa dan meminta keterangan dari Saksi, Alah, Instansi Pemerintah;

c. Meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumeanaltd bukti lain;

d. Melakukan penyelidikan terhadap kegiatan Terlap@u apihak lain terkait
dengan dugaan pelanggarah.

Pemeriksaan terhadap Terlapor, Saksi dan Ahli dkak dalam suatu ruang
pemeriksaan Komisi atau tempat lain yang ditentudaeh Komisi yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota Tim Pi&sgelanjutan. Pemeriksaan

tersebut dicatat dalam suatu Berita Acara Pemenikganjutan yang ditandatangani

%4 ihat ketentuan Pasal 42 Undang — Undang No. 574899

¥%ihat ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang — UndamgsNrahun 1999

%9 ihat ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undabgdang No. 5 Tahun 1999

%’Rachmadi Usmanlbid., him. 113

%8 ihat ketentuan pasal 42 sampai dengan pasal 4#uPan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha Nomor 1 Tahun 2006
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oleh pihak yang diperiksa dan Sekretariat Komisnylidikan dilakukan di lokasi
dimana keterangan dan/atau bukti terkait denganaatugpelanggaran dapat
ditemukan. Hasil penyelidikan dicatat dalam BerAgara Penyelidikan yang
ditandatangani oleh Sekretariat Konifs!.

Permintaan keterangan dari Instansi Pemerintatgaghana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (%° dilakukan dalam suatu ruang pertemuan atau tetapratyang
ditentukan oleh Komisi. Keterangan Pemerintah tersdicatat dalam suatu Risalah
Keterangan Pemerintah yang ditandatangani olehkpihastansi Pemerintah dan
Sekretariat Komisi. Segala surat dan/atau dokunzery Wiserahkan oleh Terlapor,
Saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah dicatat olekr&aris Komisi dalam Berita
Acara Penerimaan Surat dan/atau Dokumen. Sebelumeriksaan Lanjutan
berakhir, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan adaknya bukti telah terjadinya
pelanggaran. Kesimpulan tersebut disusun berdasagdairang — kurangnya 2 (dua)
alat bukti dan disusun dalam bentuk Laporan Hasinétiksaan Lanjutan. Tim
Pemeriksa Lanjutan menyampaikan Laporan Hasil Akgaan Lanjutan berikut
surat, dokumen, atau alat bukti lainnya kepada Komntuk memutuskan telah
terjadi atau tidak terjadi pelanggaran yang dilakuloleh Terlapor. Pemeriksaan
lanjutan dilakukan dalam jangka waktu paling larBa(&ram puluh) hari dan dapat
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari tenhg sejak tanggal ditetapkannya
Pemeriksaan Lanjutaii”

Dalam melakukan penegakan hukum, jika terjadi mglaran Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Peraaingsaha harus
melakukannya melalui proses, tahapan, dan dengagkgawaktu yang telah
ditentukan dalam Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1988fgka waktu yang

dianggap cukup singkat ini tentu saja tidak akanmooahkan tugas Komisi

%% jhat ketentuan pasal 45 dan Pasal 46 Peraturarigk®angawas Persaingan Usaha Nomor
1 Tahun 2006

%9 jhat ketentuan pada Pasal 44 ayat (2) Peraturamis{®lomor 1 Tahun 2006

%] ihat ketentuan pada Pasal 47,Pasal 48, Pasal @®dsal 50 Peraturan Komisi Nomor
1 Tahun 2006
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Pengawas Persaingan Usaha apabila para anggotakga brang yang profesional

di bidang mereka masing — masif1g.

3.4.3 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib memutusidah terjadi atau
tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang — Unéorgor 5 Tahun 1999 selambat -
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak s@leya pemeriksaan lanjutan.
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersalug Hibacakan dalam suatu
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan aetjberitahukan kepada pelaku
usaha®®®

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaheenerima
pemberitahuan putusan Komisi Pengawas Persaingahalgelaku usaha wajib
melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikarafapelaksanaannya kepada
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pelaku usahd depajajukan keberatan
kepada Pengadilan Negeri selambat - lambatnya Mg belas) hari setelah
menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pelakiuaugang tidak mengajukan
keberatan dalam jangka waktu tersebut dianggap nnes@utusan Komisi. Apabila
ketentuan tersebut tidak dijalankan oleh pelakihais&omisi Pengawas Persaingan
Usaha menyerahkan putusan tersebut kepada peryidik dilakukan penyidikan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang - gendayang berlaku. Putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut merupakémermulaan yang cukup
bagi penyidik untuk melakukan penyidikH.

Dalam Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak rgemgsecara rinci
bagaimana proses pengambilan putusan Komisi Pesgagaraaingan Usaha. Hanya
saja dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (3) UndangdarignNomor 5 Tahun 1989
dinyatakan bahwa “pengambilan Keputusan Komisikdikan dalam suatu sidang

Majelis yang beranggotakan sekurang — kurangnyiég8) (orang anggota Komisi.”

%%nsan Budi MaulanaCatatan Singkat Undang — Undang Nomor 5 Tahun 18&9@ang
Larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Ti&ahat,Bandung :PT. Citra Aditya Bakti,
2000, him. 49 - 50

%3 jhat ketentuan pada Pasal 43 ayat (3) dan (4) bpéandang No. 5 Tahun 1999

%4 ihat ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2), (3), (4) ¢6) Undang — Undang No. 5 Tahun 1999

%3 jhat Penjelasan Pasal 43 ayat (3) Undang — Unblen@ Tahun 1999
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Senada dengan hal ini, Pasal 7 Keputusan PresigdenoN75 Tahun 199¢°
menyatakan bahwa untuk menyelesaikan suatu peitkanaisi Pengawas Persaingan
Usaha bisa melakukan sidang majelis, yang beraaggotsekurang — kurangnya 3
(tiga) orang anggota Komisi Pengawas Persaingarhd)sdimana keputusannya
ditandatangani oleh seluruh anggota majelis. Derdgmikian penyelesaian atau
pemeriksaan perkara penegakan hukum persaingais kddakukan dalam sidang
majelis yang beranggotakan minimal 3 (tiga) oraRgngambilan putusan melalui
sidang Majelis merupakan hal yang biasa dan julgkukan oleh komisi — komisi
negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jepahg.

Konsep pengaturan seperti di atas sangat diperngaleh pengaturan
pengambilan keputusan sidang majelis pada peraditaim, dimana suatu putusan
dikatakan sebagai putusan majelis hakim, walaupungkin ada anggota majelis
yang tidak setuju terhadap putusan tersebut. Seynygyberkas putusan tersebut
harus memuat seluruh pendapat anggota majelis hgkimg mana yang setuju, yang
mana yang tidak setuju beserta alasannya, sehinggmyarakat dapat menilai
kredibilitas dari hakim yang memeriksa perkaradbus. Oleh karena itu, proses
pengambilan putusan dalam Komisi Pengawas Persalggha sebaiknya dilakukan
dengan suara terbanyak, sehingga diketahui anggate yang setuju, mana yang
tidak setuju, serta apa alasannya. Pendapat damgta masing anggota yang tidak
setuju tersebut harus juga dimasukkan ke dalammekuyutusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha. Dengan demikian, kredibilitas miasing — masing anggota
dapat diketahui dari setiap putusan yang dijatuhikamisi Pengawas Persaingan
Usaha>®®
Dari berbagai perbandingan dengan Komisi Pengd®essaingan Usaha di
negara — negara lain, pada prinsipnya putusan Kaikes diterima dan dilaksanakan
jika ada kepercayaan yang penuh dari masyarakap@ehtau pelaku usaha. Selain
itu, Komisi harus benar — benar independen sertailkekeahlian dalam tugas dan

%9 jhat Pasal 7 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999
%7aAyudha D. Prayogaet. al.,(ed), Ibid., him. 49 - 50
%%ayudha D. Prayogat. al.,(ed), Ibid., him. 136 - 137
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wewenangnya. Namun demikian, hampir semua negarg yhperbandingkan
menyebutkan putusan Komisi dapat dimintakan bankingengadilari®®

Untuk memutuskan telah terjadi atau tidak terjaelapggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Peraturan Kontigidd 1 Tahun 2008 Komisi
membentuk Majelis Komisi. Majelis Komisi terseb@karang — kurangnya terdiri
dari 3 (tiga) orang Anggota Komisi. Majelis Komidipimpin oleh seorang Ketua
Majelis merangkap Anggota Majelis dan 2 (dua) oraAgggota Majelis.
Keanggotaan Majelis Komisi tersebut sekurang —rgmgia 1 (satu) orang Anggota
Komisi yang menangani perkara dalam pemeriksaajutéan Dalam menjalankan
tugasnya, Majelis Komisi dibantu oleh Sekretariatri{si>"*

Sidang Majelis Komisi dilakukan untuk menilai, mengulkan dan
memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukugrgrielah terjadi atau tidak
terjadinya pelanggaran. Pada sidang pertama Maj&l@snisi memberikan
kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan pahd#au pembelaannya
terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhRamdapat atau pembelaan
Terlapor dapat disampaikan secara tertulis atan kikan dapat menyampaikan bukti
tambahan dalam Sidang Majelis. Untuk kepentinganyg@g®paian pendapat atau
pembelaan tersebut, Terlapor dapat melihat bukigadn pelanggaran yang
dituduhkan kepadanya. Dengan persetujuan atau mpeemni Terlapor, Sidang Majelis
Komisi untuk mendengar dan/atau menerima pendajaat pembelaan Terlapor,
dapat dinyatakan terbuka untuk umef.

Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidekjadi pelanggaran
berdasarkan penilaian. Hasil Pemeriksaan Lanjutan seluruh surat dan/atau
dokumen atau alat bukti lain yang disertakan dawialya termasuk pendapat atau
pembelaan Terlapor. Keputusan Majelis Komisi disuslalam bentuk Putusan
Komisi. Apabila terbukti telah terjadi pelanggardygjelis Komisi dalam putusannya
menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan gndamdang dan menjatuhkan

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan unrdadgng. Pengambilan putusan

%°Ayudha D. Prayogat. al.,(ed), Ibid., him. 150

7% jhat ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan KoNashor 1 Tahun 2006

37l jhat ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Nomoaluh 2006

%79 jhat ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturariskddomor 1 Tahun 2006
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Komisi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakapabila musyawarah tidak
mencapai mufakat, putusan Komisi diambil melalumpagutan suara, putusan
Komisi tersebut berdasarkan mayoritas Anggota Ns&ajBlalam hal terdapat Anggota
Majelis Komisi yang mempunyai pendapat yang berloetayan mayoritas Anggota
Majelis Komisi (issenting opinio)) Anggota dimaksud dapat meminta agar
pendapatnya dimasukkan dalam pertimbangan putixasenting opiniortersebut
disertai dengan alasan-alasan dan disampaikan &dpeamia Majelis Komisi pada
Sidang Majelis Komisi terakhir, yaitu Sidang Mageiebelum dibacakannya putusan.
Putusan Komisi dibacakan dalam suatu Sidang Majétimisi yang dinyatakan
terbuka untuk umum. Majelis Komisi memberitahukagp&da Terlapor tentang
waktu dan tempat Sidang Pembacaan Putusan. Putimsarsi tersebut dibacakan
selambat — lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitsagk berakhirnya jangka waktu
Pemeriksaan Lanjutaf®

Segera setelah Majelis Komisi membacakan Putusamigfo Sekretariat
Komisi menyampaikan Petikan Putusan Komisi berfalinan Putusannya kepada
Terlapor. Terlapor dianggap telah menerima pendderdn Petikan Putusan berikut
Salinan Putusan tersebut terhitung sejak hari/@ntgrsedianya Salinan Putusan
dimaksud diwebsiteKPPU. Terlapor dapat mengajukan keberatan terhBdépsan
Komisi dalam kurun waktu 14 (empat belas) harilséigerimanya Petikan Putusan
Komisi berikut Salinan Putusan Komisi. Dalam halrldjgor tidak mengajukan
keberatan terhadap Putusan Komisi, maka Terla@gibwnelaksanakan Putusan
Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannyadeegamisi. Untuk menilai
pelaksanaan putusan tersebut, Komisi melakukantororg pelaksanaan putusan.
Monitoring terhadap pelaksanaan putusan tersebakulian Sekretariat Komisi.
Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membkntTim Monitoring
Pelaksanaan Putusan. Hasil Monitoring tersebuisdis dalam bentuk Laporan
Monitoring Putusan yang sekurang-kurangnya memuagaraPutusan Komisi,
pernyataan pelaksanaan Putusan Komisi oleh Terldgomukti yang menjelaskan
telah dilaksanakannya Putusan Komisi. Sekretariamiki menyampaikan dan

memaparkan Laporan Monitoring Putusan dalam suafpaRKomisi. Dalam hal

$7%pasal 54 sampai dengan Pasal 59 Peraturan Kdinisior 1 Tahun 2006
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Komisi menilai bahwa Terlapor telah melaksanakatugan Komisi, maka Komisi
menetapkan untuk menghentikan monitoring pelaksapatusan tersebut. Apabila
Komisi menilai bahwa Terlapor tidak melaksanakatu®an Komisi, maka Komisi
dapat menetapkan untuk mengajukan permohonan panetaksekusi kepada
Pengadilan Negeri dan/atau menyerahkan Putusaebtgr&epada Penyidik untuk
dilakukan penyidikari’*

3.4.4 Pengajuan Keberatan Oleh Pelaku Usaha

Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepadaadiang Negeri
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelatemmea pemberitahuan putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pelaku usahaigakgnengajukan keberatan
dalam jangka waktu tersebut dianggap menerima antukomisi Pengawas
Persaingan Usaha. Apabila ketentuan tersebut tijalkankan oleh pelaku usaha,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyerahkan puersgbut kepada penyidik
untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketenpgaaturan perundang-undangan
yang berlaku. Putusan Komisi Pengawas Persaingahaiersebut merupakan bukti
permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakysemyidikan®"®

Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan peis&ioa dalam waktu 14
(empat belas) hari sejak diterimanya keberatarelets Pengadilan Negeri harus
memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) $gak dimulainya pemeriksaan
keberatan tersebtif® Selain “menguji” putusan Komisi Pengawas Persairigsaha,
Pengadilan Negeri juga berwenang untuk memeriksardangadili perkara — perkara
penegakan hukum persaingan usaha yang telah diseraibeh Komisi Pengawas
Persaingan Usaha kepada penyidik kepolisian atajakdean. Selanjutnya,
Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan pidana pokékligas pidana tambahan
kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undablgpdang Nomor 5 Tahun
1999%"7

3" ihat ketentuan pada Pasal 60 sampai dengan Badaeraturan Komisi Nomor 1 Tahun
2006

$Lihat ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2), (3),dd) (5) Undang — Undang Nomor 5
Tahun 1999

7% ihat ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2)adgd- Undang Nomor 5 Tahun 1999

¥"Racmadi Usmaripc. cit., him. 118
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Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih memberkemempatan
kepada pelaku usaha untuk mencari keadilan dengalakukan upaya hukum
terakhir yang dapat diajukan kepada Mahkamah Ad(h@ihak yang keberatan
terhadap putusan Pengadilan Negeri, dalam waktueibdpat belas) hari dapat
mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republdonkgsia. Kemudian
Mahkamah Agung Republik Indonesia harus memberkansan dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi ditefifa.

Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisg8@e/as Persaingan Usaha
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putkisamsi Pengawas Persaingan
Usaha tersebut dapat dimintakan penetapan ekdedpesila Pengadilan Negéf.

Adanya pembatasan waktu pemeriksaan dalam prodesyatan tersebut,
baik di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agungiumgikkan bahwa pembuat
undang — undang menghendaki agar putusan dapatkdibesecara adil, efisien,
cepat, dengan biaya ringan dan proses transparta merupakan hal ideal yang
diharapkan oleh dunia usaha, dengan tujuan menapelkpastian hukum dalam
berusahd®™

Namun, harus diingat bahwa KPPU adalah lembagaukhyeng dibuat untuk
menegakkan Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 nigntarangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengamkehn, adanya pembatasan
waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memeriksa permarorkeberatan atas putusan
KPPU dapat pula dimaksudkan sebagai suatu pembafesan pengadilan hanya
untuk melakukan peninjauan atas permohonan peramgsanksi yang diajukan oleh
pelaku usaha, sehingga peran pengadilan hanya ukelalpenilaian terhadap sanksi
administratif (penerapan hukum) bukan untuk merseriokok perkar&? Apalagi,
jika dibandingkan dengan jangka waktu 100 (serdtas) yang tersedia bagi KPPU
dengan sumber daya yang memiliki keahlian khuswskumelakukan pemeriksaan

terhadap pelaku usaha. Dengan argumentasi tergelluigiukan KPPU sebagai pihak

$’ayudha D. Prayogat. al.,(ed),Ibid., him. 143

"% ihat ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) dan (4)adgd- Undang Nomor 5 Tahun 1999

%% jhat Lihat ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) (&nh Undang — Undang Nomor 5
Tahun 1999

#lHikmahanto Juwanagt. al., Peran Lembaga Peradilan Dalam MenanganirkBe
Persaingan Usaha (Jakarta : Partnership for Business Competi2@93), him. 33

¥%Hikmahanto Juwanat. al., Ibid.,him. 36
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jilka ada pengajuan keberatan oleh pelaku usahaadietiflak tepat. Layaknya
lembaga peradilan, KPPU tidak dapat digugat atéskg@naan tugasnya, sehingga
KPPU tidak perlu menjadi pihak dalam pengajuan kahe terhadap putusannya
sendiri®®® Dengan adanya hal ini, kompetensi absolut KPPlagablembaga yang
ditunjuk oleh Undang — Undang Nomor 5 Tahun 199@ukinmmengawasi praktek
persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dipetkamybanyak piha®*

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia® 3 Tahun 2005
tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberagahadap Putusan KPPU,
dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “Keberatan terh&iapsan KPPU hanya
diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Peragabliegeri di tempat kedudukan
hukum usaha Pelaku Usaha tersebut. Keberatan atasaR KPPU diperiksa dan
diputus oleh Majelis Hakim. Dalam hal diajukan ketben, KPPU merupakan
pihak.”®
Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggamdandr- Undang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahakTikhat, tidak termasuk
sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimarsksdidndalam Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dideapan Undang — Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undddgdang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Neg&ra.

Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empksp hari terhitung
sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putuB&UkKdan atau diumumkan
melalui website KPPU. Keberatan diajukan melalipdwmteraan Pengadilan Negeri
yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaffenkara perdata dengan
memberikan salinan keberatan kepada KPPU. Dalankdiadratan diajukan oleh
lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KBBhlg sama, dan memiliki
kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut halaffait dengan nomor yang
sama. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih #Hlafsatu) Pelaku Usaha untuk

¥3Hikmahanto Juwanat. al., Ibid.,hlm. 37

*‘Hikmahanto Juwanat. al., Ibid.him. 21

%% ihat ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkangumd Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2005

% jhat ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Adreqmublik Indonesia Nomor 3 Tahun
2005
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putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kkdodwkumnya, KPPU dapat
mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah d\guntuk menunjuk salah

satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilamanmyang akan memeriksa
keberatan tersebut. Permohonan tertulis terselbeft, WPPU ditembuskan kepada
seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima peomen keberatan. Pengadilan
Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebumis hmenghentikan

pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Adbetglah permohonan
diterima, Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat)diari menunjuk Pengadilan
Negeri yang memeriksa keberatan tersebut. Dalaktuwa (tujuh) hari setelah

menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pelagadiegeri yang tidak

ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disefsisa) biaya perkara ke

Pengadilan Negeri yang ditunjd¥.

Segera setelah menerima keberatan, Ketua Pengadégeri menunjuk
Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari kak- Hakim yang mempunyai
pengetahuan yang cukup di bidang hukum persaingainau Dalam hal pelaku usaha
mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan potdsa berkas perkaranya
kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkarr&zim pada hari persidangan
pertama. Pemeriksaan keberatan dilakukan tanpa lumelaroses mediasi,
pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasagouKPPU dan berkas perkara
yang telah diserahkan. Majelis Hakim harus memberigutusan dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan kataa tersebut. Dalam hal terjadi
keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelakaha untuk putusan KPPU yang
sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnyakgamgaktu pemeriksaan
dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkgerkara yang dikirim oleh
Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mamah Agung®®

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemedkstambahan, maka
melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPUkudilakukan pemeriksaan

tambahan. Perintah tersebut memuat hal — hal yangstdiperiksa dengan alasan —

%7 ihat ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Mahkangeimg\ Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2005

%8 jhat ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Mahkakgaing Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2005
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alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaanataammbyang diperlukan. Dalam
hal perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilaku@meriksaan tambahan, sisa
waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan. Denganperhitungkan sisa waktu
tersebut, sidang lanjutan pemeriksaan keberatamshsuidah dimulai selambat —
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah KPPU menyerahkasrkds pemeriksaan
tambahar’®®

Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yafg digleriksa melalui
prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadliegeri yang memutus
perkara keberatan bersangkutan. Permohonan penetkpakusi putusan yang tidak
diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilareiégmpat kedudukan hukum
pelaku usaha, kecuali ditentukan lain dalam Peaatdahkamah Agung ini, Hukum
Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhBeéagadilan Negef°

3.5 Posisi Kasus Persekongkolan Tender Penjualan 2 ( Bu) Unit Kapal
Tanker VLCC PT. Pertamina ( Persero )

Perkara persekongkolan tender penjualan 2 (duid)kapal tanker VLCC
PT. Pertamina (Persero) ini melibatkan 5 (limaupahaan sebagai Terlapor | sampai
dengan Terlapor V, yaitu PT. Pertamina (Persertpg& Terlapor |; Goldman
Sachs, Pte (Singapore) sebagai Terlapor Il; thnen Ltd sebagai Terlapor IlI; PT.
Corfina Mitrakreasi sebagai Terlapor 1IV; dan PTru3ahaan Pelayaran Equinox
sebagai Terlapor V. Serta adanya 2 (dua) Pelapan Yelapor | dan Pelapor Il yang
identitasnya dirahasiakan oleh Majelis Hakim KPPaJath putusan No. 07/KPPU-
L/20043%*

Perkara penjualan 2 (dua) unit kapal tanker VLCCHartamina (Persero) ini
berawal dari adanya usulan dari Direksi Terlapor(PIT. Pertamina) dalam
menyampaikan permasalahan VLCC dan kondisi keuakepada Dewan Komisaris
Terlapor | (PT. Pertamina). Direktur Utama Terlap@PT. Pertamina) mengajukan 4

(empat) usulan kepada Dewan Komisaris Terlapoifl frtamina) mengenai status

%9 jhat ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Mahkakgahg Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2005

%99 jhat ketentuan pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraulmakamah Agung Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2005

39 ihat para terlapor dalam putusan No. 07/KPPU-L£00m. 1
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VLCC, yaitu: (1) Terlapor | (PT. Pertamina) mengmgsikan sendiri VLCC tersebut,
(2) Terlapor | (PT. Pertamina) memiliki VLCC untllemudian dieharter outdan
charter in (3) Terlapor | (PT. Pertamina) menjual lepas VL@@&n (4) Terlapor |
(PT. Pertamina) menjual sebagian kepemilikan ata&CG/ Kemudian Dewan
Komisaris Terlapor | (PT. Pertamina) menyetujsulan Direktur Utama Terlapor |
(PT. Pertamina) untuk melakukan Divestasi ataujuaéepas kapal tanker VLCC
dan mengingat pengiriman pertama VLCC tersebukallan pada bulan Juli 2004,
maka Direksi Terlapor | (PT. Pertamina) mengharaoségar VLCC dapat terjual
dalam tempo (1) satu bulan sejak persetujuan DeWamisaris Terlapor |
(PT. Pertamina}??

Direktur Keuangan Terlapor | (PT. Pertamina) mente kepada Direktur
Utama Terlapor | (PT. Pertamina) agar dibentuk TiBivestasi yang tugasnya
adalah sebagai berikut : menyusterm of Referenc€TOR), melakukan penilaian
harga, melakukan kriteria penilaian dibantu kormsukeuangan yang telah ditunjuk,
melaksanakan pemilihan calon pembeli potensial,yrapkan Sale and Purchase
Agreemen{SPA) dibantu konsultan hukum, melaksanakan tugasé¢lama 1 (satu)
bulan untuk menindak lanjuti divestasi kapal tank&.CC sesuai SPA yang
dilaksanakan oleh fungsi perkapalan dibantu olelgsuterkait, dan melaporkan hasil
kerja tim kepada Direksi Terlapor | (PT. Pertamimaglalui Direktur Keuangan
Terlapor | (PT. Pertamindy>

Direksi Terlapor | (PT. Pertamina) melalui suratnhNo : 281 tanggal 26
Mei 2004 menyetujui usulan Tim Divestasi mengeneestasi kapal tanker VLCC
yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Terlap@dlidman Sachs, Pte) dengan
pertimbangan Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte) didnpengalaman internasional
dalam melakukan penjualan aset. Oleh karena itda paakteknya, Tim Divestasi
berfungsi sebagai pendamping atau membantu tugdapde Il (Goldman Sachs,
Pte) dalam divestasi kapal tanker VLCC. Pelaksamastasi kapal tanker VLCC
adalah dengan pengumuman terbatas melalui undaagandi dalamnya disertakan

persyaratan tendetlerms of conditiongang diajukan kepada calon pembeli potensial

%93 jhat uraian tentang duduk perkara dalam putusarOR/KPPU-L/2004, him. 4
393 jhat uraian tentang duduk perkara dalam putusarOR/KPPU-L/2004, him. 4-5
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adalah harus memiliki aset sebanyak US$ 100,000(86fatus juta US Dollar),
memberikanbid bondsebesar US$ 5,000,000 (lima juta US Dollar) perakajan
sanggup membayar uang muka sebesar 20% (dua persénpbid bonddisetor ke
rekening Terlapor | (PT. Pertamina), sedangkan pganan uang muka 20% (dua
puluh persen) disetor ke rekening gabungan antaagor | (PT. Pertamina)
dengan peserta yang terpilih sebagai pemenamglert divestasi kapal tanker
vLce.*

Tanggal 14 Mei 2004 dilaksanakame-bid meetingyang diikuti oleh 43
(empat puluh tiga) perusahaan, kemudian dari 43p&emuluh tiga) perusahaan
tersebut, hanya 7 (tujuh) perusahaan yang mengaj#@mawaran dan dari 7 (tujuh)
perusahaan tersebut hanya 3 (tiga) perusahaan dianggap paling memenuhi
persyaratan, yaitu: Essar Shipping, Ltd. (selanypmtdisebut “Essa); Terlapor Il
(Frontline, Ltd) dan Overseas Shipholding Groug, (selanjutnya disebut “OSG”).
Terlapor | (PT. Pertamina) mengetahui Terlapor WI.(FPerusahaan Pelayaran
Equinox) mewakili6 (enam) perusahaan yang mengajukan penawaranstétma
Terlapor Il (Frontline, Ltd). TimDivestasi mempertimbangkan Terlapor V (PT
Perusahaan Pelayaran Equinox) sebdigaon (penghubung) darperusahaan -
perusahaan yang diwakilinya, Terlapor V (PT PeraaalPelayaran Equinox) tidak
menandatangani perjanjian apapun dengan Terla#®f .l Pertamina) dalam proses
divestasi kapal tanker VLCC dan Terlapor V (PTuBahaan Pelayaran Equinox)
memasukkan penawaran tender berdasarkan kuasa@edkapor Il (Frontline, Ltd),
serta semua persyaratan sepbrti bond atas nama Terlapor Ill (Frontline, Ltd).
Kemudian terdapat 1 (satu) perusahaan yaitu Da@nYunani yang memasukkan
penawaran kepada Terlapor Il (Goldman Sachs,, Réggpi tidak memenuhi
persyaratan tekni®id pertama ditutup pada tanggal 25 Mei 2004, pukud@ 8vaktu
Singapura?®?

Selanjutnya, presentasi hasil evaldaisi pertama dilakukan oleh Terlapor I
(Goldman Sachs, Pte) dalam rapat tertutup tang§aM2i 2004 dengan hanya
dihadiri oleh Direksi Terlapor | (PT. Pertamina)ketua dan Wakil Ketua Tim

399 ihat uraian tentang duduk perkara dalam putusarOR/KPPU-L/2004, him. 5
$9ihat uraian tentang duduk perkara dalam putusarOR/KPPU-L/2004, him. 5-6
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Divestasi dalam rapat telah memilih 3 (tigdiortlisted bidderyaitu Essar, Terlapor
Il (Frontline, Ltd) dan OSG. Selanjutnya ketighortlisted biddemelakukandue
diligenceke Korea untuk kemudiashortlisted biddemengajukarbid kedua. Batas
akhir pengajuarbid kedua adalah pada tanggal 7 Juni 2004, pukul 1&&Ktu
Singapura?®

Dalam proses divestasi kapal tanker VLCC tersdbagar menunjukkan sikap
yang tidak konsisten seperti mengajukan perubabdradap bank pendukung dan
financial guarantee Kemudian menurut Direksi Terlapor | (PT. Pertamjnhal
tersebut perlu untuk diyakinkan mengingat nilai gearan Essar adalah penawaran
yang tertinggi. Selanjutnya, Direksi Terlapor | (PFertamina) meminta kepada
Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte) agar memeriksabldirkesanggupan Essar dalam
memenuhi pembayaran. Posisi Essar pada awalnygakenm ranking 1 (satu), tetapi
pada saat Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte) metakildonfirmasi ke State Bank Of
India terkait dengan kemampuan pembayaran uang ,ntekayata State Bank Of
India tidak mempunyai komitmen pada Essar untuk bagmar uang muka. Oleh
karena itu, selanjutnya terjadi perubahan rankeituyTerlapor Il (Frontline, Ltd) di
urutan pertama, Essar di urutan kedua dan OSGQutiiniketiga®’

Selanjutnya, Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte) meitdieikan kepada
Terlapor | (PT. Pertamina) bahwa Terlapor 11l (Rhoe, Ltd) memasukkan
penawaran harga ketiga setelah tanggal 7 Juni @86dan harga yang lebih tinggi
dari penawaran kedua Essar. Hal tersebut sempattalyyakan oleh Ketua Tim
Divestasi kepada Terlapor 1l (Goldman Sachs, Pae¢ra nilai penawaran Terlapor
Il (Frontline, Ltd) tersebut hanya lebih tinggi §%00,000 (lima ratus ribu US
Dollar) dari penawaran kedua Essar, tetapi TerldboiGoldman Sachs, Pte) tidak
mengetahui hal tersebtif

Pembukaan dokumen penawaran ketiga Terlapor Illontkne, Ltd)
dilakukan oleh Terlapor Il (Goldman Sachs, Ptengvearan tersebut disampaikan
oleh Terlapor V (PT Perusahaan Pelayaran Equipaxy tanggal 9 Juni 2004
malam. Pada tanggal 10 Juni 2004, Terlapor Il (Gald Sachs, Pte),

%99 jhat uraian tentang duduk perkara dalam putusarOR/KPPU-L/2004, him. 6
%9 ihat uraian tentang duduk perkara dalam putusarOR/KPPU-L/2004, him. 7
%98 jhat uraian tentang duduk perkara dalam putusarOR/KPPU-L/2004, him. 7-8
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mempresentasikan kepada Direksi Terlapor | (PT.taRena) mengenai posisi
penawaran dabidder,baik penawaran yang kedua maupun yang ketiga e@aagor
Il (Frontline, Ltd). Direktur Utama Terlapor | (PT Pertamina) pernah
menyampaikan usulan kepada Terlapor Il (Goldmarh§aete) guna memberikan
kesempatan kepada Essar dan OSG untuk memasukkamwgran ketiga, tetapi
Terlapor 1l (Goldman Sachs, Pte) menjelaskan walgang terbatas tidak
memungkinkan untuk memberikan kepada peserta temaey lain guna mengajukan
penawaran ketiga dan Terlapor Il (Goldman Sache) Rtenyampaikan bahwa
Terlapor | (PT. Pertamina) memiliki hak untukdak memberikan penjelasan
kepada para peserta atas keputusan mengenai fendeg®®

Selanjutnya, Direksi Terlapor | (PT. Pertamina) getajui Terlapor Il
(Frontline, Ltd) sebagai pemenang tender berdasapenawaran ketiga karena
keputusan atas divestasi kapal tanker VLCC ini mpa&kan kewenangan Direksi
Terlapor | (PT. Pertamina) atas dasar analisa @ariapor Il (Goldman Sachs,
Pte), kemudian Terlapor | (PT. Pertamina) mengeétakda protes dari Essar atas
pernyataan Direktur Keuangan Terlapor | (PT. Periajndi media massa tentang
ketidakmampuan Essar untuk membayar uang mukaased@% (dua puluh persen),
karena hal tersebut dianggap menjatuhkan reputassahaan Essa®

Berdasarkan pemberitaan yang berkembang di masgardln juga
berdasarkan laporan tanggal 29 Juni 2004, padagahr@ Juli 2004 Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan késifterhadap dugaan pelapor.
Inisiatif KPPU untuk melakukan klarifikasi dan mtoring terhadap tender penjualan
kapal tanker VLCC sesuai dengan Undang — Undangdid&mrahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahakTi8ahat yaitu sebagai
berikut :

“Komisi melakukan penilaian terhadap kegiatan asdén atau tindakan pelaku
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktekopoli dan atau

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diaam ddsal 17 sampai dengan
Pasal 24. Komisi dapat melakukan pemeriksaan tefhpelaku usaha apabila

%99 jhat uraian tentang duduk perkara dalam putusarONKPPU-L/2004, him. 8
409 jhat uraian tentang duduk perkara dalam putusan OX/KPPU-L/2004, him. 8-9
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ada dugaan terjadi pelanggaran undang — undangalaupun tanpa adanya
laporan.®*

Klarifikasi yang dilakukan oleh KPPU menghasilkaahtva penunjukan
Goldman Sachs, Pte sebagfnancial advisordan arranger dalam divestasi kapal
tanker VLCC tidak dilakukan melalui proses tenaggbtika. Bahwa tidak adagensi
dari sejumlah peraturapang dapat membenarkan penunjukan langsung Goldman
Sachs, Pte tersebut, dan bahwa proses penentuangegndivestasi kapal tanker
VLCC tersebut ditetapkan melalui penilaian yauigkijelas dan tidak konsisten.

Dari hasil klarifikasi atas laporan yang telah ditakan jelas dan lengkap
tersebut, KPPU kemudian mengeluarkan Surat Pemetapgdomor
13/PEN/KPPU/VII/2004 tertanggal 29 Juli 2df4tentang pemeriksaan pendahuluan
perkara No. 07/KPPU-L/2004.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan, Tim fe@aemenemukan
adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan P&sRasal 19 huruf d dan Pasal
22 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 19%9pleh karena itu Tim Pemeriksa
merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan keepksaan lanjutan dengan
alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ditemukan adanya indikasi kuat telah tergiskriminasi dalam proses
penunjukan secara langsung dari Terlapor | (Rftafina) kepada Terlapor
I (Goldman Sachs, Pte) sebagaifinancial advisor dan arranger serta
diskriminasi yang diberikan kepada Terlapor Il qiine, Ltd) dalam
penentuan pemenang tender divestasi kapal tankéC\ersebut.

2. Bahwa ditemukan adanya indikasi kuat telah terjpelisekongkolan antara
Terlapor | (PT. Pertamina) dengan Terlapor Il (Gudth Sachs, Pte) untuk
menerima penawaran ketiga dari Terlapor Il (Fiast|Ltd).

3. Bahwa ditemukan adanya indikasi kuat telah terjpelisekongkolan antara
Terlapor | (PT. Pertamina) dengan Terlapor Il (Gudth Sachs, Pte) untuk tidak

40lpasal 17 sampai dengan Pasal 24 dan Pasal 4QLjyitidang — Undang Nomor 5 Tahun
1999

%9 jhat Surat Penetapan Nomor : 13/PEN/KPPU/VII/2€8#anggal 29 Juli 2004

%% jhat ketentuan Pasal 16, Pasal 19 huruf d dan|P2%sdindang — Undang Nomor 5
Tahun 1999
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memberikan kesempatan yang sama kepada Essar darg@fa memasukkan

penawaran ketig&*

Atas dasar rekomendasi dari Tim Pemeriksa tets&mmisi mengeluarkan
Surat Penetapan Nomor : 15/PEN/KPPU/IX/2004 tegahd0 September 20t4
untuk melanjutkan perkara Nomor : 07/KPPU-L/2004 Remeriksaan Lanjutan
terhitung sejak tanggal 10 September 2004 sampagaste tanggal 13 Desember
20047

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang memadai dengammna keterangan
dari 23 saksi, 3 ahli, meneliti sekitar 291 dokurdan surat — menyurat dengan pihak
terkait di dalam dan di luar negeri. Pada prosegupéan 2 (dua) unit kapal tanker
VLCC tersebut terbukti telah terjadi persekongkolantara Pertamina dengan
Goldman Sachs untuk memenangkan Frontline, dengjengersekongkolan sebagai
berikut :

1. Pertamina melakukan diskriminasi dengan menurgngdung Goldman Sachs
sebagaifinancial advisordan arranger untuk proses penjualan kapal tanker
VLCC tersebut. Proses penunjukan ini adalah tidakm, mengingat dilakukan
dalam waktu singkat (2 minggu) serta tanpa meladaiuty contestebagaimana
lazimnya dijalankan Pertamina dalam upayanya uniafcari jasa konsultan di
perusahaan mereka selama ini

2. Memberikan kesempatan kepada Frontline melalui dirgla (PT. Equinox)
untuk memasukkan penawaran ketiga saat batas vpaktgajuan penawaran
telah ditutup tanggal 7 Juni 2004, terbukti dararagh korespondens—mail
PT. Equinox selaku broker dengan Frontline padggain9 Juni 2004.

3. Penawaran ketiga Frontline berbeda tipis sebesa$ BE0 ribu dengan
penawaran yang kedua dari Essar dan terbukti telgdudi conflict of interest

dalam penunjukan langsung pemenang tender terkabema Goldman Sachs,

%% jhat hasil pemeriksaan pendahuluan perkara Disestapal tanker VLCC PT. Pertamina
yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan mielgburat Keputusan Nomor
59/KEP/KPPU/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004

0% jhat Surat Penetapan Nomor : 15/PEN/KPPU/IX/2@8ranggal 10 September 2004

%8 jhat uraian tentang duduk perkara dalam putusan OX/KPPU-L/2004, him. 17
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Pte sebagdinancial advisordanarranger mempunyai kepemilikan saham pada
Frontline, Ltd yang memenangkan tender tersebut.

4. Pembukaan sampul penawaran ketiga Frontline tidekukan di hadapan
Notaris (sebagaimana diatur dalam ketentuan tepaeg dibuat sendiri oleh
Goldman Sachegquest for bijl Akibatnya, terdapat kerugian antara US$ 20
juta — US$ 56 juta untuk 2 (dua) unit VLCC karemaga yang diperoleh hanya
sebesar US$ 184 juta untuk 2 (dua) unit kapal ta¥k€C, jauh di bawah harga
pasar saat itu (Juli 2004) yang berkisar antara PB%— US$ 240 juta untuk
2 (dua) unit kapal tanker VLCE

5. Frontline belum melakukan pembayaran secara peephda Pertamina atas
pembelian 2 (dua) unit kapal tanker VLCC Pertamsebagaimana telah
diperjanjikan sebelumnya dala®ale and Purchase Agreemegi8PA) antara
Pertamina dan Frontine, yaitu sebesar US$ 184 futatline membayar kepada
Pertamina sebesar US$ 170, 863 juta saja. Dengaukida terdapat selisih
pembayaran sebesar US$ 13,137 juta (sekitar 13 8yfliar).*%®

Berdasarkan hasil interview dengan pihak KPPU meaigkapasitas saksi
ahli, KPPU menyatakan bahwa saksi ahli Reinhad tii@enkiapasitas yang tepat
untuk menjelaskan aturan main broker dalam tendesstasi kapal tanker VLCC.
Kapasitas Reinhad sebagai Ketua Indonesia ShipeBrAksociation (ISBA) justru
dipandang KPPU sebagai ahli yang mengetahui aton@n mengenashipbroker
KPPU memandang perlu penjelasan dari aftlipbroker, setelah mengetahui
keberadaan Equinox dalam tender, yang mewakilhlelairi satubidder. Menurut
keterangan Reinhad kepada KPPU, Equinox seharumsamya mewakili satbidder.
Hal ini sesuai denganode of conductSBA, apabila terdapat beberapatential
buyers,maka broker harus menyeleksi dulu hingga akhirngmyad mewakili satu
penawar saja. Kalaupun broker mewakili satu calemawar, berdasarkan ketentuan
pasal 4code of conductbroker harus memberitahukan kepada pihak lainvaatia

juga menerima satu penawaran atau lebih. Mengeaajahkapal, KPPU tidak

%% jhat uraian tentang pembuktian unsur persekongktéamder menurut Pasal 22 Undang —
Undang No. 5 Tahun 1999 dalam putusan No. 07/KBR004, him. 120
%8 jhat uraian tentang fakta hukum dalam putusanQ¥éKPPU-L/2004, him. 105 - 107
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mempertimbangkan dari keterangan Reinhad sajqi tetga melakukan studi pada
situswww.tradewinds.ndan majalatdapan Marine'*®

Berdasarkan hasil interview dengan pihak KPPU meaig&ewenangan
memutus KPPU yang berkaitan dengan penetapan kerugggara, menyatakan
bahwa hukum persaingan usaha berbeda dengan huérdatq Kerugian dalam
hukum persaingan usaha bukan hanya untuk pelakausatapi yang terpenting
untuk publik. Sehingga, penetapan kerugian negaland perkara divestasi kapal
tanker VLCC Pertamina dinilai sudah tepat. Kalagama dirugikan itu, artinya
publik dan masyarakat juga dirugikan, karena BUMRr(amina) itu berasal juga
dari dana masyarakat. Kalau tidak jelas siapa pelsdaha yang dirugikan, tetapi
publik atau konsumen yang jelas dirugikan, maka ehsajyang kemudian
menentukan kerugian atas nama publik. Dalam halpimak KPPU menekankan
tidak tepat apabila kerugian dalam Undang — Unddamor 5 Tahun 1999 hanya
diberikan kepada pelaku usaha lain. Karena, pemndapsebut merupakan hukum
perdata bukan hukum persaingan usaha.

Berdasarkan hasil interview dengan pihak KPPU meaigeenjatuhan denda
administratif dan ganti rugi didasarkan dari penavay imbalan yang tidak
sepantasnya diterima, dagootential lossdalam penjualan kapal tanker VLCC
Pertamina. KPPU menghukum pihak — pihak terkaitjysdan 2 (dua) unit kapal
tanker VLCC milik Pertamina. Menurut KPPU, terbu&tla persekongkolan di balik
penjualan tersebut. Akibatnya, KPPU menjatuhkaksdrerupa denda administratif
dan juga ganti rugi kepada pihak yang terlibat.aDalputusan KPPU, Frontline
sebagai pemenang tender divestasi VLCC tersebjatulli denda sebesar Rp. 25
miliar. Jumlah denda Frontline adalah denda maksmemnurut Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, Frontline juga dit@imengganti kerugian sebesar
Rp. 120 miliar, yang harus disetorkan kepada kagnaeIndonesia. Selanjutnya,
Goldman Sachs sebaganancial advisordan arranger Pertamina dalam transaksi
tersebut, dihukum membayar denda sebesar Rp. 18)ilia0, di samping kewajiban

“Berdasarkan kutipan hasil interview dengan Bp. #naidi selaku Kepala Biro Hubungan
Masyarakat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, padgal 26 Agustus 2009

“%erdasarkan kutipan hasil interview dengan Bp. #naidi selaku Kepala Biro Hubungan
Masyarakat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, padgal 26 Agustus 2009
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membayar ganti rugi sebesar Rp. 60 miliar. Jumlehdd KPPU senilai dengan
jumlah fee yang diterima Goldman Sachs dari Pertamina. SéfajrEquinox, yang
menjadi perantara (broker), dijatuhi denda sebd®pr 16,560 miliar. KPPU
menyatakan bahwa penjatuhan denda administragfiédn pada pelaku usaha yang
menerima imbalan, namun berasal dari suatu penmbugtang tidak pantas
dilakukannya. Jadi yang diterapkan dalam putusamainyalah sebagian saja, yaitu
berdasarkafeeyang diterima. Bahkan seharusnya perlu diberikarghwdari jumlah
yang diterimanya. Apabila tender dilaksanakan sefear, maka harga yang didapat
oleh Pertamina akan lebih tinggi. Dari sinilgbtential losgdihitung. Mengenai ganti
rugi, perhitungannya diperoleh dari jumlgtotential loss,sekitar US$ 20 ribu.
Apabila dikonversikan ke dalam rupiah kira — kirp. R80 miliar (dengan asumsi
US$ 1 sebesar Rp. 9.000,-). Jumlah ini didapatldaé 202 ribu (harga kapal tanker
VLCC versi KPPU) dikurangi US$ 184 ribu (harga pefidn oleh Frontline).
Pemberian hukuman oleh KPPU ini bertujuan untukulmen perilaku dari pelaku
usaha. Pemberian denda dan ganti rugi dalam péajaputusan, adalah sepenuhnya
kewenangan Majelis Komisi. Majelis Komisi yang akaenilai apakah pemberian
denda dan ganti rugi tersebut akan merubah perilgklaku usaha atau
memperpanjang proses penegakan hukdm.

Pembelaan (dalam bentuk tertulis) dari TerlapoPT.(Pertamina) dengan
surat bulan Agustus 2004 yang menyatakan bahwak yggngadaan VLCC yang
sedang dibangun oleh Hyundai Heavy Industrieskdkan kajian ulang mengenai
perlu tidaknya perusahaan memiliki tanker tersedmuta kemungkinan perusahaan
untuk melakukanleasing/sewatanker tersebut dari pihak luar. Kajian ini sangat
penting dilakukan dengan mempertimbangkan pengalammauk mengelola kapal
tanker yang belum dimiliki oleh Pertamina sertadaiaktor lain, seperti keamanan,
dampak lingkungan yang kemungkinan dapat timbul daenjadi risiko bagi
Pertamina. Karena makin terdesaknya waktlivery kapal, maka manajemen
mempertimbangkan untuk melakukan penjualan kedpalkanker VLCC tersebut.

Untuk lebih meyakinkan tindakan manajemen tersabaka mengingat waktu yang

“UBerdasarkan kutipan hasil interview dengan Bp. #naidi selaku Kepala Biro Hubungan
Masyarakat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, padgal 26 Agustus 2009
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mendesak manajemen menunjuk Terlapor Il (Goldmach§ untuk melakukan
kajian dan memberikasecond opiniomatas kebijakan tersebut. Penunjukan (Terlapor
I) Goldman Sachs tersebut tidak bertentangan derfyiarat Keputusan Direksi
Pertamina No. KPTS-O77/COO0O0O/2000 sebagaimana ategtudalam Bab [V
huruf h. Pengadaan barang/jasa yang diperlakukasulsh antara lain : pengadaan
barang/jasa yang prosesnya bersifat khusus dalaof BuJasa keuangan/asuransi
yang diatur masing-masing Direktorat sepanjang tdipartanggung jawabka?

Walaupun penunjukan Goldman Sachs telah disetu@ seluruh Direksi,
untuk menambah keyakinan Direksi dalam penjualanC&Lini, Direksi juga
meminta persetujuan penunjukan Goldman Sachs kepadhaisaris Pertamina,
sehingga penunjukan Goldman Sachs tersebut tetégdum8K Direksi Pertamina
No. KPTS-077/COO0O0/2000. Goldman Sachs memberilomendasi untuk
melakukan penjualan langsungufright salg atas kedua kapal tanker VLCC. Atas
rekomendasi Goldman Sachs, Direksi dan Komisarisga@bil keputusan menjual
langsung kapal tanker VLCC terseBtit.

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Pertamina (Perkebijakan manajemen
melakukan persetujuan untuk pelaksanaan divestgai genunjukan Goldman Sachs
sebagafinancial advisordanarranger untuk melaksanakan divestasi, secara proses
telah ditindak lanjuti pada rapat Direksi tangg8l April 2004 dan persetujuannya
ditandatangani oleh = seluruh Direksi Pertamina pads&morandum no.
307/CO0O000/2004-S0 tanggal 23 April 2004 dan rekadasi Komisaris Pertamina
yang ditandatangani oleh seluruh komisaris padat swomor 045/K/DK/KH/2004,
tanggal 28 April 2004 yang antara lain menugaskam hemberi wewenang pada
Direksi untuk melakukan divestasi 2 (dua) unit Kapaker VLCC serta menunjuk
Goldman Sachs sebagdamiancial Advisordanarranger'*

Dalam rangka penjualan kapal tanker VLCC, Pertamperau didampingi oleh

financial advisor(jasa keuangan) yang telah berpengalaman se¢araasional agar

“% jhat uraian tentang hukum dalam pembelaan (lertertulis) dari Terlapor |
(PT. Pertamina) pada putusan No. 07/KPPU-L/2004, fib-77

‘¥ jhat uraian tentang hukum dalam pembelaan (tsertertulis) dari Terlapor |
(PT. Pertamina) pada putusan No. 07/KPPU-L/2004, fl7

““jhat uraian tentang hukum dalam pembelaan (bentestulis) dari Terlapor |
(PT. Pertamina) pada putusan No. 07/KPPU-L/2004. 78-79
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diperoleh hasil penjualan yang maksimal. Untukni@najemen memutuskan dengan
menunjuk advisor yang telah berpengalaman dalam transak&rger and
Acquisition Kemudian Pertamina menunjuk Goldman Sachs yadgsdrkan pada
penawaran yang kompetitif. Terutama untadtvisor feeyang hanya berdasarkan
success featas keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaaaBngcess fegang
disetujui oleh Pertamina dan Goldman Sachs untajupian VLCC ini adalah 1,0%
dari nilai transaksi sebesar 150 juta pertama da®o 2intuk selebihnya. Penawaran
Goldman Sachs ini kompetitif karena tidak mensyamaiadanyaetainer feebulanan
selama kontrak berjalan terlepas pekerjaan dapalediikan atau tiddk®

Pada tanggal 10 Juni 2004 dalam rapat Direksi Pérts setelah mendapat
penjelasan hasil pengujian terhadap calon pemetaugr serta adanya penawaran
optional ketiga dari Frontline yang dilakukan of@bldman Sachs, Direksi Pertamina
secara musyawarah dan mufakat memutuskan dan rpkaetdrontline sebagai
pemenang tender dengan nilai pembelian sebesajuiB4JS Dollar untuk 2 (dua)
unit kapal tanker VLCC. Penetapan keputusan Direlisuat dalam Persetujuan
Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Bit€R

Pembelaan dari Terlapor | (PT. Pertamina) berdasahiasil interview dengan
kuasa hukum PT. Pertamina adalah sebagai beringngenai kapasitas saksi ahli
KPPU dalam kasus divestasi kapal tanker VLCC Pemn@nmternyata saksi abhli
Reinhad adalah salah satu broker yang terlibatndalevestasi tersebut. Bahwa
Reinhad merupakan broker Puradika Group yang diketaewakili ShipCon, yaitu
pihak yang terlibat dalam proses divestasi kapateaVLCC. Selain itu, Puradika
juga mewakili Clarkson, yaitu calon pembeli yangrilang dalam proses divestasi
kapal tanker VLCC. Dengan demikian, Reinhad tidesa fpadi saksi ahli, melainkan
hanya bisa menjadi saksi fakta, karena Reinhadddiugp mengikuti menjadi peserta
tender, kemudian mewakili Pertamina untuk mencaemipeli. Walaupun

kepastiannya jughias (berat sebelah). Sehingga, keterangan Reinhad ghangiak

“3jhat uraian tentang hukum dalam pembelaan (bertertulis) dari Terlapor |
(PT. Pertamina) pada putusan No. 07/KPPU-L/200#4. 79

“%jhat uraian tentang hukum dalam pembelaan (bertertulis) dari Terlapor |
(PT. Pertamina) pada putusan No. 07/KPPU-L/200#. 81
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ada dan putusan KPPU mengenai penentuan harga, ssertua pernyataan yang
dibuat berdasarkan keterangan Reinhad tidak merkéhuatan hukuni'’

Pembelaan dari Terlapor | (PT. Pertamina) berdasahiasil interview dengan
kuasa hukum PT. Pertamina adalah sebagai berikgngajuanbid (penawaran)
ketiga dimungkinkan dalam TOR tender, Pertamina pwetyai kewenangan absolut
untuk menentukan pemenang tender, termasuk untulennea atau menolakid
ketiga dari Frontline. DalanTerm or Referenc€TOR) tender VLCC, ada empat
kriteria untuk menentukan pemenang tender. Ypegamaadalah hargaKedua
kemampuan melakukan pembayaran secara bertadetma bukti kemampuan
melakukan pembayaraiKeempat reputasi perusahaan dalam bidang perkapalan.
Sebenarnya Frontline memiliki nilai total secarsétaruhan mencapai 98 persen
pada tender kedua. Artinya, dengan penawaran Hd&fa 178 juta, seharusnya
Frontline sudah menang. Kalaupun jumlah harga parawya di bawah harga yang
ditawarkan Essar Shipping Limited, namun totalirfleontline lebih tinggi. Karena,
Essar dianggap tidak memenuhi kriteria kemampuarakukan pembayaran.
Mengenai pengajuamid ketiga, hal itu dapat dilakukan sebelum pengambila
keputusan pada 9 Juni 2004, sesuai dengan TORriétetegajuamid ketiga dengan
harga US$ 184 juta adalah inisiatif Frontline sendtebab, Frontline adalah
perusahaan yang berdomisili di Bermuda, yang sadtelum mengetahui nilai yang
didapatnya dalam tender tersebut. Pertamina s@l@kjual mempunyai kewenangan
secara absolut untuk menentukan pemenang tend#r.afmbila Goldman Sachs
selaku financial advisor dan arranger menilai bid ketiga Frontline tidak bisa
diterima, seharusnylid ketiga tersebut sudah ditolak

Tentang persoalan penentuan harga tertinggi VLG yadi salah satu unsur
KPPU menilai adanya persekongkolan, kuasa hukuntafgra membantahnya.
Dalam artikel di situswww.tradewinds.notanggal 14 Juni 2004 yang dijadikan
pedoman KPPU menentukan harga VLCC, bukanlah lyaktg sah. Prinsip dasar
dari suatu tender adalah harga tertinggi dan teslefari harga di pasar. Sehingga,

“’Berdasarkan kutipan hasil interview dengan Bp. H8roAnthony, S.H., M.H., selaku
Associates pada Law Offices Juniver Girsang&Pastngada tanggal 21 Agustus 2009

“®Berdasarkan kutipan hasil interview dengan Bp. H8roAnthony, S.H., M.H., selaku
Associates pada Law Offices Juniver Girsang&Pastngada tanggal 21 Agustus 2009
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acuan harga tertinggi adalah penawaran terting@ginddender. Berkaitan dengan
adanya konflik kepentingan kepemilikan saham Golu®achs pada Frontline, kuasa
hukum Pertamina menyatakan Frontline adalah peaasaterbuka, yang sahamnya
tercatat diNew York Stock Exchangdadi setiap orang bisa membeli saham
Frontline, begitu pula Goldman Sachs. Hal tersébdak bisa dicegah kalau Goldman
Sachs membeli saham Frontline yang terbuka untuknunfPada saat lelang VLCC
terjadi, kepemilikan Goldman Sachs atas nama depdda Frontline jumlahnya
tidak signifikan dibandingkan total aset Goldmact®aGroup Inc sebesar US$ 531,4
miliar.**

Pembelaan dari Terlapor | (PT. Pertamina) berdasahlksil interview dengan
kuasa hukum PT. Pertamina adalah sebagai berikiPPU tidak berwenang
menetapkan adanya kerugian negara karena frask ‘laim’ dan ‘masyarakat’ dalam
Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak bisa slitefn sebagai ‘negara’.
Berdasarkan ketentuan Undang — Undang Nomor 5 TdlR89, KPPU hanya
berwenang menetapkan kerugian di pihak pelaku usaihalidak ada satu pasalpun
di Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatakahwa KPPU
berwenang menetapkan adanya kerugian negara. Bekdaspasal 36 huruf |
Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU hanya éeang menetapkan ada
atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha laéau anasyarakat, bukan negara.
Begitu pula makna ‘pihak lain’ dalam Pasal 47 gatUndang — Undang Nomor 5
Tahun 1999. Frase ‘masyarakat’ di Pasal 36 darakplain” di Pasal 47 Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak bisa ditafsirkelnagiai Negara. Sebab, Undang
— Undang Nomor 5 Tahun 1999 justru ditujukan kmhencegah praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakelkh pelaku usaha, baik tanpa
maupun bersama pemerintah dengan merujuk padanbagiam penjelasan Undang
— Undang Nomor 5 Tahun 194%.

Pembelaan dari Terlapor | (PT. Pertamina) berdasahiasil interview dengan

kuasa hukum PT. Pertamina adalah sebagai berkgnilai bahwa putusan KPPU

“%Berdasarkan kutipan hasil interview dengan Bp. H8roAnthony, S.H., M.H., selaku
Associates pada Law Offices Juniver Girsang&Pastngada tanggal 21 Agustus 2009

42%Berdasarkan kutipan hasil interview dengan Bp. Yo&adeoda, S.H., M.H. selaku
Associates dari Law Offices Amir Syamsuddin&Part) pada tanggal 10 Agustus 2009
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cacat hukum. Pasalnya, putusan KPPU mengenai ddadaganti rugi tidak
didasarkan pada pertimbangan dan alokasi substandanya. Sesuai dengan prinsip
hukum dalam badan peradilan, setiap putusan hasestal pertimbangan hukum
yang cukup. Terhadap putusan KPPU yang memerimtahRartamina untuk
melaporkan tindakan komisaris dan direksi kepadaP&Udinilai kuasa hukum
Pertamina tidak sesuai dengan kewenangan KPPUnRasRertamina berpendapat,
KPPU hanya berwenang menyatakan terjadi atau ti@akpelanggaran terhadap
Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimanar dialam Pasal 43 ayat 3
dan Pasal 47 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 199%an§&an penonaktifan
Direktur Keuangan Pertamina, dinilai sebagai kekah dalam menafsirkan aturan
yang ada. Pengambilan keputusan divestasi kapdkerta’VLCC Pertamina
berdasarkan persetujuan direksi dan komisaris.hiEdersebut merupakaorporate
action, bukan keputusan pribatf:

Pembelaan (dalam bentuk tertulis) dari Terlapo(@bldman Sachs, Pte)
dengan surat tanggal 10 Desember 2004 yang tefiaediahkan dengan terjemahan
tidak resmi oleh Terlapor Il (Goldmn Sachs, Pteyg#n surat tanggal 13 Desember
2004 menyatakan bahwa Goldman Sachs telah dkunlgh Pertamina hanya
sebagafinancial advisordanarranger. Goldman Sachs tidak memiliki kewenangan
mengenai metode penjualan VLCC ataupun mengenai memenangkan tender
yang telah digunakan dalam proses tender. Kewenaags keputusan - keputusan
tersebut secara eksklusif tetap pada Pertamind&deamina sendiri yang membuat
keputusan-keputusan tersebut untuk kepentingaroetisnya’??

Goldman Sachs menjalankan peranannya sebagai pah&seiangan sesuai
denganEngagement Agreementintuk kepentingan kliennya, yakni Pertamina dan
konsisten dengan praktek industri untuk transagsi ini, terutama rekomendasinya
kepada Pertamina bahwa proses penjualan VLCC dgagan pelelangan terbatas
adalah tepat mengingat pertimbangan — pertimbangag telah diuraikan dalam
pembelaan Pertamina. Tepat bagi Goldman Sachs betukusan dengan Frontline

“?iBerdasarkan kutipan hasil interview dengan Bp. Yo&adeoda, S.H., M.H. selaku
Associates dari Law Offices Amir Syamsuddin&Part) pada tanggal 10 Agustus 2009

424 jhat uraian tentang hukum dalam pembelaan (lkertertulis) dari Terlapor |I
(Goldman Sachs) pada putusan No. 07/KPPU-L/2004, 101
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melalui Equinox, karena Equinox bertindak sebaggnaFrontline yang sah dan
Goldman Sachs bertindak sesuai dengan kewajibawajlbannya kepada Pertamina
dalam menyerahkamnsolicited bid Frontline kepada Pertamina yang dijadikan
pertimbangan dalam menentukan pemenang tender dddm@&n Sachs tidak
memiliki kepentingan apapun pada Frontline karedanga prosedur — prosedur
internal dengan tidak mengetahui mengenai adarhans@aham yang dipegang oleh
Goldman Sachs pada Frontline, baik yang dimilikilgendiri dan untuk Kklien-
kliennya Goldman Sachs telah menegaskan posisialggva Goldman Sachs tidak
melanggar ketentuan Undang - Undang Nomor 5 tdl9®9 atau sebaliknya telah
bertindak dengan tidak sewajarriya.

Pembelaan (dalam bentuk tertulis) dari TerlapoPV.(Perusahaan Pelayaran
Equinox) dengan surat Ref:01/040/EQ-TSCC/09/04gah8 September 2004 yang
menyatakan bahwa dalam proses transaksi divektgml tanker VLCC milik
Pertamina, PT. Perusahaan Pelayaran Equinox heaby@gai agen dari Frontline
dalam transaksi tersebut. Berhubung posisi PT.daBaan Pelayaran Equinox hanya
sebagai agen, maka PT. Perusahaan Pelayaran Eduanga dapat bertindak sesuai
dengan instruksi yang diterima dari Frontlffi&.

Bahwa sehubungan dengan hal negos&ses and Purchase Agreement
(SPA) antara Frontline, yang diageni oleh PT Perusahatay&an Equinox, dengan
Pertamina, dalanmhal ini diwakili oleh Goldman Sachs, masih berlangs pada
tanggal 7 Juni 2004ampai dengan tanggal 9 Juni 2004, terbukti dalaebetapa
e-mail yang adaDengan konfirmasi tambahan dari salah satu kit@n Perusahaan
Pelayaran Equinox, yaitu Mideast Shipmanagemeras a@ersetujuannya bahwa
merekatidak keberatan PT. Perusahaan Pelayaran Equinasakilecalon pembeli
lainnya sebagai broker dalatransaksi divestasi kapal tanker VLCC Pertamind. Ha
ini untuk melengkapi dokumen - dokumen serupa yang sudaimpahkan terlebih
dahulu kepada KPPU melalui surat No. 01/047/EQ-TSCC/12{@tanggal 10

Desember 2004 perihal masalah tersebut, yaitu Ffantline, Toepfer dan Arrow

‘2 jhat uraian tentang hukum dalam pembelaan (tkertertulis) dari Terlapor |I
(Goldman Sachs) pada putusan No. 07/KPPU-L/20@4, 102

‘Y jhat uraian tentang hukum dalam pembelaan (Bertertulis) dari Terlapor V
(PT. Perusahan Pelayaran Equinox) pada putusa@™¢&PPU-L/2004, him. 108
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Shipbrokers. Adapun konfirmasi dari klien PT. Pah&man Pelayaran Equinox
lainnya, selain yangdisebutkan di atas tidak dapat diperoleh karehen k
PT. Perusahaan Pelayaran Equinox menganggap$ebae sudah lama berldltr.

Pendapat saya berdasarkan analisa dari hasil pesae@ni pendahuluan dan
pemeriksaan lanjutan oleh Tim Pemeriksa dari KP@&thsanalisa pembelaan tertulis
dan interview dengan kuasa hukum dari Terlapor T. (Pertamina), Terlapor I
(Goldman Sachs, Pte), dan Terlapor V (PT. Perus&adayaran Equinox), dengan
tanpa adanya pembelaan dari Terlapor lll (Frontlind) karena tidak menunjukkan
sikap dan tindakan yang kooperatif dengan tidakagdememenuhi panggilan Majelis
Komisi KPPU serta Terlapor IV (PT. Corfina Mitrakss) yang hanya sebatas
mendampingi dan memberi masukan kepada Terlap&dldman Sachs,Pte) dan
hanya mengikuti 3 (tiga) kali rapat tanpa hak summ@ama — sama dengan Terlapor
Il (Goldman Sachs) di kantor Terlapor | (PT. Peitaj dan tidak mengikuti proses
divestasi selanjutnya.

Berdasarkan analisa tersebut, saya menemukan adarkyi pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal 16, Pasal 19 huruf d asad P2 Undang — Undang Nomor
5 Tahun 1999 dalam proses penjualan 2 (dua) uapalkanker VLCC PT. Pertamina
yakni sebagai berikut : Terlapor | (PT. Pertanitedah mengikatkan diri terhadap
Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte) secara tertulidalme Engagement Letter
tertanggal 3 Mei 2004 mengenai pemberian jisancial advisordan arranger
divestasi kapal tanker VLCC dan Terlapor | (PTrt&waina) telah mengikatkan diri
terhadap Terlapor Il (Frontline, Ltd) secara tkstumelalui Sales and Purchase
Agreemen{SPA)in relation to HullNo. 1540 dan No 1541 tertanggal 11 Juni 2004
mengenai penjualan dan pembelian 2 (dua) unit kap&ker VLCC.

Terlapor | (PT. Pertamina) telah melakukan penwmukangsung kepada
Terlapor 1l (Goldman Sachs) sebafaancial advisordanarranger dalam divestasi
VLCC. Terlapor | (PT. Pertamina) juga telah meneritiid Il dari Terlapor IlI
(Frontline, Ltd) dalam divestasi VLCMalam melakukan penunjukaherlapor I

(Goldman Sachs, Pte) sebagfnancial advisor dan arranger, Terlapor |

4% jhat uraian tentang hukum dalam pembelaan (Bertertulis) dari Terlapor V
(PT. Perusahan Pelayaran Equinox) pada putusa@™M&PPU-L/2004, him. 109-111
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(PT. Pertamina) bertindak sendirDalam menerima bid Il dari Terlapor Il
(Frontline, Ltd), Terlapor | (PT. Pertamina) bed@k bersama - sama dengan
Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte).

Terlapor | (PT. Pertamina) telah memperlakukanlapar 11 (Goldman
Sachs) secara istimewa dalam penunjukannya sefyagacial advisordanarranger
untuk proses divestasi VLCC tanpa melalui prosesdde sebagaimana selalu
dilakukan oleh Terlapor | (PT. Pertamina) dalam gaetaan barang dan jasa di
lingkungan Terlapor | (PT. Pertamina), antara laenunjukan Hyundai Heavy
Industries untuk pembuatan 2 (dua) unit VLCC, pgukan Mitsubishi Corporation
untuk skema pembiayaan 2 (dua) unit VLCC, penumuR@. Bahana Sekuritas dan
mitranya Citigroup sebagai penjamin penerbitan gaisii untuk pembiayaan
pengadaan kapal tanker VLCC, serta penunjukan Jkfzaame sebagai konsultan
untuk studi kelayakan kepemilikan VLCC yang kesdéhannya dilakukan melalui
proses tender.

Penunjukan langsung Terlapor Il (Goldman Sachs) Bébagaifinancial
advisor dan arranger oleh Terlapor | (PT. Pertamina) tanpa melalui psossder
adalah dilakukan secara melawan hukum. Penunjukalapor Il (Goldman Sachs,
Pte) sebagaifinancial advisor dan arranger secara langsung oleh Terlapor |
(PT. Pertamina) telah menghilangkan kesempétancial advisorlainnya untuk
memberikan jasa yang sama pada Terlapor | (PTafmgra) dan menghilangkan
potensi Terlapor | (PT. Pertamina) untuk membdgajasafinancial advisoryang
lebih murah melalui proses tender, sehingga pekanjtersebut telah menghambat
persaingan usaha.

Penerimaarbid ketiga dari Terlapor Il (Frontline, Ltd) tidak seai dengan
ketentuarbid yang telah dikeluarkan oleh Terlapor Il (Goldmart&a Pte), sehingga
dilakukan secara melawan hukum. Essar dan OSG dideki kesempatan yang sama
untuk memasukkabid ketiga sehingga menghilangkan kesempatan Essa©8&h
untuk memasukkan penawaran yang lebih tinggi sketdapor | (PT. Pertamina)
kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga VL& Jebih tinggi. Tindakan
Terlapor | (PT. Pertamina) dan Terlapor Il (Goldn&archs, Pte) secara nyata telah
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menghambat persaingan dan telah menghambat sewdsavan hukum peserta
tender lain sebagai pemenang tender divestasi kapatr VLCC.

Bid ketiga tersebut dibuka sendiri oleh Terlapor llol@nan Sachs) di
Jakarta, tidak di hadapan Notaris dan tidak di &wga sebagaimana pembukaah
- bid sebelumnya, sehingga tidak sesuai dengan ketenjalag ada. Terlapor |
(PT. Pertamina) mengetahui penyeratmd ketiga Terlapor Il (Frontline, Ltd),
namun membiarkan dan tidak mengambil tindakan apap@laupun Terlapor |
(PT. Pertamina) mengetahui bahwa tindakan tergétak sesuai dengan prosedur.
Dengan adanyaid ketiga tersebut membuka peluang bagi Direksi perlal
(PT. Pertamina) untuk memutuskan Terlapor Il (fioe, Ltd) sebagai pemenang
tender. Dengan demikian Terlapor Il (Goldman Saéte) telah memfasilitasi dan
Terlapor | (PT. Pertamina) telah menyetujui suatdakan meskipun mengetahui
atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersditakukan untuk mengatur
dalam rangka memenangkan peserta tender tertdimdakan - tindakan yang telah
dilakukan oleh Terlapor | (PT. Pertamina), Terlagbr(Goldman Sachs, Pte),
Terlapor Il (Frontline, Ltd) dan Terlapor V (PTeRisahaan Pelayaran Equinox)
adalah dalam rangka mengatur Terlapor Il (Froatlind) sebagai pemenang tender

divestasi kapal tanker VLCC.

3.6 Putusan Dalam Perkara Penjualan 2 ( Dua ) Unit KapaTanker VLCC
PT. Pertamina ( Persero)

3.6.1 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 07/KBR./2004

Berdasarkan fakta — fakta yang diperoleh selamaepksaan dan berkaitan

dengan unsur — unsur yang terkandung dalam PasBia%@l 19 huruf d dan Pasal 22

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelimisbmemberikan sanksi

sebagaimana tersebut dalam amar putusannya padsapukKPPU No. 07/KPPU-

L/2004 yaitu sebagai berikut®

1. Menyatakan bahwa Terlapor | : PT. Pertamina (Peys@&erlapor Il : Goldman

Sachs (Singapore), Pte dan Terlapor Il : FroatliLtd, tidak terbukti secara

428 jhat amar putusan dalam putusan No. 07/KPPU-Q426Im. 124
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sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16 Undang —ngndamor 5 Tahun

1999;

. Menyatakan bahwa Terlapor | : PT. Pertamina (Peyderbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang — kin8Eomor 5 Tahun 1999
dalam hal penunjukan langsung Terlapor Il : GoldrBachs (Singapore), Pte,
sebagafinancial advisordanarranger,

. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persko)Terlapor II: Goldman
Sachs (Singapore), Pte. terbukti secara sah daakimégn melanggar pasal 19
huruf d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalarh gemerimaan
penawarankid) ketiga dari Terlapor Il : Frontline, Ltd.;

. Menyatakan bahwa Terlapor IV: PT Corfina Mitrakngatak terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang - UndamgoR5 Tahun 1999;

. Menyatakan bahwa Terlapor | : PT Pertamina (Peysdmrlapor II: Goldman
Sachs (Singapore), Pte.; Terlapor Il : Frontlihéd.; dan Terlapor V : PT.
Perusahaan Pelayaran Equinox terbukti secara samdgakinkan melanggar
pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999;

. Memerintahkan Terlapor | : PT Pertamina (Perseating lambat 1 (satu) bulan
setelah putusan ini :

a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat URemegang Saham
(RUPS) atas kesalahan yang dilakukan oleh Komigsiasa dan masing -
masing anggota Dewan Komisaris serta Direktur Utdaramasing-masing
anggota Direksi yang telah menyetujui penjualan ZL@anpa seijin
Menteri Keuangan RI;

b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat UmumeBany Saham
(RUPS) mengambil tindakan hukum sesuai denganyrarajperundangan
yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada lagru

c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan terteisa dengan huruf a
dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabeskbla nasional dengan

ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) halarffdn;

427 jhat amar putusan dalam putusan No. 07/KPPU-Q426Im. 125
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7. Memerintahkan Terlapor | : PT Pertamina (Re)spaling lambat 1 (satu) bulan
setelah putusan ini :

a. untuk melaporkan secara tertulis kepada RapatirdrRemegang Saham
(RUPS) atas kesalahan yang dilakukan oleh Direldi@ama dan masing-
masing anggota Direksi yang telah melakukan persgéaan dalam
penjualan VLCC,;

b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat UmumeBany Saham
(RUPS) mengambil tindakan hukum sesuai dengan yraraperundangan
yang berlaku terhadap mereka yang disebut padd laru

c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tersgisuai dengan huruf a
dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabeskbla nasional dengan
ukuran minimal 1/8 (seperdelapan) halaman;

8. Memerintahkan Terlapor | : PT Pertamina (Perseatipng lambat 2 (dua) bulan
setelah putusan ini melarang Direktur Keuangan ko&kn semua kegiatan
yang terkait dengan transaksi komersial, termasarisaksi keuangan untuk dan
atas nama Terlapor | : PT Pertamina (Persero) ibééknal maupun eksternal
selama Direktur Keuangan dijabat oleh Direktur Kegem pada saat penjualan
2 (dua) unit VLCC,;

9. Menghukum Terlapor Il : Goldman Sachs (SingapoPte. membayar denda
sebesar Rp 19.710.000.000,- (sembilan belas niligh ratus sepuluh juta
rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara selsafaian penerimaan negara
bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenéddendaharaan Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakanta Ioggalamat di Jl. Ir. H.
Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemlerdgagan kode penerimaan
1212;

10.Menghukum Terlapor 1l : Frontline, Ltd. membayarenda sebesar
Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupigfang harus disetorkan ke
Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bpéjak Departemen

Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan  KantBelayanan
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Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta | yang bextindl. Ir. H. Juanda No.
19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengae fienerimaan 1212°

11.Menghukum Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Bgumembayar denda
sebesar Rp 16.560.000.000,- (enam belas miliar latas enam puluh juta
rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara selsataian penerimaan negara
bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenéddendaharaan Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakanta Iogaalamat di Jl. Ir. H.
Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemeritigagan kode penerimaan
1212;

12.Menghukum Terlapor | : PT. Pertamina (Persero) kintidak melakukan
hubungan usaha dalam bentuk apapun dan atau meéikghehubungan usaha
yang telah ada dengan Terlapor 1l : Goldman SaShegépore), Pte. dan atau
Terlapor 11l : Frontline, Ltd. dan atau Terlapor YT Perusahaan Pelayaran
Equinox selama Terlapor II: Goldman Sachs (Singaypdete., Terlapor Il :
Frontline, Ltd. dan Terlapor V: PT Perusahaan Reky Equinox belum
membayar denda yang ditetapkan dalam putusan ini;

13.Menghukum masing — masing Terlapor untuk membagati gugi :
a. Terlapor Il : Goldman Sachs (Singapore), Ptbesar Rp. 60.000.000.000,-

(enam puluh miliar rupiah);
b. Terlapor Il : Frontline, Ltd. sebesar Rp. 120.@I0.000,- (seratus dua
puluh miliar Rupiah);

kepada Negara Republik Indonesia yang harus diseidte Kas Negara sebagai
setoran penerimaan negara bukan pajak Departemeranien Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbemaiahblegara (KPPN)
Jakarta | yang beralamat di JI. Ir. H. Juanda NoJdkarta Pusat melalui Bank

Pemerintah dengan kode penerimaan 1212

428 jhat amar putusan dalam putusan No. 07/KPPU-Q426Im. 126
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3.6.2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. : 4/KRB2005/

PN.JKT.PST

Setelah adanya putusan Komisi Pengawas PersainggmaNo. 07/KPPU-
L/2004 tentang perkara penjualan 2 (dua) unit kégeker VLCC PT. Pertamina,
kemudian PT. Pertamina (Persero) tidak serta -amernerima putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha No. 07/KPPU-L/2004 bterdeT. Pertamina (Persero)
melakukan perlawanan hukum atas putusan Komisid®¥easg Persaingan Usaha No.
07/KPPU-L/2004 dengan mengajukan permohonan kebreke Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2005 di bawamom register
01/KPPU/2005/PN.JKT.PSF?

Inti keberatan tersebut antara lain dinyatakan laapenunjukan Goldman
Sachs, Pte tidak dapat dikatakan bertentangan dekgppres No. 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang ssamPelaerintaft’ Karena
penunjukannya didasarkan atas peraturan intern F@ftamina (Persero) sebagai
badan hukum perseroan yang tunduk pada Undang andndomor 1 Tahun 1995
tentang perseroan terbafds. Sehingga dalam penunjukannya, PT. Pertamina
(Persero) tidak menggunakan dana Anggaran danapatah Belanja Negara
(APBN). Di samping itu, penunjukan secara langsung dilakukan dengan
pertimbangan untuk menghemat waktu, karena ketesaatwaktu yang tersedia
untuk menghindari penyitaan asset PT. Pertamines€éR®y oleh PT. Karaha Bodas
Company (KBC) yang bila terjadi akan berpotensi iméailkan kerugian besar.
Berdasarkan pasal 14 Undang — Undang Nomor 19 nT&003 tentang Badan
Usaha Milik Negar4? Menteri Negara BUMN berwenang untuk mengalihkativak
Badan Usaha Milik Negar&’

Dengan demikian, tanpa persetujuan dan sepengetdieateri Keuangan,

penjualan dilakukan hanya dengan persetujuan Mdxégrara BUMN. Ketentuan ini

‘2% jhat uraian tentang duduk perkara dalam Putus& Jakarta Pusat Nomor :
04/KPPU/2005/PN.JKT.PST, him. 1

439 jhat Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang PedomaakBahaan Barang dan Jasa Pemerintah

“3Y jhat Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentaarsgroan terbatas

433 jhat ketentuan dalam Pasal 14 Undang — Undangddd Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara

433 jhat uraian tentang keberatan pemohon dari segeri dan pokok permasalahan dalam
Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPU/2005/PNRIKT, him. 19 - 25
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juga sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah3NoTahun 2003 tentang
Perusahaan Perserogh,dimana kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang
saham Badan Usaha Milik Negara telah dilimpahkaa#la Menteri Negara BUMN,
kecuali mengenai pernyataan modal negara yang dandari Anggaran dan
Pendapatan Belanja Negara (APBRP).Dalam hal memenangkan Frontline, Ltd.,
PT. Pertamina (Persero) berpendapat bahwa Frantlutd telah memenuhi
persyaratan sesuai dengaherm of Reference(TOR) yang salah satunya
mensyaratkan membayar uang muka sebesar 20% tiriherga penawaran satu
hari setelatSale and Purchase Agreemeitandatangarfi>°

Goldman Sachs, Pte (Singapore) mengajukan permohé&eheratan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28t@05. Dalam permohonannya,
Goldman Sach, Pte menolak semua amar putusan K&aisgjawas Persaingan
Usaha dalam putusan No. 07/KPPU-L/2004, karenaupk&m 2 (dua) unit kapal
tanker VLCC adalah merupakan penjualan bukan pem@gadsehingga tidak
termasuk dalam Keppres No. 80 Tahun 2893.

Frontline, Ltd juga mengajukan permohonan kebargtang didaftarkan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 41 2p05. Inti permohonan
keberatan tersebut yaitu : Frontline. Ltd adalalsepta tender yang mengajukan
penawaran terbaik dibanding peserta lainti{y&edangkan PT. Perusahaan Pelayaran
Equinox mendaftarkan permohonan keberatan di PdagaNegeri Jakarta Selatan
pada tanggal 29 Maret 2005. Inti keberatan tersgditit : PT. Perusahaan Pelayaran
Equinox mempertanyakan definisi tender yang dialalam Pasal 22 Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menurutnya babndetr yang dimaksud hanya
melingkupi pemborongan suatu pekerjaan, pengadaamang dan penyediaan jasa.

Sedangkan penjualan 2 (dua) unit kapal tanker Vid@ai tidak termasuk dalam

434 jhat Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tgrfatusahaan Perseroan

433 jhat uraian keberatan mengenai proses penjualéetaanpa izin Menteri Keuangan dalam
Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPU/2005/PNREKT, him. 31

438 jhat uraian keberatan mengenai penerimaan bidykatleh pemohon keberatan dan turut
termohon | dari turut termohon 1l sebagai peraoahelawan hukum dalam Putusan PN Jakarta Pusat
Nomor : 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST, him. 27

“3"ihat uraian mengenai alasan keberatan pemohdBdidman Sachs,Pte) dalam Putusan PN
Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST, &Bn.

3% jhat uraian mengenai alasan keberatan pemohofFitintline, Ltd) dalam Putusan PN
Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST, hizB
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lingkup tersebut. PT. Perusahaan Pelayaran Equiuma mempertanyakan
pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha mdalanetapkan kerugian
negara. Sebab, Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1&8%@&imengatur kewenangan
untuk menetapkan adanya kerugian di pihak pelalahaidain atau masyarakat.
PT. Perusahaan Pelayaran Equinox tidak pernah menéege dari Frontline, Ltd
seperti yang dikatakan oleh Komisi Pengawas Regaai Usaha dalam putusan No.
07/KPPU-L/2004, dan juga tidak pernah menerifee dari pihak manapun
sehubungan dengan proses divestasi 2 (dua) urat tagker VLCC tersebif?

Atas dasar keberatan tersebut, Majelis Hakim PelagaNegeri Jakarta Pusat
mengabulkan permohonan keberatan tersebut dan rnekarae putusan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha No. 07/KPPU-L/2004, &apariusan  Komisi
Pengawas Persaingan Usaha No. 07/KPPU-L/2004 tersihilai Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki daskum yang kuat. Sebab tender
divestasi kapal tanker VLCC telah dilakukan sesigmgan ketentuan yang berlaku.
Di dalam putusannya No. 04/KPPU/2005/PN.JKT.PSTgBdilan Negeri Jakarta
Pusat berpendapat bahwa para Pemohon keberatéasdidak terbukti melakukan
pelanggaran atas ketentuan Pasal 22 Undang — UiNtangr 5 Tahun 1994/

Dalam putusan No. 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST (upaykuimukeberatan),
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan, afdara bahwa PT.Pertamina
(Persero) pada akhirnya menunjuk Frontline, Ltdhagai pemenang tender karena
Essar tidak dapat memenuhi persyaratan yang di@tawmleh PT. Pertamina
(Persero) sebagai pemenang tender, khususnya naenemwajiban pembayaran
uang muka sebesar 20% (dua puluh persen). Ber@amséakta, terungkap bahwa
Essar menduduki posisi pertama dengan penawaran 183$%00,000 (seratus
delapan puluh tiga juta lima ratus ribu US Dollag@dangkan Frontline, Ltd. pada
peringkat kedua dengan penawaran US$ 178,000,@0at(s tujuh puluh delapan
juta US Dollar). Adapun OSG menduduki peringkatideetdengan penawaran US$
162,000,000 (seratus enam puluh dua juta US Dolkatapun Goldman Sachs, Pte

“3% jhat uraian mengenai alasan keberatan pemohorPIV Perusahaan Pelayaran Equinox)
dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPB/RODJIKT.PST, him. 154

4% jhat uraian mengenai pertimbangan hukum dalam damtPN Jakarta Pusat Nomor :
04/KPPU/2005/PN.JKT.PST, him. 264

Universitas Indonesia

Penerapan pendekatan..., Igbal Albanna, FH Ul, 2010



142

tidak berkedudukan sebagai pelaku usaha, melaifia@rya sebagai penasehat
keuangan dan pengatur tender, sehingga tidak dhkamakan Pasal 19 huruf d
Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bekerjaas#gangan PT. Pertamina
(Persero) untuk memilih dan menentukan pemenamdetepenjualan 2 (dua) unit
kapal tanker VLCC tersebfit!

Sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri aalusat No.
04/KPPU/2005/PN.JKT.PST, dalam hal ini Pengadilaegéti Jakarta Pusat
menyatakan bahw&*

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan RemdRT. Pertamina),
Pemohon Il (Goldman Sachs, Pte), Pemohon Il (FrentLtd) dan Pemohon
IV (PT. Perusahaan Pelayaran Equinox).

2. Menyatakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Uéah@7/KPPU-L/2004
bertanggal 3 Maret 2005 batal dengan segala dkidatmnya

3. Menghukum Turut Termohon (PT. Corfina Mitrakreasntuk tunduk dan
mematuhi putusan ini.

4. Menghukum Termohon Komisi Pengawas Persaingan U$ER&U) untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 15.000.006ha (helas juta rupiah).

3.6.3 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nwmor

04.K/KPPU/2005

Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Jakartsat PUNo.
04/KPPU/2005/PN.JKT.PST, kemudian pada tanggalhv2D05 Komisi Pengawas
Persaingan Usaha menyerahkan memori kasasi ke NkhalhkaAgung Republik
Indonesia atas putusan Pengadilan Negeri Jakartat PNo. 04/KPPU/2005/
PN.JKT.PST. Bahwa atas dasar putusan PengadilareriNdgkarta Pusat No.
04/KPPU/2005/PN.JKT.PST, Komisi Pengawas Persaindaaha sebagai pihak

4 jhat uraian mengenai pertimbangan hukum dalam famtuPN Jakarta Pusat Nomor :
04/KPPU2005/PN.JKT.PST, him. 259&263

4 jhat uraian tentang “mengadili” dalam Putusa Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPU2005/
PN.JKT.PST, him. 267
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yang dikalahkan telah mengajukan Kasasi pada Mahkamgung Republik
Indonesia*®
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 04.K/KPPU/2@d8a tanggal 29
November 2005 sebagaimana tercantum dalam salwi@sgn yang baru diterima
oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada taB@ggalret 2006, ada beberapa
hal yang perlu dicermati dalam Putusan Kasasi Matah Agung No.
04.K/KPPU/2005 tersebut, yakni :
1. Pertimbangan Majelis Hakitff
a. Bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalwsatjidex factig
yang menyatakan bahwa dapat diterima bukti - blo&tu dari para pihak
untuk mendukung dalil-dalil keberatan dan tidakmi@suk Pemeriksaan
Tambahan tidak dapat dibenarkan.
b. Pasal 5 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma)3Nbahun 2005
(tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Kebetathadap Putusan
KPPU) telah menentukan bahwa pemeriksaan kebehatapa dilakukan
atas dasar Putusan KPPU dan berkas perkaranya.k@ieha itu, Majelis
Hakim menyatakan bahwa bukti-bukti baru yang telajukan oleh Para
Pemohon Keberatan (I : PT. Pertamina, Il : Goldnfaachs Pte.,
[l : Frontline Ltd dan IV: PT. Perusahaan Pelayafaquinox) harus
dikesampingkan.
2. Perihal ijin Menteri Keuangan Republik Indoné&ia
Termohon Kasasi | (PT. Pertamina) telah mengabadkantidak memohon
jin kepada Menteri Keuangan RI . Hal ini terbukahwa ternyata surat
permohonan persetujuan pelepasan aset kepada Meatemgan RI baru
dikirim pada tanggal 2 Juli 2004, setelah transg@ksijualan 2 (dua) unit
kapal tanker VLCC selesai pada tanggal 14 Juni 2Bi@4 ini tidak dapat

dibenarkan karena seluruh aset yang dimiliki PTrtaP@na masih

443 jhat uraian “para pihak (pemohon maupun termohga)a tingkat kasasi dalam Putusan
Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.K4PPU/2005, him. 1

4“4 jhat uraian “menimbang” pada tingkat kasasi dal@oiusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 354

43 jhat uraian “menimbang” pada tingkat kasasi dalBoiusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 355
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merupakan aset Negara yang pelepasannya mutlaknn&areijin Menteri
Keuangan Rl dan bukan kekayaan Negara yang dimsahdampai
perhitungan penyertaan modal pemerintah pada PTtarfea selesai
dilaksanakan.

3. Perihal penunjukan langsung Goldman Sachs?*Pte.

a. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebdgalakan yang melawan
hukum dan menghilangkan kesempatan bagdvisor lainnya untuk
memberikan jasa yang sama sehingga penunjukanulaggsrsebut juga
menghambat persaingan usaha.

b. Alasan Termohon Kasasi | (PT. Pertamina) bahwaumeRkan tersebut
sebagai kebijakan internal PT. Pertamina dan tioe#tentangan dengan
Keppres No. 80 Tahun 2003 (tentang Pedoman PelaiksaRengadaan
Barang dan/atau Jasa Pemerintah) karena tidak meakgn dana APBN
dan alasan lainnya merupakan alasan yang tidakagerchukum karena
bertentangan dengan SK 077/COO0O0/2000-SO (SK @nfarig pedoman
pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa FAmPe/KPS/JOB/T.A.C
Bab IV huruf a angka 3 dan Keppres No. 18 Tahur030Xeppres No. 80
Tahun 2003 sebagai Konsideran SK 077 tersebut.

4. Perihal diskriminasi dalam proses penjualan 2 (dwa) kapal tanker VLCC.
Diterimanya penawaran optional dari Termohon Kagd¥si(PT. Perusahaan
Pelayaran Equinox) untuk dan atas nama Termohoaské$ (Frontline, Ltd)
pada tanggal 9 Juni 2004 malam hari di Jakartd telanyalahi ketentuan dan
merupakan diskriminasi, karefi¥:

a. Perjanjian penawaran tender telah ditutup padag&ng Juni 2004,
sehingga seharusnya penawadbahlll tersebut tidak perlu dipertimbangkan

lagi.

448 jhat uraian “menimbang” pada tingkat kasasi dalBoiusan Kasasi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 8356
47 ihat uraian “menimbang” pada tingkat kasasi dalBoiusan Kasasi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 3558
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b. Dengan menerima penawaran ketigal (II) dan memenangkannya, berarti
tidak memberi kesempatan bagdbidder-bidder pesaingnya untuk
memberikarbid I11.

c. Menimbang bahwa pertimbangajudex factie membenarkan alasan
Termohon Kasasi | (PT. Pertamina) dan Termohon #aBa(Goldman
Sachs, Pte.) untuk menerima penawaran optionah&ardak cukup waktu
untuk membahas penawaran baru dardder-bidder pesaingnya dan
kemudian adanya surat pemberitahuan dari Hyundavyddndustries
tanggal 2 Juli 2004 tentang upaya hukum Karaha 8d@@ampany untuk
melakukan penyitaan adalah pertimbangan yang tidpkt dibenarkan dan
tidak cukup beralasan karena proses tender divastagbut telah selesai
dan ditutup pada tanggal 7 Juni 2004 dan kemudsta panggal 9 Juni
2004 diterima penawaran optional Il dari Frontlictel, jadi jauh sebelum
diterimanya surat tertanggal 2 Juli 2004 dari Hyaindleavy Industry
tersebut.

d. Penawaran oleh Frontline Ltd, lebih tinggi seddati kedugbidderlainnya
yaitu US$ 183,5 juta bagi Essar dan US$ 162 jutgi 2SG, tetapi
diperoleh dengan cara - cara yang bertentangarademgksud dan tujuan
dari Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 khusugagal 19 huruf d.
Hal ini terutama terlihat jelas dari hasil kronargis evaluasbid | dan
bid II.

5. Perihal Konflik Kepentingaft®
Terdapat konflik kepentingan dalam penunjukan langgpemenang tender
tersebut, karena Termohon Kasasi Il (Goldman SaBle,) mempunyai
kepemilikan saham pada Termohon Kasasi Il (FroetliLtd). Hal ini
diketahui atau setidak-tidaknya perlu diketahuiholeermohon Kasasi |
(PT. Pertamina).

6. Kesimpulan Majelis Hakim Mahkamah Agung'f|

48 jhat uraian “menimbang” pada tingkat kasasi dalBoiusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 358

4“9 jhat uraian “menimbang” pada tingkat kasasi dalBoiusan Kasasi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 35259
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a. Telah terjadi persekongkolan atau pengaturaandahenentukan Termohon
Kasasi Il (Frontline, Ltd) sebagai pemenang terdber melakukan praktek
diskriminasi terhadap pelaku usaha pesaingnya (HssaOSG).

b. Hal tersebut telah melanggar Pasal 19 huruf d desalP22 Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga terdapat cuKapam untuk
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasiigi Pengawas

Persaingan Usaha).

Berdasarkan sejumlah pertimbangan di atas, menmperhaasal — pasal dari

Undang — Undang No. 4 Tahun 26%4dan Undang — Undang No. 14 Tahun
1985%'sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undand Nahun 200%2
serta Undang — Undang No. 5 Tahun 183dan peraturan perundang — undangan
lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Mahkamagiang RI pada tingkat

kasasi memutuskan sebagai beriktt :

Mengadili :

1.

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasadini : Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pdhsat 04/KPPU/
2005/PN.JKT.PST. pada tanggal 25 Mei 2005.

Mengadili sendiri :

1. Menolak permohonan keberatan dari para Pemohonré&igioel, I, 11, dan IV

tersebut untuk seluruhnya.

2. Menghukum para Termohon Kasasi/para Pemohon Kelretattuk membayar

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaalgnd tingkat Kasasi ini
ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus uipiah).

459 jhat ketentuan dalam Undang — Undang No. 4 T&00%

“5Y jhat ketentuan dalam Undang — Undang No. 14 T4l985

53 jhat ketentuan dalam Undang — Undang No. 5 T&00%

53 jhat ketentuan dalam Undang — Undang No. 5 T&l999

4% jhat uraian “mengadili” dan “mengadili sendiri” gha tingkat kasasi dalam Putusan Kasasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04.K/KPEI05, him. 359 - 360
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3.6.4 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 01.PK/PDT.SUS/2007

Setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung Rlepodbnesia No. 04
K/KPPU/2005 tanggal 29 November 2005 yang telatkdderatan hukum tetap,
PT. Pertamina (Persero), Goldman Sachs (Singagdéte) dan PT. Perusahaan
Pelayaran Equinox selanjutnya disebut (para Pem8&eoimjauan Kembali I, II, dan
IV) mengajukan permohonan peninjauan kembali ptasisan kasasi Mahkamah
Agung RI tersebut>®

Dalam pertimbangannya, Majelis peninjauan kembahhkdmah Agung
membenarkan alasan - alasan peninjauan kembali Remaohon tentang terdapat
kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyataldakim Kasasi yang memutus
sebelumnya. Menurut Majelis Peninjauan Kembalvesiiasi 2 (dua) unit VLCC oleh
PT. Pertamina (Persero) tidak terkait lagi dengawdnangan Menteri Keuangan.
Alasannya, kewenangan itu telah dilimpahkan kepsigateri Negara BUMN®
Dalil tersebut berdasarkan Pasal 1 dan Pasal @uPan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Klmenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero)alizemisUmum (Perum), dan
Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri NegaviNE”>’

Majelis Peninjauan Kembali juga menyatakan, unt@pekluan divestasi
tersebut, Menteri Negara BUMN telah memberikan gteygannya. Menurut Majelis
Peninjauan Kembali, karena PT. Pertamina sudah adiemerusahaan perseroan
(Persero), maka seluruh asetnya berubah menjadiRPasePertamina, tidak lagi
menjadi aset negafa®

Penunjukan langsung Goldman Sachs, Pte. (Singapet®sgai penasehat
keuangan f(nancial advisoj dan pengatur afranger untuk pelaksanaan proses
tender penjualan kedua kapal tanker VLCC tersemenurut Majelis Peninjauan

Kembali, tidak melanggar ketentuan Pasal 19 hurdfrbang - Undang Nomor 5

453 jhat uraian “para pihak (Pemohon maupun Termohemirjauan kembali)” dalam putusan
peninjauan kembali Mahkamah Agung Rl No. 01 PK/PRJIS/2007, him. 1&2

58 jhat uraian “menimbang” dalam putusan peninjauamiali Mahkamah Agung RI No. 01
PK/PDT.SUS/2007, him. 314

4" ihat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 PeraRemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2003

458 jhat uraian “menimbang” dalam putusan peninjauambali Mahkamah Agung RI No. 01
PK/PDT.SUS/2007, him. 314
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Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dasafegan Usaha Tidak Sehat.
Alasannya, pelaku usaha menyelenggarakan berbagatén usaha dalam bidang
ekonomi (Pasal 1 ayat 5 Undang — Undang Nomor Bual999), sedangkan
Goldman Sachs, Pte tidak termasuk pelaku usahaisdsagan ketentuan pasal
tersebuf>

Begitu juga dengan penunjukan Frontline, Ltd selakurut Termohon
Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/PemdHhofrrontline, Ltd sebagai
pemenang tender atas divestasi kapal tanker VLQGelat, dianggap tidak
melanggar Pasal 19 huruf d Undang — Undang Nomdiakun 1999. Karena,
perusahaan yang berkedudukan di Bermuda Islandebagai penawar tertinggi,
yaitu sebesar US$ 184 juta. Sementara dua penawdae() lainnya, Essar Shipping
Limited dan Overseas Shipping Group (OSG) terngatgal, sekalipun telah diberi
kesempatan dalam mengajukan penawaran. Majelisnjgean Kembali menilai
penunjukan Frontline, Ltd sebagai pemenang tendesisi kapal tanker VLCC
tidak menimbulkan kerugian Negara, bahkan memberikeuntungan bagi
PT. Pertamina (Persero) sebesar US$ 54'f0ita.

Dalam putusan peninjauan kembali Mahkamah AgunguBlé& Indonesia
Nomor : 01.PK/PDT.SUS/2007 inipun terdapat perbedaandapat dissenting
opinion) diantara para hakim yang memeriksa perkara aituyperbedaan pendapat
(dissenting opiniondari Hakim Agung Rehngena Purba. Alasan - alpsamohonan
peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, kar@gm#ex juris Mahkamah Agung
sudah tepat dan benar dalam memutus perkara divésizal tanker VLCC. Dalam
hal ini tidak terdapat suatu kekhilafan hakim ateakeliruan yang nyata dalam
putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesisOMd/KPPU/2005°

Dalam pertimbangannya, menjelaskan bahwa walaupjak 47 September
2003, PT. Pertamina sudah dialihkan statusnya rdiepgaiseroan, akan tetapi seluruh
aset yang dimiliki PT. Pertamina adalah aset negtaa kekayaan negara. Maka dari
itu untuk melepaskan atau menghapuskan aset térdedows mendapat izin dari

“%pasal 1 ayat 5 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999

%9 jhat uraian “menimbang” dalam putusan peninjauambali Mahkamah Agung RI No. 01
PK/PDT.SUS/2007, him. 314

Y jhat uraian “menimbang dissenting opinioji dalam putusan peninjauan kembali
Mahkamah Agung RI No. 01 PK/PDT.SUS/2007, him. 315
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Menteri Keuangan. Hal ini, sesuai surat Direktund#&gal Anggaran Departemen
Keuangan No. S-5756/MK.02/2003 tanggal 11 Nover@BéB. Surat itu menyatakan
bahwa pengusulan penghapusan aset Pertamina hajukad kepada Menteri
Keuangan, setelah terlebih dahulu mendapat rekoasendari Menteri Negara
BUMN. Sehingga penjualan 2 (dua) unit kapal tanke€C tanpa izin dari Menteri
Keuangan adalah perbuatan yang melanggar hukumauah surat permohonan
persetujuan pelepasan aset kepada Menteri Keuaetsm benar dikirimkan pada
tanggal 2 Juli 2004, namun transaksi penjualantsbddangsung pada 11 Juni 2004.
Dalam hal ini, permohonan peninjauan kembali ol@h Pertamina (Persero) telah
melanggar ketentuan atau prosedur yang beff&ku.

Dalam pertimbangan lainnya, ternyata juga telafade persekongkolan
antara PT. Pertamina (Pemohon Peninjauan Kembalefjgan Goldman Sachs, Pte.
(Pemohon Peninjauan Kembali II) dalam hal penumukagsung Goldman Sachs,
Pte. (Pemohon Peninjauan Kembali Il) sebdigaincial advisordanarranger untuk
melaksanakan penjualan 2 (dua) unit kapal tankef®/ tanpa proses tender atau
pelelangan. Tindakan tersebut dapat dikategorildragai tindakan yang melawan
hukum, karena melanggar SK No. 077 Bab IV huruingka 3 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa. uRanu@oldman Sachs, Pte
sebagai financial advisor dan arranger dengan dasar mempunyai kredibilitas
internasional, bukan merupakan alasan pembenanikien pula alasan adanya
penyitaan dari PT. Karaha Bodas Company (KBC), lml@oldman Sachs, Pte
pernah dihukuniNew York Stock Exchan@eYSE):**®

Mengenai penerimaan Frontline,Ltd sebagai pemengsrger adalah
melanggar asas keterbukaan serta adanya perbpataekongkolan, oleh karerid*:

1. Adanya benturan kepentingan antara Goldman SathsleRgan Frontline, Ltd.,
dimana Goldman Sachs, Pte mempunyai saham padgirfedrid.

82 jhat uraian “menimbang dissenting opinioji dalam putusan peninjauan kembali
Mahkamah Agung RI No. 01 PK/PDT.SUS/2007, him. 315

%3 jhat uraian “menimbang dissenting opinio)i dalam putusan peninjauan kembali
Mahkamah Agung RI No. 01 PK/PDT.SUS/2007, him.313%

4 jhat uraian “menimbang d{ssenting opinio)i dalam putusan peninjauan kembali
Mahkamah Agung RI No. 01 PK/PDT.SUS/2007, him. 316
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2. Berdasarkan fakta/bukti Komisi Pengawas Persaindaaha, dalam proses
penjualan kapal tanker VLCC sesuai putusan KPPU OWGKPPU-L/2004,
KPPU sudah tepat dan benar dalam menilai adanyessekmngkolan antara
PT. Pertamina (Persero) dengan Goldman Sachsydttg.menunjuk Frontline,
Ltd sebagai pemenang tender kapal tanker VLCC yaitelalui mekanisme

penunjukan dan adanya diskriminasi dalam préieascing advisor

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas ¢teynan Peninjauan
Kembali oleh PT. Pertamina (Persero) sesuai deygag tercantum dalam Putusan
Nomor : 01.PK/PDT.SUS/2007 tanggal 12 Mei 2008, mmausannya berbunyi
sebagai berikut'®®
Mengadili :
Membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Repubtdknesia Nomor :
04.K/KPPU/2005 tanggal 29 November 2005.

Mengadili Kembali :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan paa Pemohon |,
Pemohon Il, Pemohon Il dan Pemohon IV.

2. Menyatakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Uslbanor
07/KPPU-L/2004 tanggal 3 Maret 2005 batal denggalseakibat hukumnya.

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Komisi Reves Persaingan
Usaha) untuk membayar biaya perkara dalam semgkatiperadilan, termasuk
dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebegaf.B00.000,- (dua juta

lima ratus ribu rupiah).

43 jhat uraian “mengadili dan mengadili kembali” dalaputusan peninjauan kembali
Mahkamah Agung RI No. 01 PK/PDT.SUS/2007, him. 317
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3.7 Analisa Terhadap Putusan Dalam Perkara Penjualan Z Dua ) Unit Kapal
Tanker VLCC PT. Pertamina ( Persero )
3.7.1 Analisa Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingatysaha No.
07/KPPU-L/2004

Kajian yang dilakukan dalam analisa putusan KPR O¥/KPPU-L/2004
ini mengenai penerapan pendekatale of reasonsebagai suatu pendekatan yang
digunakan dalam melihat pelanggaran terhadap R&s#&asal 19 huruf d, dan Pasal
22 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni pemak pada unsur akibat yang
ditimbulkan dari persekongkolan tender dalam kagiwestasi 2 (dua) unit kapal
tanker VLCC PT. Pertamina (Persero) tersebut. $ghairdalam Pasal 16 Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentangnd@n pelaku usaha
membuat perjanjian dengan pihak luar negeri, PE&d&uruf d Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang praktekridiinasi terhadap pelaku
usaha tertentu, dan Pasal 22 Undang — Undang Nbrmahun 1999 yang mengatur
tentang praktek persekongkolan tender, harus tikitzdil dari Komisi Pengawas
Persaingan Usaha, dalil dari para Terlapor, dasaala alasan hukum dari Majelis
Hakim dalam putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 seamphk yang ditimbulkan
dari adanya putusan tersebut, apakah mengakibgiesaingan usaha tidak sehat
atau menghambat persaingan usaha yang akan merygkeku usaha lain.

Dalil dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalaimsan No. 07/KPPU-
L/2004, yakni sebagai berikut : berdasarkan hasihgriksaan pendahuluan dan
pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Tim PekearKPPU, ternyata Direktur
Keuangan Terlapor | (PT. Pertamina) berperan sadgatinan dan menentukan
dalam pelanggaran yang dilakukan oleh TerlaporT. (Pertamina) dalam proses
divestasi VLCC. Hal tersebut terbukti dari kegiatgm dalam hal pengusulan
divestasi VLCC, pemutusan hubungan dengan Bahaparites dan pendanaan
KEXIM, penunjukan Terlapor Il (Goldman Sachs, Rtebagaifinancial advisordan
arranger, penentuarfiee financial advisoterhadap Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte),
penerima laporan Tim Divestasi, penentuan anggota Divestasi yang dapat

mengikuti rapat, penonaktifan beberapa anggotaOiwvestasi, penentuan perubahan
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jadwal rapat untuk menentukan pemenang tender, pamgelolaan keuangan hasil
Divestasi VLCC*®®

Komisi Pengawas Persaingan Usaha mendalilkan bafedapor I
(Goldman Sachs, Pte) menerirfeee sebagaifinancial advisordan arranger dalam
proses divestasi VLCC dari Terlapor | (PT. Pertajpisekurang-kurangnya US$
2,180,000 (dua juta seratus delapan puluh ribu W8af) atau setara dengan Rp
19.710.000.000,-(sembilan belas miliar tujuh ragepuluh juta rupiah) dengan nilai
tukar rupiah sebesar Rp 9.000,00 per US$ 1. Tearldp(Frontline, Ltd) yang telah
memenangkan tender melalui penyerahad Il di luar waktu dan tempat
sebagaimana diatur dalam ketentuan tender yangatdgendiri oleh Terlapor Il
(Goldman  Sachs, Pte) serta terbukti telah terjeminflict of interestdalam
penunjukan langsung pemenang tender tersebut dexdgarya kepemilikan saham
Terlapor Il (Goldman Sahs, Pte) pada TerlaporRtbtline, Ltd) secara nyata telah
merugikan iklim persaingan usaha di wilayah hukueg&ia Indonesia dan terbukti
telah terjadi praktek persekongkolan tender. Terdpy (PT. Corfina Mitrakreasi)
dalam proses divestasi VLCC hanya sebatas mendgimgiam memberi masukan
kepada Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte) dan Terl&pdPT. Corfina Mitrakreasi)
hanya mengikuti 3 (tiga) kali rapat tanpa hak slem@dama-sama dengan Terlapor |l
(Goldman Sachs, Pte) di kantor Terlapor | (PT. d&eima) dan tidak mengikuti
proses divestasi selanjutnya. Terlapor V (PT. Rdrasn Pelayaran Equinox)
menerimafee sebagai agen dari Terlapor lll (Frontline, Ltd) ke®ng-kurangnya
US$ 1,840,000 (satu juta delapan ratus empat prhluh US Dollar) atau setara
dengan Rp 16.560.000.000 (enam belas miliar linasranam puluh juta rupiah)
dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.000,00 g 1f°’

Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga mendalilikdnwd harga pasar
VLCC pada saat itu berkisar US$ 90,000,000 (semlgtduh juta US Dollar). Waktu
pembuatan VLCC berkisar antara 2 (dua) sampaigd)(tahun, maka harga VLCC
milik Terlapor | (PT. Pertamina) yang langsung bipergunakan memiliki nilai

%8 jhat uraian dalil pertimbangan Majelis Komisi paplatusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004,
him. 122

%" ihat uraian dalil pertimbangan Majelis Komisi paplatusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004,
him. 122 - 123
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yang lebih tinggiPresent valualari VLCC Terlapor | (PT. Pertamina), berdasarkan
return on investmentasil kajian dari Japan Marine, adalah sebesaiB83% atau
sekitar US$ 20,000,000 (dua puluh juta US Dokahingga harga pasar per VLCC
milik Terlapor | (PT. Pertamina) adalah sekitar UBH),000,000 (seratus sepuluh
juta US Dollar). Nilai penjualan 2 (dua) unit VLCKerlapor | (PT. Pertamina) adalah
sebesar US$ 184,000,000 (seratus delapan puluht gmi@aJ)S Dollar), sedangkan
harga pasar 2 (dua) unit VLCC pada saat itu barkisgara US$ 204,000,000 (dua
ratus empat juta US Dollar) — US$ 240,000,000 (chtas empat puluh juta US
Dollar) sehingga terdapat potensi kerugian negatara US$ 20,000,000 (dua puluh
juta US Dollar) — US$ 56,000,000 (lima puluh enamajuUS Dollar) atau setara
dengan Rp 180.000.000.000,- (seratus delapan puhilgar rupiah) — Rp
504.000.000.000,- (lima ratus empat milyar rupidéngan nilai tukar rupiah sebesar
Rp 9.000,00 per US$*£8

Dalil dari Terlapor | (PT. Pertamina) dalam putus&lo. 07/KPPU-L/2004,
yakni sebagai berikut : kondisash flowTerlapor | (PT. Pertamina) yang negatif
telah menyebabkan diambil opsi untuk menjual adeh Direksi dan Dewan
Komisaris Terlapor | (PT. Pertamina), Direksi Teda | (PT. Pertamina) telah
meminta konsultan untuk melakukan studi guna melketayakan VLCC tersebut
dipertahankan atau dijual, dan akhirnya keputusduk menjual tanker VLCC telah
disetujui bersama antara Direksi dan Dewan Konssaédrlapor | (PT. Pertamina)
pada saat rapat tanggal 15 April 2004 dan kemutitzimatkan keputusan tertufi&’

Penunjukan Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte) adetaporate actionyang
sudah ditandatangani oleh 5 (lima) Direksi danrfd) Dewan Komisaris Terlapor |
(PT. Pertamina). Kondisi ini tidak sesuai dengatehkiian yang ada di Terlapor |
(PT. Pertamina) karena tidak termasuk yang harugiketi ketentuan SK Dirut 077.
Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Terlapor T.(PPertamina) merupakan
keputusan tertinggi di perusahaan yang dapat maimkmh aturan yang ada dan
ditetapkan oleh Direktur Utama saja. Penawarankumienjadifinancial advisordan

%8 jhat uraian dalil pertimbangan Majelis Komisi paplatusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004,
him. 123 - 124

%% jhat uraian dalil Terlapor | (PT. Pertamina) dalapemeriksaan lanjutan pada putusan
KPPU No. 07/KPPU-L/2004, him. 49
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arranger hanya dilakukan kepada Terlapor Il (Goldman Sadhtg) karena
menyanggupi tawaran untuk menyelesaikan transaMaindjangka waktu 1 (satu)
bulan®"°

Dalam penentuafieg Tim Divestasi menginginkan agar mendeKat jasa
konsultan keuangan terdahulu. Berhubung disfesstidak dipersiapkan, maka Tim
Divestasi mengambil acudee konsultan keuangan terdahulu. Direktur Keuangan
Terlapor | (PT. Pertamina) tidak mengetahui Textafi (Goldman Sachs, Pte)
pernah dihukum oleNew York Stock Exchang®YSE) sebesar US$ 500,000,000
(lima ratus juta US Dollar). Proses pelaksanaaresdasi VLCC ditangani oleh
terlapor Il (Goldman Sachs, Pte) dan Tim Divestssilangkan penentuan keputusan
adalah di tangan Direksi Terlapor | (PT. Pertamif®gserta yang boleh mengikuti
tender adalah perusahaan perkapalan yang mensgkirainimal US $ 100,000,000
(seratus juta US Dollar) dan telah berdiri lebihrid@ (tiga) tahun serta
berpengalaman dalam bisnis tanker, sehingga bekaaspersyaratan tersebut hanya
sedikit peserta yang terseleksi. Direksi Terlap@T. Pertamina) tidak menghubungi
Terlapor Il (Frontline, Ltd) untuk memasukkan pemaan yang nilainya lebih tinggi
karena prosesnya sudah mencapai final dan penavizssasr merupakan penawar
tertinggi, jadi hanya mengusahakan pemenuteality to close” untuk dapat
ditetapkan sebagai pemenang teridfer.

Terlapor 1l (Goldman Sachs, Pte) menyampaikan bafealapor Il
(Frontline, Ltd) memasukkan penawaran ketigmsplicited bi) sebesar US$
184,000,000 (seratus delapan puluh empat juta UBrRcsehingga posisi Terlapor
Il (Frontline, Ltd) secara skor dan nilai lebimgigi dari Essar tetapi keputusan
mutlak untuk menerimaid tersebut berada sepenuhnya di tangan Direksi Taerlap
(PT.Pertamina) dan pada tanggal 10 Juni 2004 mekestalerlapor Il (Frontline,
Ltd) sebagai pemenang tendé&f.

7% jhat uraian dalil Terlapor | (PT. Pertamina) dalapemeriksaan lanjutan pada putusan
KPPU No. 07/KPPU-L/2004, him. 50

4™ jhat uraian dalil Terlapor | (PT. Pertamina) dalapemeriksaan lanjutan pada putusan
KPPU No. 07/KPPU-L/2004, him. 50 - 51

4’4 jhat uraian dalil Terlapor | (PT. Pertamina) dalapemeriksaan lanjutan pada putusan
KPPU No. 07/KPPU-L/2004, him. 52
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Dalil dari Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte) dalaotusan No. 07/KPPU-
L/2004, yakni sebagai berikutrequest for bidyang disampaikan kepagetential
bidderdirancang oleh Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte)disetujui oleh Terlapor |
(PT.Pertamina) setelah dikoreksi terlebih dahuluaft® potential bidder
diinventarisir oleh Terlapor Il (Goldman Sachs, )Psetelah menerima masukan
daftar potential bidderdari Terlapor | (PT. Pertamina). Seluruh daffatential
bidder telah dikonfirmasikan kepada Terlapor | (PT. Reite). Request for bid
dikirim ke 43 (empat puluh tiga) perusahaan danujult) perusahaan diantaranya
diwakili oleh Terlapor V (PT. Perusahaan Pelaydtgninox). Terlapor Il (Goldman
Sachs, Pte) memiliki informasi bahwa Terlapor V .(FHerusahaan Pelayaran
Equinox) diberi kuasa mewakili 7 (tujuh) perusahaamena tidak semubidder
tersebut memiliki kantor perwakilan di Indonesiaenbukaan dokumerbid
dilakukan di hadapan Notaris yang merupakan kelendari Terlapor |
(PT. Pertamina) guna memastikan proses tenderudtdeksecara sah menurut jumlah
dan tanggalny&’®

Dalam presentadiid kedua, Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte) menyampaika
dalam bentuk penilaian skor, sedangkaumginal bid tetap disampaikan kepada
Terlapor | (PT. Pertamina). Pada saat pembukadrkedua Terlapor Il (Goldman
Sachs, Pte) tidak dapat menentukan pemenang tkadzra hal tersebut sepenuhnya
merupakan kewenangan Terlapor | (PT. Pertaminaar8dertulis sudah ditetapkan
batas waktu penyerahdnd kedua adalah tanggal 7 Juni 2004 jam 13.00 waktu
Singapura. Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte) tidaknmtiki inisiatif untuk meminta
penawaran ketiga dafierlapor Il (Frontline, Ltd) atau dari siapa purerlapor Il
(Goldman Sachs, Pte) tidak menduga akan ada peaawatiga dari Terlapor Il
(Frontline, Ltd). Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte) menerimd ketiga meskipun
sudah melewati tanggal duni 2004 dengan maksud untuk menyampaikan hal
tersebut kepada Terlapor | (PT. Pertaminidgwenangan untuk menerima atau
menolakbid ketiga tersebut sepenuhnlyarada pada Terlapor | (PT. Pertamit{).

4" jhat uraian dalil Terlapor Il (Goldman Sachs, Ptglam pemeriksaan lanjutan pada
putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004, him. 47

4™ jhat uraian dalil Terlapor Il (Goldman Sachs, Ptglam pemeriksaan lanjutan pada
putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004, him. 47-48
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Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte) menyarankan kepdaslapor |
(PT. Pertamina) untuk menerinted ketiga Terlapor Il (Frontline, Ltd) dan tidak
menerima lagi penawaran dahkidder yang lain karenaapabila prosesbid
diperpanjang maka tidak bisa dicegah adanya pergiampid selanjutnya sehingga
tidak ada kejelasan kaparnd akan berhenti.Terlapor 1l (Goldman Sachs, Pte)
menyatakan tidak melakukan persekongkolan dendaak pain untuk menentukan
Terlapor Il (Frontline, Ltd) sebagai pemenang tmdKeputusanpemenang
sepenuhnya merupakan kewenangan Terlapor | (PTtarfen). Terlapor I
(Goldman Sachs, Pte) menyatakan penawaran ketigaetépor Il (Frontline, Ltd)
merupakanmurni inisiatif dari Terlapor Il (Frontline, Ltd¥endiri dan Terlapor I
(Goldman Sachs, Pte) tidak memililkewenangan untuk memutuskan apakah
menerima atau menolak penawakatiga tersebut’>

Dalil dari Terlapor IV (PT. Corfina Mitrakreasi) dan putusan No. 07/KPPU-
L/2004, yakni sebagai berikut : selama mendampireglapor Il (Goldman Sachs,
Pte), Terlapor IV (PT. Corfina Mitrakreasi) tidakimpya hak bicara. Terlapor 1V
(PT. Corfina Mitrakreasi) juga tidak pernah mengikproses bidding karena
keterlibatannya dalam divestasi VLCC hanya pada paambuatan TOR. Dalam
proses Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telakmanggil Terlapor |l
(Frontline, Ltd), namun Terlapor III (Frontline, d)ttidak hadir dengan alasan yang
jelas?’®

Dalil dari Terlapor V (PT. Perusahaan Pelayaranirifix) dalam putusan No.
07/KPPU-L/2004, yakni sebagai berikut : Terlapor(RT. Perusahaan Pelayaran
Equinox) bertindak sebagai broker Terlapor Il (ftme, Ltd) dalam divestasi
VLCC Terlapor | (PT. Pertamina), sehingga tidak yarhak untuk memutuskan
sendiri. Terlapor V (PT. Perusahaan Pelayaran Bglithanya menyampaikan
penawaran masing - masing perusahaan kepada Tret@p®. Pertamina). Setelah
menerima suratequest for biddari Terlapor Il (Goldman Sachs, Pte), Terlapor V

(PT. Perusahaan Pelayaran Equinox) melakukan kmmdspsi dengan Terlapor II

4" jhat uraian dalil Terlapor Il (Goldman Sachs, Ptglam pemeriksaan lanjutan pada
putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004, him. 48

4’8 jhat uraian dalil Terlapor IV (PT. Corfina Mitraéasi) dalam pemeriksaan lanjutan pada
putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004, him. 47
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(Goldman Sachs, Pte) sebagaimana tersebut degguoest for bid Terlapor V
(PT. Perusahaan Pelayaran Equinox) tidak mengetalsar Terlapor Il (Frontline,
Ltd) mengajukan penawaran ketiga, menurut TerlAp@PT. Perusahaan Pelayaran
Equinox) hal ini adalah bagian dari negosiasi dmlak ada larangan untuk
memasukkan penawaran ketiga. Terlapor V (PT. Peaasa Pelayaran Equinox)
hanya menerima perintah dari Terlapor Il (Fromt)irLtd) tanpa ada penjelasan
mengenai alasan diajukannya penawaran ketiga tef€éb

Berdasarkan analisa terhadap Putusan Komisi Pesg®eesaingan Usaha
No. 07/KPPU-L/2004 halaman 125, maka dengan ina sagnemukan fakta bahwa
KPPU telah membuat diktum putusan poin 6,7, dagb@gai berikut :

"Memerintahkan Terlapor | : PT. Pertamina (Persgralng lambat 1 (satu) bulan
setelah putusan ini :

a. Untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat UrRemegang Saham atas
kesalahan yang dilakukan oleh Komisaris Utama dasimy — masing anggota
Dewan Komisaris serta Direktur Utama dan masingasing anggota Direksi
yang telah menyetujui penjualan VLCC tanpa seizentdri Keuangan RI.

b. Untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum eBang Saham
mengambil tindakan hukum sesuai dengan peratunamg@ngan yang berlaku
terhadap mereka yang disebut pada huruf a.

c. Untuk mengumumkan laporan dan permintaan terteBsia dengan huruf a dan
b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar b&rskasional dengan ukuran
minimal 1/8 (seperdelapan) halaman.”

"Memerintahkan Terlapor | : PT. Pertamina (Persg@aljng lambat 1 (satu) bulan

setelah putusan ini :

a. Untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat UlRemegang Saham atas
kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Utama dasimga— masing Anggota
Direksi yang telah melakukan persekongkolan dalanjyalan VLCC.

b. Untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum eBang Saham
mengambil tindakan hukum sesuai dengan peratunamgengan yang berlaku
terhadap mereka yang disebut pada huruf a.

c. Untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertabsia dengan huruf a dan
b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar b&xskasional dengan ukuran
minimal 1/8 (seperdelapan) halaman.

"Memerintahkan Terlapor | : PT. Pertamina (Persgraljng lambat 2 (dua) bulan
setelah putusan ini melarang Direktur Keuangan ko&kn semua kegiatan yang
terkait dengan transaksi komersial termasuk trasdaduangan untuk dan atas nama

“"ihat uraian dalil Terlapor V (PT. Perusahaan Palay Equinox) dalam pemeriksaan
lanjutan pada putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004, Hit46
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Terlapor | : PT. Pertamina (Persero) baik intemalipun eksternal selama Direktur
Keuangan dijabat oleh Direktur Keuangan pada sagtiplan 2 (dua) unit VLCC.”

Menurut pendapat saya, putusan KPPU No. 07/KPP0842ersebut telah
melanggar kewenangannya dalam memutus, karenadetalai dengan kewenangan
KPPU sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal433ydan Pasal 47 Undang
— Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, kewenamgamutus KPPU hanyalah
sebatas pada kewenangan untuk memutuskan teladditesfau tidak terjadi
pelanggaran terhadap Undang — Undang Nomor 5 TaBAA sebagaimana diatur
dalam Pasal 43 ayat (3) Undang — Undang Nomor 5uah999. Bahkan,
sesungguhnya kewenangan memutus KPPU tersebut bakyii dengan pemberian
sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalRasal 47 Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999.

Dengan demikian amar putusan KPPU sebagaimarm diaabutkan di atas
sama sekali tidak ada kaitannya dengan sanksi &tratif sesuai yang diatur dalam
Pasal 47 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 terrsebhingga jelas menurut
hukum diktum KPPU itu telah melampaui batas kewgaaryang diberikan Pasal 43
ayat (3) Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 joalP48 Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999. Dengan alasan itu pulalah patd§PPU seharusnya batal
demi hukum atau dapat dibatalkan karena amar putosglebihi dan melampaui
batas kewenangan yang diberikan sebagaimana dialam Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam putusan KPPU, halaman 115-117, KPPU pa#lakpya menyatakan
sebagai berikut :

1. PT. Pertamina (Persero) telah memperlakukan GoldBzams secara istimewa
dalam penunjukan sebad@ancial advisordanarranger untuk proses tender
sebagaimana selalu dilakukan oleh PT. Pertamines¢Ry dalam pengadaan
barang dan jasa di lingkungan PT. Pertamina (R®xser

2. Sesuai dengan keterangan Saksi Ahli I, pengadasa jmelalui metode
penunjukan langsung dengan alasan waktu yang menddslah tidak relevan.

3. Alasan penunjukan Goldman Sachs, Pte selfagaicial advisordanarranger
oleh PT. Pertamina (Persero) melalui penunjukagsiang tidak berdasar.

4. Penunjukan langsung Goldman Sachs, Pte sebtgancial advisor dan
arranger oleh PT. Pertamina (Persero) tanpa melalui prdsader adalah
dilakukan secara melawan hukum.
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5. Penunjukan Goldman Sachs, Pte sebéigancial advisordanarranger secara
langsung oleh PT. Pertamina (Persero) telah meargikbn kesempatadvisor
lainnya untuk memberikan jasa yang sama pada PTarRiea (Persero) dan
menghilangkan kesempatéinancial advisorlainnya untuk memberikan potensi
PT. Pertamina (Persero) untuk membdiarjasafinancial advisoryang lebih
murah melalui proses tender sehingga penunjukaehet telah menghambat
persaingan usaha.

Dalam hal ini, menurut pendapat saya KPPU telalirikelan tidak tepat
menilai fakta — fakta yang berkaitan dengan perkamjusoldman Sachs, Pte sebagai
financial advisordan arranger adalah perbuatan melawan hukum, dengan alasan
hukum sebagai berikut :

1. Penunjukan Goldman Sachs, Pte sebagsancial advisor dan arranger
dimaksudkan untuk melakukan penjualan kedua kah&G/dan memberikan
second opinioratas kebijakan penjualan tersebut, sehingga tidekeriukan
proses tender.

2. Penunjukan langsung sama sekali tidak bertentadgagan peraturan internal
PT. Pertamina (Persero) maupun Keppres Nomor 8Qunra&003, karena
penunjukan Goldman Sachs (Singapore) Pte, selagaicial advisor dan
arranger tersebut tidak menggunakan dana yang berasalARBIN sehingga
penunjukannya tersebut didasarkan pada peraturam iBireksi PT. Pertamina
(Persero).

3. Penunjukan langsung Goldman Sachs tersebut sudslmisdengan Surat
Keputusan Direksi PT. Pertamina (Persero) Nomor &BT7/CO0O00/2000,
sebagaimana tertuang dalam Bab IV huruf h, yaitingeeai pengadaan
barang/jasa yang diperlakukan khusus, antara knggdaan barang/jasa yang
prosesnya bersifat khusus : huruf e. Jasa keuaasyaahsi diatur masing —
masing direktorat sepanjang dapat dipertanggundplava Hal ini sudah sering
dilakukan di Pertamina, misalnya ditunjuknya CSRBbagai advisor di

Direktorat Hulu, dan lain — lain.
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Pertimbangan KPPU dalam putusannya pada halamaar6fai dengan 63
(butir 1.2.25 sampai dengan butir 1.2.35.4) beraandengan Pra Penjualan VLCC
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penunjukan Terlapor Il (Goldman Sachs) sebi@gancial advisordan
arranger dilakukan tanpa melalui tender dengan alasan j@@kgang mendesak.

2. Bahwa penunjukan Terlapor Il (Goldman Sachs) tersefelanggar SK 077,
khususnya ketentuan Bab IV huruf a angka 3 mengegarat — syarat
penunjukan langsung pengadaan barang/jasa.

3. Bahwa sesungguhnya penunjukan Terlapor Il (Goldrigachs) dilakukan
melalui tender atau pelelangan sesuai dengan SKkKar&na SK 077 mengacu
kepada Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yang diubahatekgppres Nomor 80
Tahun 2003.

Pertimbangan KPPU tersebut menurut pendapat adgéah jelas keliru, baik
mengenai fakta — fakta, maupun penerapan hukuntag@asuk melanggar hukum
pembuktian yang berlaku, dengan dua alasan utBerdéama,pertimbangan KPPU
tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengaa fakkta hukum yang terungkap
dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sengimg justru membuktikan
penunjukan Goldman Sachs tersebut adalah sesugamgmosedur yang berlaku di
PT. Pertamina (Persero) dan tidak melanggar huktem &etentuan peraturan
perundang — undangan yang berlaKiedua, fakta hukum yang terungkap dalam
pemeriksaan menunjukkan bahwa penunjukan GoldmarhsSaecara langsung
tersebut karena PT. Pertamina (Persero) mengetamar bahwa Goldman Sachs
memiliki kemampuan dan reputasi internasional (mera dalam bidangnya, dan
bahwa kegiatan divestasi 2 (dua) unit kapal tarfKeCC tersebut merupakan
pekerjaan yang mendesak dan guna menghindarkamgi&eriNegara yang lebih
besar.

Dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 pada halati&:117, KPPU
pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Penerimaanbid ketiga oleh Terlapor | (PT. Pertamina) dan Tenapb
(Goldman Sachs) dari Terlapor Il (Frontline) tanp@mberikan kesempatan
yang sama pada Essar dan OSG untuk memasubidrketiga sehingga
merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Essar dan OSG tidak diberi kesempatan yang sam& unemasukkarbid
ketiga sehingga menghilangkan kesempatan EssaD8&huntuk memasukkan
penawaran yang lebih tinggi, sehingga PT. PertanfiPersero) kehilangan
kesempatan untuk memperoleh harga VLCC yang |atjgit
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Dalam hal ini, menurut pendapat saya KPPU telairikelan tidak benar
menilai fakta berkaitan dengan penerimdmah ketiga Frontline tanpa memberikan
kesempatan kepada Essar dan OSG karena dengam lal&sannya, yakni bidding
yang dilakukan adalakinsolicited biddingyang merupakan lelang terbuka (tanpa
diundang) yang artinya siapa saja, kapan saja deapé kali saja dapat memasukkan
penawararoptional sepanjang tetap dalam koridberm of Referenc TOR) yang
ada.Bid Frontline masih dapat diterima karena masih dalarid&r tata waktu, yaitu
sebelum dilakukan pengumuman pemenang, yaitu thdggauni 2004. Dalam TOR
sangat jelas disebutkan bahwa proses negosiasisakasai pada tanggal 9 Juni 2004
dan selanjutnya adalah pengumuman pemenang damdaaaganarSale and
Purchase AgreemeriSPA). Bid ketiga Frontline tidak mengubah pemenang proses
penjualan VLCC ini, dikarenakan pada penawaran &eBtontline juga sudah
sebagai pemenangnya sebab mempuwg@ingtertinggi, sedangkan paté ketiga
Frontline menjadi lebih sempurna dan menguntungkanPertamina (Persero)

Berdasarkan fakta hukum sejak penawaran pertampasa@®ngan penawaran
terakhir, pihak OSG selalu menempati urutan terdendalam mengajukan harga
penawaran dan juga terendah dalam urutan total s&bingga dengan demikian
walaupun diberi kesempatan untuk mengajukan pemawgihak OSG tidak akan
mengajukan penawaran melebihi Frontline. Denganildemjelas KPPU telah keliru
dan tidak tepat menilai fakta mengenai penerimb@hketiga Frontline sebagai
perbuatan melawan hukum.

Dalam Diktum Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004 halam&5, KPPU
menyatakan bahwa :

"PT. Pertamina (Persero) paling lambat 1 (satuptudetelah putusan ini untuk
melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemgegaham atas kesalahan
yang dilakukan oleh Komisaris serta Direktur Utatl@a masing — masing anggota
Direksi yang telah menyetujui penjualan VLCC tasp&in Menteri Keuangan RI.”
Dalam hal ini, menurut pendapat saya KPPU teldhrukean tidak benar
menilai fakta berkaitan dengan izin Menteri Keuantgsebut, dengan alasan hukum
sebagai berikut bahwa bentuk badan hukum PT. Pea(Rersero) telah berubah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahud t2@@ang Pengalihan Bentuk
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Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi N¢garaPertamina) menjadi
perusahaan perseroan (Persero) yang tunduk paeatdet Undang — Undang
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. mMemasal 14 Undang —
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usahak NNkgara (BUMN)
dinyatakan bahwa Menteri BUMN berwenang untuk méhnkan aktiva BUMN.
Dengan demikian jelas bahwa penjualan VLCC tidagmerlukan izin
Menteri Keuangan. Akan tetapi pada kenyataannyaegr@enjualan menimbulkan
polemik perizinan, maka PT. Pertamina (Perserojnisatif untuk meminta izin
Menteri Keuangan sebagai pilihaptional yang kemudian izin tersebut dikeluarkan
tanggal 7 Juli 2004. Dengan demikian, menurut peadsaya KPPU telah keliru dan

tidak tepat menilai fakta perihal penjualan kapaker tanpa izin Menteri Keuangan.

3.7.2 Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor :

4/KPPU/2005/PN.JKT.PST

Kajian yang dilakukan dalam analisa terhadap puatu®angadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 4/KPPU/2005/PN.JKT.PST igiajunengenai penerapan
pendekatanmule of reasonsebagai suatu pendekatan yang digunakan dalarhanel
pelanggaran terhadap Pasal 16, Pasal 19 hurufndPdsal 22 Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999, yakni penekanan pada unsiagkiang ditimbulkan dari
persekongkolan tender dalam kasus divestasi 2 (do#&) kapal tanker VLCC
PT. Pertamina (Persero). Sehingga dalam Pasal dérign- Undang Nomor 5 Tahun
1999 yang mengatur tentang larangan pelaku usahdbuoa perjanjian dengan pihak
luar negeri, Pasal 19 huruf d Undang — Undang Nditahun 1999 yang mengatur
tentang praktek diskriminasi terhadap pelaku ugattentu, dan Pasal 22 Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentariggi@ersekongkolan tender,
harus dilihat dalil dari Termohon Keberatan yakronkisi Pengawas Persaingan
Usaha, dalil dari Para Pemohon Keberatan, danralasdasan hukum dari Majelis
Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pu&kmor
4/KPPU/2005/PN.JKT.PST serta dampak yang ditimbulki@ari adanya putusan
tersebut, apakah mengakibatkan persaingan usahk $idhat atau menghambat

persaingan usaha yang akan merugikan pelaku usiaha |
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Dalil dari Pihak Termohon Keberatan (Komisi Pengawersaingan Usaha)
dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No#iPPU/2005/PN.JKT.PST,
yakni sebagai berikut : bahwa tindakan pemohonrieétbe yang menunjuk langsung
Goldman Sachs, Pte sebadaiancial advisor dan arranger adalah merupakan
perbuatan yang melanggar hukum yakni ketentuanlBdiuruf a angka 3 SK 077,
penjualan kapal tanker VLCC mutlak memerlukan pejsan dari Menteri
Keuangan, hal tersebut terbukti dengan Peraturamefetah No. 31 Tahun 2003
pasal 3 ayat (4) yang menyatakan bahwa modal amatistara perusahaan perseroan
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal ini telah merjelas bahwa sebetulnya
Pertamina itu bukanlah BUMN yang harus tunduk dalzmdang — Undang Nomor
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, karen@dPf@mina belum memiliki aset
yang terpisah dari Negara, dan hal ini dibuktikdengan surat dari Dirjen Anggaran
atas nama Menteri Keuangan Rl No. S-5756/MK.02/2@0&nggal 11 November
2003 perihal penyelesaian usul penghapusan dapasele aset Pertamif4.

Pihak Termohon Keberatan (Komisi Pengawas Peraairlgsaha) juga
mendalilkan bahwa penunjukan Goldman Sachs, Ptegsetinancial advisordan
arranger bukanlah suatu pekerjaan yang mendesak dengamnalaslasan sebagai
berikut, yakni : sesuai dengan ketentuan Bab I\Uh@ angka 3 dan huruf ¢ angka
10 SK 077 mengenai pekerjaan mendesak adalah pakeypng sifatnya mendadak
(di luar rencana) yang apabila tidak dilaksanakemanengakibatkan kerugian yang
lebih besar, penjualan VLCC PT. Pertamina sudandanakan sejak tanggal 6 April
2004 sehingga penunjukdimancial advisordanarranger untuk keperluan tersebut
bukanlah pekerjaan yang bersifat mendadak, dak ada ancaman kerugian yang
nyata bagi PT. Pertamina apabila melakukan penanjdikancial advisor dan
arranger melalui metode pengadaan yang lebih kompetitif. gd@ndemikian secara
nyata PT. Pertamina dalam menunjuk Goldman Sadbssé®agaiinancial advisor

dan arranger telah melanggar SK 077 dan secara tegas telah idiakan

“’8 jhat ketentuan atas tanggapan Termohon Keberatdamd putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST,. hBt-194
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PT. Pertamina, sehingga berdasarkan fakta hukuseltet telah terbukti bahwa
penunjukan PT. Pertamina terhadap Goldman Sadahsp@&anggar hukurt?

Tindakan PT. Pertamina yang menerimd Ill adalah merupakan perbuatan
melawan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 6 Unddgdang Nomor 5 Tahun
1999 yang merupakan unsur dari persaingan usaia sehat yang terbukti dengan
fakta — fakta yakni penerimadoid 111 di luar waktu dan tempat yang telah ditentukan
semula, sehingga PT. Pertamina telah melanggaamtyr aturan tender yang
dibuatnya sendiri dengan menyetujui tindakan yargjanggar hukum, meskipun
PT. Pertamina mengetahui bahwa tindakan terselakuéian untuk mengatur dalam
rangka memenangkan peserta tender terf&htu.

Dalil dari Pihak Pemohon Keberatan (PT. Pertamidalam putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 4/KPPU/EMOSKT.PST, yakni sebagai
berikut : putusan KPPU batal demi hukum atau ddgadtalkan, fakta yang terjadi
KPPU baru memutus perkara divestasi VLCC pada t&ngdvaret 2005, sehingga
telah melebihi batas waktu selama 7 (tujuh) hdeh dkarenanya menurut hukum
putusan KPPU tidak mentaati jangka waktu sesuaseoiar kewajiban untuk
memutus sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayain@ng — Undang Nomor 5
Tahun 19992

Dalil Pihak Pemohon Keberatan (PT. Pertamina) matikan bahwa putusan
KPPU batal demi hukum atau dapat dibatalkan kaaemar putusannya melebihi dan
melampaui batas kewenangan serta tidak ada kagateygan sanksi administratif
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang arngndomor 5 Tahun 1999,
sehingga jelas menurut hukum putusan KPPU telatampui batas kewenangan
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (Hagal 47 Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999. KPPU keliru dan tidak tepat ilaefiakta — fakta berkaitan
dengan penunjukan Goldman Sachs tanpa melalui pteseler sebagai perbuatan

melawan hukum, karena penunjukan Goldman Sachgaeirzancial advisordan

“"ihat ketentuan atas tanggapan Termohon Keberatdamd putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST,. b4 -195

89 jhat ketentuan atas tanggapan Termohon Keberatdamd putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST,. hB6-197

81 jhat ketentuan atas Keberatan Pemohon (PT. Perédmilalam putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST,. hBvl6
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arranger dimaksudkan untuk melakukan penjualan kedua kaphCG/ dan
memberikansecond opinioratas kebijakan penjualan VLCC, sehingga penunjukan
langsung tersebut sama sekali tidak bertentangamgade peraturan internal
PT. Pertamina (Persero) maupun Keppres No. 80 T@&008 karena penunjukan
Goldman Sachs tidak menggunakan dana yang berasahEBN dan penunjukan
tersebut didasarkan pada peraturan intern DireksPBrtamind?®?

Dalil Pihak Pemohon Keberatan (PT. Pertamina) matikan bahwa
pertimbangan KPPU yang menyatakan bahwa penunj@aldman Sachs, Pte
sebagafinancial advisordanarranger melanggar SK Direksi Pertamina No. KPTS
077/CO0O00/2000 dan Keppres No. 18 Tahun 2000 jppkes No. 80 Tahun 2003
adalah pertimbangan yang keliru mengenai peneraplumnya termasuk melanggar
hukum pembuktian yang berlaku karena PT. Pertamieagetahui benar bahwa
Goldman Sachs, Pte memiliki kemampuan dan reputgsinasional serta kegiatan
divestasi kapal tanker VLCC merupakan pekerjaangyamendesak dan guna
menghindarkan kerugian negara yang lebih b&2ar.

Dalil Pihak Pemohon Keberatan (PT. Pertamina) atikan bahwa KPPU
keliru dan tidak tepat menilai fakta — fakta bet&aidengan pertimbangan KPPU
mengenai penerimaahid ketiga olen PT. Pertamina dan Goldman Sachs dari
Frontline sebagai perbuatan melawan hukum kabefding yang dilakukan adalah
unsolicited biddingyang merupakan lelang terbuka (tanpa diundangy yatinya
siapa saja, kapan saja dan berapa kali saja dagatsukkan penawaran optional
sepanjang tetap dalam koridberm of Referenc@OR) yang ada. KPPU keliru dan
tidak tepat menilai fakta — fakta berkaitan dengantimbangan KPPU mengenai
proses penjualan kapal tanker VLCC tanpa izin MerKeuangan karena sesuai
dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3o0PR2NTahun 1998 tentang
Perusahaan Perseroan yang telah diubah denganrBerBemerintah No. 41 Tahun
2003, kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegahgms BUMN telah
dilimpahkan kepada Menteri BUMN kecuali mengenanysetaan modal negara

83 jhat ketentuan atas Keberatan Pemohon (PT. Perédmilalam putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST,. hifrl9

83 jhat ketentuan atas Keberatan Pemohon (PT. Perédmilalam putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST,. BlrR2
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yang dananya dari APBN, sehingga dalam hal ini Kegan Menteri Keuangan No.
89/KMK.013/1991 tentang pedoman pemindahan aktietapt BUMN tidak
berlaku?®*

Dalam pertimbangan hukum Majelis, antara lain, ragglkan bahwa
Pertamina pada akhirnya menunjuk Frontline, Ltthagai pemenang tender karena
Essar tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimtapleh Pertamina sebagai
pemenang tender, khususnya mengenai kewajiban panapauang muka sebesar
20%. Berdasarkan fakta, terungkap Essar mendudokisip pertama dengan
penawaran sebesar US$ 183,5 juta, sedangkan Reoptida peringkat kedua dengan
penawaran US$ 175 juta, adapun OSG menduduki pe@tingetiga dengan
penawaran US$ 162 juta. Goldman Sachs (Singapéte), tidak berkedudukan
sebagai pelaku usaha, melainkan hanya sebagaigbendssuangan dan pengatur
tender, sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 1¢ Hudndang — Undang Nomor 5
Tahun 1999 yang bekerja sama dengan Pertamina aa&mlih pemenang tender.
Dalam hal ini unsur praktek diskriminasi terhadaglagu usaha tertentu pada
perkara divestasi kapal tanker VLCC PT. Pertamfektterpenuhi menurut Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPWEDOJKT.PST. Sehingga
penunjukan Frontline, Ltd oleh PT. Pertamina damd@an Sachs (Singapore), Pte
sebagai pemenang tender menurut Majelis Hakim dalaiecnsan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST tidakgakibatkan persaingan
usaha tidak sehat dan tidak menghambat persaiegdartantara Frontline, Essar dan
OSG™®

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis menyatakadeedivestasi VLCC
telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Adggutusan KPPU dinilai majelis
tidak memiliki dasar yang kuat, Majelis antara lamerujuk pada hasiscoring
(penilaian) para peserta tender. Meskipun hargag yditawarkan Frontline
(pemenang tender) lebih kecil daripada Essar Stgplpid, sebagai penawar lainnya,
namun Frontline meraih nilai tertinggi dalam tentsebut. Sedangkan penunjukan

484 jhat ketentuan atas Keberatan Pemohon (PT. Perédmilalam putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST, 2¥r31

83 jhat tentang pertimbangan hukum Majelis PengadMageri Jakarta Pusat dalam putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPW/E)0.JKT.PST, him. 258-259
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langsung Goldman Sachs seba@iaancial advisor dan arranger dinilai majelis
cukup beralasan. Sebab di mata majelis, tendetidak termasuk sebagai objek
dalam Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedomahkdaelaan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Pemerintah. Majelis juga sependapgbd para pemohon mengenai
kedudukan saksi ahli Reinhad Tobing yang dijadikajukan KPPU untuk
menjatuhkan putusan. Saksi Reinhad yang menerangktang harga VLCC dinilai
memiliki benturan kepentingan. Pasalnya, Reinhadipakanbroker dari salah satu
peserta tender tersebfit.

Berdasarkan analisa terhadap Putusan PengadilarriNégkarta Pusat
Nomor : 04/KPPU/2005/PN.JKT.PST pada halaman 2Bb@al4, menurut pendapat
saya jelas melanggar dan bertentangan dengan Pdond Tahun 2003 yang
didasarkan alasan hukum bahwa berdasarkan ketepasah5 ayat (2) Perma No. 1
Tahun 2003 telah ditetapkan bahwa pemeriksaan &eredilakukan hanya atas
dasar putusan dan berkas perkara yang diserahkBi KRitu putusan KPPU No.
07/KPPU-L/2004 dan berkas perkaranya. Atas dastenkean tersebut, Majelis
Hakim PN Jakarta Pusat telah salah dalam menerdpkam, karena Majelis Hakim
PN Jakarta Pusat telah memeriksa perkara kebedatiaiar ruang lingkup putusan
KPPU No. 07/KPPU-L/2004 dengan melakukan acara pé&tidm dimana dalam
acara pembuktian tersebut, Majelis Hakim PN Jakusat juga telah memberikan
kesempatan kepada para pihak untuk memberikan erke&rkas dan bukti — bukti
baru. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasght (2) Perma No. 1 Tahun
2003 yang dipertimbangkan oleh putusan Majelis MaRiN Jakarta PusaDengan
demikian, menurut pendapat saya terbukti bahwa Idaitakim PN Jakarta Pusat
telah salah dalam menerapkan hukum berkaitan dgregimbangan hukum perkara
divestasi kapal tanker VLCC.

Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim PN Jakansat pada halaman
259-261 tersebut menurut pendapat saya jelas dalam penerapan hukumnya. Hal
tersebut didasarkan alasan hukum yaitu bahwa kegisoperistiwa yang dikutip dan

diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim PN JakBusat ternyata dan terbukti

88 jhat tentang pertimbangan hukum Majelis PengadMageri Jakarta Pusat dalam putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 04/KPPW/Z00.JKT.PST, him. 266
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tidak lengkap. Kekurangan dan ketidaklengkapan yadingaksud yaitu dalam hal
penerimaanbid ketiga dimana hanya Frontline yang memasukkaoh ketiga,
sedangkan kedua peserta lainnya yaitu Essar danti@&Gdiberi kesempatan untuk
memasukkarbid ketiga, padahal masaldid ketiga tersebut justru merupakan bukti
terjadinya diskriminasi.

Pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat padamaa 261 tersebut
menurut pendapat saya jelas salah dalam penerapkonmhya. Hal tersebut
didasarkan atas alasan hukum bahwa Majelis Hakim Jakhrta Pusat dalam
pertimbangannya telah menyimpulkan bahwa izin yaagus didapatkan dalam
menjual 2 (dua) unit kapal tanker VLCC tersebut yladaeth sebatas izin Menteri
Negara BUMN sebagai pemegang saham PT. Pertamiedangkan pada
kenyataannya Majelis Hakim PN Jakarta Pusat tel@mgaibaikan fakta bahwa
PT. Pertamina tetap harus meminta izin Menteri IKgaa. Hal itu didasarkan pada
Surat Dirjen Anggaran atas nama Menteri KeuangamN®&| S-5756/MK.02/2003
tertanggal 11 November 2003 kepada Direktur UtarhaRertamina. Berdasarkan
fakta hukum tersebut, menurut pendapat saya makeliMblakim PN Jakarta Pusat
telah terbukti melakukan penerapan hukum yang salah

Dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusdarhan 261-262,
mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jak&tisat tentang amar
putusan KPPU butir 6, 7, dan 8 yang melebihi kewgaa. Menurut pendapat saya,
hal tersebut jelas salah dalam menggunakan dadamhulan dalam penerapan
hukumnya. Dalam pertimbangan Majelis Hakim PN JakRusat halaman 262 alinea
2 menyebutkan bahwa amar putusan KPPU butir 6,7, &delah sesuai dengan
kewenangan dalam pasal 43 ayat (3) dan pasal 4@rignd Undang Nomor 5 Tahun
1999, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim PN fakdusatdi halaman 262
alinea 3 menyebutkan bahwa pertimbangan hukum KrRlampaui kewenangan.
Dengan demikian, maka pertimbangan hukum MajelikirHaPN Jakarta Pusat
terbukti saling bertentangan satu dengan yangyainian keliru dalam menggunakan
pasal — pasal yang sesuai dengan ketentuan Undandang Nomor 5 Tahun 1999.

Pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pupatla halaman 263 mengenai

pelanggaran pasal 19 huruf d Undang — Undang Nofdrahun 1999 jelas salah
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dalam menggunakan dasar hukum dan salah dalam apamethukumnya. Hal
tersebut didasarkan atas alasan hukum bahwa tedajadn fakta yuridis yang telah
diakui secara tegas oleh PT. Pertamina dan Golddaahs, bahwa PT. Pertamina
menunjuk secara langsung Goldman Sachs, Pte selfiagacial advisor dan
arranger penjualan 2 (dua) unit kapal tanker VLCC tanpa inejaroses tender atau
pelelangan sebagaimana yang selalu dilakukan dpéamgadaan barang dan jasa di
lingkungan PT. Pertamina. Menurut pendapat saylatensebut jelas bertentangan
dengan SK No. 007/C0000/200-SO0 (SK 077) tentangomed pelaksanaan
pengadaan barang/jasa Pertamina/KPS/JOB/TAC, teautdab IV huruf a angka 3
dan Keppres No. 18 Tahun 2000 jo. Keppres No. 8ui2003.

Pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pyssta halaman 264 jelas salah
dalam penerapan hukumnya. Hal tersebut didasatikaratasan hukum bahwa unsur
persekongkolan yang dibuktikan KPPU bukanlah peatahgan mengenai pelaku
usaha mana yang paling pantas untuk dimenangkamdinder divestasi VLCC
tersebut, melainkan penyerahbmd ketiga dari Frontline, Ltd yang diterima oleh
Goldman Sachs, Pte setelah ditutupnya masa penmsp&aawaran. Dengan
demikian menurut pendapat saya pertimbangan hukumelisi Hakim PN Jakarta
Pusatberkaitan dengan persekongkolan dalam Pasal 22ngndaJndang Nomor 5
Tahun 1999 tidak berdasarkan hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pupatla halaman 267 berlebihan
dan salah dalam penerapan hukumnya. Menurut pendsga, hal tersebut
didasarkan atas alasan hukum bahwa KPPU dalam goutys sama sekali tidak
pernah menilai kerugian negara sebesar US$ 20spr#ai dengan US$ 50 juta.
Karena pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jalk@usatidak berdasarkan pada
hal — hal yang dimuat dalam putusan KPPU, makanpeaihgan Majelis Hakim PN

Jakarta Pusatersebut harus dikesampingkan.
3.7.3 Analisa Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Repalik Indonesia
Nomor : 04.K/KPPU/2005

Kajian yang dilakukan dalam analisa terhadap putusasasi Mahkamah

Agung RI Nomor : 04.K/KPPU/2005 ini juga mengenangrapan pendekatame
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of reasonsebagai suatu pendekatan yang digunakan dalanhangielanggaran
terhadap Pasal 16, Pasal 19 huruf d, dan Pasbin@2ng — Undang Nomor 5 Tahun
1999, yakni penekanan pada unsur akibat yang ditkah dari persekongkolan
tender dalam kasus divestasi 2 (dua) unit kap&eraiLCC PT. Pertamina (Persero)
tersebut. Sehingga dalam Pasal 16 Undang — UndamgoN5 Tahun 1999 yang
mengatur tentang larangan pelaku usaha membuatnpen dengan pihak luar
negeri, Pasal 19 huruf d Undang — Undang Nomdalun 1999 yang mengatur
tentang praktek diskriminasi terhadap pelaku ugatantu, dan Pasal 22 Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentariggi@ersekongkolan tender,
harus dilihat dalil dari Pemohon Kasasi yakni Kdnitengawas Persaingan Usaha,
dalil dari Para Termohon Kasasi, dan alasan — mlas&um dari Majelis Hakim
dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : B&PRU/2005 serta dampak
yang ditimbulkan dari putusan tersebut apakah mebgtkan persaingan usaha tidak
sehat atau menghambat persaingan usaha yang akagikaa pelaku usaha lain.

Dalil dari Pihak Pemohon Kasasi (Komisi Pengawasategan Usaha) dalam
putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 04.K/KR2ROb, yakni sebagai
berikut : dalam hal penerimabid ketiga dimana hanya Frontline, Ltd yang
memasukkarbid ketiga, sedangkan kedua peserta lainnya yaitur BssaOSG tidak
diberi kesempatan untuk memasukkeshketiga, padahal masaléid ketiga tersebut
justru merupakan bukti terjadinya diskriminasi. FPErtamina tetap harus meminta
izin Menteri Keuangan dalam menjual 2 (dua) unitO@, hal itu didasarkan pada
surat Dirjen Anggaran atas nama Menteri KeuangamN&I S-5756/MK.02/2003
tertanggal 11 November 2003 kepada Direktur Utanha Fertamina yang pada
pokoknya berisi bahwa pengusulan penghapusan dsd®detamina harus diajukan
kepada Menteri Keuangan setelah terlebih dahuludamat rekomendasi dari
Menteri BUMN, dalam hal ini PT. Pertamina baru mengkan surat permohonan
persetujuan pelepasan aset pada tanggal 2 Juli R&feda Menteri Keuangan RI
setelah terjadi transaksi penjualan pada tanggdub#2004, dan baru pada tanggal
7 Juli 2004, Menteri Keuangan memberikan persetufya yang pada pokoknya
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berisi bahwa PT. Pertamina agar menjual/menghapset #ersebut dengan
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berfku.

Pihak Pemohon Kasasi (Komisi Pengawas Persaingaha)snendalilkan
bahwa meskipun PT. Pertamina telah berstatus Barseferbatas sejak tanggal
17 September 2003, namun seluruh aset yang dinmigmerlukan izin Menteri
Keuangan dalam penjualannya, dan bukan kekayaaraxggng dipisahkan sampai
dengan penghitungan penyertaan modal pemerintaa pPAd Pertamina selesai
dilaksanakan, dengan dijualnya 2 (dua) unit VLCGdbut tanpa adanya persetujuan
dari Menteri Keuangan membuktikan bahwa Dewan Birelan Dewan Komisaris
PT. Pertamina telah melanggar prosedur dan keteyargg berlakd®

Pihak Pemohon Kasasi (Komisi Pengawas Persaingaaha)s juga
mendalilkan bahwa amar putusan KPPU butir 6, 7 8atelah sesuai dengan
kewenangan dalam Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 4@ngrdUndang Nomor 5 Tahun
1999. Penunjukan Goldman Sachs, Pte selbiegaicial advisordanarranger dalam
divestasi kapal tanker VLCC PT. Pertamina telahjatkrfakta yuridis yang diakui
secara tegas oleh PT. Pertamina dan Goldman Saiihsa PT. Pertamina menunjuk
secara langsung Goldman Sachs tersebut tanpa n@iades tender atau pelelangan
sebagaimana yang selalu dilakukan dalam pengadagnd dan/atau jasa di
lingkungan PT. Pertamina. Hal tersebut jelas betateggan dengan SK No.
007/CO0O00/2000-SO (SK 077) tentang pedoman pelaksanpengadaan
barang/jasa Pertamina/KPS/JOB/TAC terutama Babuhdfha angka 3 dan Keppres
No. 18 Tahun 2000 jo. Keppres No. 80 Tahun 2008upgikan tersebut juga telah
menghilangkan kesempatdimancial advisorlainnya untuk memberikan jasa yang
sama dan menghilangkan potensi PT. Pertamina una&mbayarfee jasafinancial
advisorlebih murah melalui proses tendt.

Dalil dari Termohon Kasasi (PT.Pertamina) dalanupaih Kasasi Mahkamah
Agung RI Nomor : 04.K/KPPU/2005, yakni sebagai ketri: bahwa dalam proses

87 jhat dalil pemohon kasasi (KPPU) dalam memori kapada putusan Kasasi Mahkamah
Agung RI Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 339-341

88 jhat dalil pemohon kasasi (KPPU) dalam memori kapada putusan Kasasi Mahkamah
Agung RI Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 342

89 jhat dalil pemohon kasasi (KPPU) dalam memori kapada putusan Kasasi Mahkamah
Agung RI Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 344-345
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divestasi 2 (dua) unit kapal tanker VLCC terbuk¢nptapan Frontline, Ltd sebagai
pemenang tender tidak termasuk dalam ruang lingkepder’ sebagaimana
dimaksud dalam Undang — Undang Nomor 5 Tahun 186Bingga KPPU tidak
memiliki  kompetensi  secara  absolut untuk  melakukamenelitian,
penyelidikan/pemeriksaan, penilaian dan menyimpuldagaan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak $&hat.

Termohon Kasasi (PT.Pertamina) dalam putusan Ka&aiskamah Agung RI
Nomor : 04.K/KPPU/2005 mendalilkan bahwa KPPU teks#rtindak melampaui
wewenang yang diberikan oleh Undang — Undang Nomdrahun 1999 dalam
membuat putusan No. 07/KPPU-L/2004, karena jenmkssayang dijatuhkan oleh
KPPU dalam amar putusan No. 07/KPPU-L/2004 jeldaktiterdapat pada jenis
sanksi yang merupakan kewenangan KPPU berdasadsat #7 Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999. Mengenai kerugian negara, Teomdasasi (PT. Pertamina)
mendalilkan bahwa KPPU hanya berwenang untuk meskatudan menetapkan ada
tidaknya kerugian di pihak ‘pelaku usaha lain’ atmasyarakat,” bukan ‘negara’
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j Wnddsndang Nomor 5 Tahun
1999%%" Definisi ‘persekongkolan’ yang dipergunakan olefPRU sebagai dasar
untuk membuat putusan No. 07/KPPU-L/2004 jelase¢shgan dengan definisi
‘persekongkolan’ dalam pasal 22 dan pasal 1 butitndang — Undang Nomor 5
Tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut, terbukti balPPU telah bertindak
melampaui wewenang yang diberikan oleh Undang -abgdNomor 5 Tahun 1999
dalam membuat putusan No. 07/KPPU-L/26%4.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Kasaahkhmah Agung RI
menyatakan tindakan majelis hakim PN Jakarta R@say mempertimbangkan bukti
— bukti baru dari para pemohon keberatan, tidakadagbenarkan. Pasalnya, hal
tersebut tidak sejalan dengan Pasal 5 ayat (4)&Bion 3 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadapdPukiBPU. Dimana menurut

9% jhat dalil termohon kasasi (PT. Pertamina) padéugan Kasasi Mahkamah Agung RI
Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 275-276

49 jhat dalil termohon kasasi (PT. Pertamina) padéugan Kasasi Mahkamah Agung RI
Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 283-290

499 jhat dalil termohon kasasi (PT. Pertamina) padéugan Kasasi Mahkamah Agung RI
Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 297
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pasal tersebut, pemeriksaan keberatan hanya ddakatias dasar putusan KPPU serta
berkas perkaranya. Artinya, bukti — bukti baru y&lgh diajukan oleh para pemohon
keberatan harus dikesampingKah.

Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dalam pebotmgan hukum
yang lain menyatakan bahwa tindakan Termohon Kag&3i. Pertamina) yang telah
melakukan penunjukan langsung Termohon Kasasi Bldi@an Sachs) sebagai
financial advisordanarrangeruntuk melakukan proses tender penjualan 2 (duad) uni
kapal tanker VLCC, tanpa melalui proses tenderdatkan tersebut dapat
dikualifikasikan sebagai tindakan yang melawan hukudan menghilangkan
kesempatan bagidvisorlainnya untuk memberikan jasa yang sama, dan pekain;
langsung tersebut juga menghambat persaingan u&atava alasan Termohon
Kasasi | (PT. Pertamina) dengan menunjuk langsuolgif@an Sachs Pte, sebagai
financial advisordan arranger adalah kebijakan intern PT. Pertamina dan tidak
bertentangan dengan peraturan internal PT. Persamaupun Keppres No. 80 Tahun
2003 karena tidak menggunakan dana yang berasaAB&N, merupakan alasan
yang tidak berdasarkan hukum karena bertentangagadeSK 077/COOOO/2000-
SO (SK 077) tentang pedoman pelaksanaan pengadaamgfjasa Pertamina/
KPS/JOB/T.A.C Bab IV huruf a angka 3 dan Keppres dMbTahun 2000 jo. Keppres
No. 80 Tahun 2003 sebagai Konsideran SK 077 tet$&bu

Kemudian dalam proses penjualan 2 (dua) unit kapaker VLCC
PT. Pertamina, dengan diterimanya penawaran optaerd Termohon Kasasi 1V
(PT. Perusahaan Pelayaran Equinox) untuk dan atas nfermohon Kasasi Il
(Frontline,Ltd) pada tanggal 9 Juni 2004 malam [ariJakarta telah menyalahi
ketentuan dan diskriminasi, karena :

1. Perjanjian penawaran tender telah ditutup padagtng Juni 2004, sehingga

seharusnya penawarhid 1l tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

9% jhat uraian pertimbangan Majelis Hakim Kasasi ppdfusan Kasasi Mahkamah Agung RI
Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 354

9% jhat uraian pertimbangan Majelis Hakim Kasasi ppdfusan Kasasi Mahkamah Agung RI
Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 356
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2. Dengan menerimabid 1l dan memenangkannya, berarti tidak memberi
kesempatan yang sama kepaditider- bidderlain pesaingnya, seperti Essar dan

OSG untuk mengajukan penawaran kefitja.

Dalam proses penjualan 2 (dua) unit kapal tankeC®Lini, terdapat konflik
kepentingan dalam penunjukan langsung pemenangrtéasebut, karena ternyata
Termohon Kasasi Il (Goldman Sachs, Pte) mempunymilfkan saham pada
Termohon Kasasi Il (Frontline, Ltd), dan hal irglah diketahui atau setidak —
tidaknya patut diketahui oleh Termohon Kasasi I. (P@rtamina), bahwa berdasarkan
pertimbangan — pertimbangan tersebut di atas, dhgiatpulkan bahwa telah terjadi
persekongkolan atau pengaturan dalam menentukanofien Kasasi Il (Frontline,
Ltd) sebagai pemenang tender dan melakukan prakseiminasi terhadap pelaku
usaha pesaingnya (Essar dan OSG), hal ini telabnggar Pasal 22 dan Pasal 19
huruf d Undang — Undang Nomor 5 Tahun 18%9.

Berdasarkan analisa terhadap putusan kasasi MahkAmang Rl Nomor :
04K/KPPU/2005 halaman 345 alinea 2, saya berpemndaphwa pertimbangan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakamipe@an bukti — bukti baru dari
para pihak di dalam pemeriksaan perkara di tingRahgadilan Negeri dapat
dibenarkan karena merupakan kelengkapan untuk rkandudalil — dalil keberatan
masing — masing pihak dan tetap tunduk pada progeztabuktian menurut hukum
acara perdata yang berlaku, artinya para pihaktdapagajukan bukti — bukti baru
sebagai pelengkap dan pendukung dalil keberataolpamkeberatan, sehingga tidak
termasuk dalam pemeriksaan tambahan menurut Pasgiats (4) Perma No. 3
Tahun 2005. Dalam Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 M&005, telah menentukan
bahwa pemeriksaan keberatan hanya dilakukan asas gatusan KPPU dan berkas
perkaranya. Berdasarkan fakta yuridis tersebut,an@dndapat saya jelas terdapat
kekhilafan Hakim yang nyata dalam putusan Mahkaging No. 04/KPPU/2005,
khususnya kekhilafan di dalam penerapan ketentwesal 5 ayat (4) Perma No. 3

9% jhat uraian pertimbangan Majelis Hakim Kasasi ppdfusan Kasasi Mahkamah Agung RI
Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 356-357

498 jhat uraian pertimbangan Majelis Hakim Kasasi ppdfusan Kasasi Mahkamah Agung RI
Nomor : 04.K/KPPU/2005, him. 358-359
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Tahun 2005 dan pelanggaran azasdi et alteram partemyaitu para pihak
mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan kegantiya.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Rl Nomor : RPRU/2005
halaman 355 alinea 1 dan alinea 2, Mahkamah Agurepyaiakan bahwa
PT. Pertamina telah mengabaikan dan tidak memolnazkadari Menteri Keuangan
RI sesuai dengan Surat Dirjen Anggaran atas namatevieKeuangan RI No. S-
5756/MK/02/2003 tanggal 11 November 2003 kepadakdir Pertamina, dalam hal
ini pertimbangan Mahkamah Agung berkaitan dengemMenteri Keuangan adalah
keliru dan tidak benar, mengenai alasan hukumnyankaPertamina sebagai persero
yang berstatus BUMN, maka menurut hukum penjuala€® tidak memerlukan
izin Menteri Keuangan. Menurut pendapat saya haklah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 41 Tahun 2003, Undang — Undangddd@ Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara dan Undang — Undang Noindiahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas. Dengan demikian menurut pendsgg jelas terdapat
kekhilafan Mahkamah Agung di dalam penerapan hukarkaitan dengan penjualan
kapal tanker VLCC yang harus mendapat izin dari teleriKeuangan.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : PRU/2005
halaman 355 alinea 3 dan halaman 356 alinea Iimmemgan Mahkamah Agung RI
salah dalam penerapan hukumnya, dengan alasan hibhwia penjualan 2 (dua)
unit kapal tanker VLCC adalah penjualan aset p&ama PT. Pertamina (Persero)
yang dijalankan sesuai kebijakan direksi PT. PartanfPersero) sehingga pada
prinsipnya tidak tunduk pada ketentuan Keppres 80Tahun 2003, namun dalam
proses penunjukannya Goldman Sachs berpedoman preses penunjukan yang
diatur dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina KI6PS-077/C0000/2000 (SK
077) yang tertuang dalam Bab IV huruf h yaitu memgePengadaan Barang/Jasa
Yang Diperlukan Khusus antara lain : pengadaanniggesa yang prosesnya bersifat
khusus (angka 1 huruf e) tentang jasa keuangaafasudiatur masing — masing
direktorat sepanjang dapat dipertanggungjawabkatcoUntable&auditable
Sehingga berdasarkan SK Direksi No. KTPS-077/CI yang tertuang dalam
Bab IV huruf h, Dewan Direksi PT. Pertamina (Pesyelan/atau salah satu Direksi

yang bertanggung jawab pada salah satu Direkt@itak melakukan penunjukan
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langsung terhadap Goldman Sachs, Pte sefalancial advisor dan arranger.
Sehingga menurut pendapat saya terdapat kekhildttkamah Agung berkaitan
dengan penerapan hukum SK 077/C0000/2000-S0O tenpadgman pelaksanan
pengadaan barang/jasa Pertamina/KPS/JB/T.A.C Babhuxuf a angka 3 dan
Keppres No. 18 Tahun 2000 jo. Keppres No. 80 Ta2Qd3 sebagai konsiderans
SK 077.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : MPRU/2005
halaman 356 alinea 3 sampai dengan halaman 3%8mpangan Mahkamah Agung
keliru dan tidak benar, dengan alasan hukum balasal 22 maupun pasal 19 huruf
d Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah ketantgang mengatur
pelanggaran di dalam pengadaan barang dan/atay $asengga tidak dapat
diterapkan di dalam perkara penjualan 2 (dua) kaptl tanker VLCC PT. Pertamina
(Persero), karena penjualan 2 (dua) unit kapalktalWk CC bukan pengadaan barang
dan jasa, sehingga penjualan 2 (dua) unit kapdetaWLCC tidak tunduk pada
Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PengaBasng dan Jasa
Pemerintah. Selain itu, pasal 22 dan pasal 19 hirdhdang — Undang Nomor 5
Tahun 1999 merupakan suatu ketentuan yang menerggekabuktian secaraule of
reasori dan bukan penerapan pembuktian sec@ex se illegal’ Artinya tindakan
diskriminatif adalah dilarang jika menimbulkan akilterjadinya praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan idanmienurut pendapat saya,
terdapat kekhilafan yang nyata dari Mahkamah Agdndalam penilaian terhadap
fakta — fakta yang terungkap di persidangan sehingi@hkamah Agung keliru
menerapkan hukum pembuktian berkaitan dengan gearenaasal 19 huruf d dan
pasal 22 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : MPRU/2005
halaman 354, pertimbangan Mahkamah Agung kelirutdiak benar, dengan alasan
hukum bahwa alasan keberatan dalam memori kasasKB&U tentang saksi ahli
Rheinad Tobing tidak adeonflict of interestdalam penjualan VLCC tersebut oleh
Mahkamah Agung telah ditolak. Sedangkan alasanré&tbre dalam memori kasasi
tentang adanya kerugian negara oleh Mahkamah Adeftah diterima tanpa

diberikan pertimbangan hukumnya. Dengan demikiamolad&an alasan keberatan
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KPPU dan tidak diberikan pertimbangan hukum atasaal keberatan mempunyai
akibat yuridis bahwa potensi kerugian Negara yagibar sebesar US$ 20,000,000
— US$ 56,000,000 atau setara dengan Rp. 180.0000@60— Rp. 504.000.000.000,-
(dengan nilai tukar sebesar US$ Rp. 9.000,00) dgpamjualan VLCC tersebut
menjadi tidak terbukti dan tidak berdasarkan huki»engan demikian menurut
pendapat saya, terdapat kekhilafan yang nyata Mahkamah Agung di dalam
penilaian terhadap fakta — fakta yang terungkapedsidangan, sehingga Mahkamah
Agung keliru menerapkan hukum pembuktian berkadamgan kerugian.

3.7.4 Analisa Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkam& Agung

Republik Indonesia Nomor : 01.PK/PDT.SUS/2007

Kajian yang dilakukan dalam analisa terhadap puatdeninjauan Kembali
Mahkamah Agung RI Nomor : 01 PK/PDT.SUS/2007 irggumengenai penerapan
pendekatanmule of reasonsebagai suatu pendekatan yang digunakan dalarhanel
pelanggaran terhadap Pasal 16, Pasal 19 hurufndPdsal 22 Undang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999, yakni penekanan pada unsiagtkiang ditimbulkan dari
persekongkolan tender dalam kasus divestasi 2 (duo#) kapal tanker VLCC
PT. Pertamina (Persero) tersebut. Sehingga dalaal P& Undang — Undang Nomor
5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan pelgakha membuat perjanjian
dengan pihak luar negeri, Pasal 19 huruf d Undablgdang Nomor 5 Tahun 1999
yang mengatur tentang praktek diskriminasi terhgudaku usaha tertentu, dan Pasal
22 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengemirang praktek
persekongkolan tender, harus dilihat dalil darimi@non Peninjauan Kembali yakni
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalil dari PamaoRon Peninjauan Kembali,
dan alasan — alasan hukum dari Majelis Hakim panan kembali dalam putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 01 FHKI.SUS/2007 serta
dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut dpakaengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat atau menghambat persaingan yaabaakan merugikan pelaku
usaha lain.

Dalil dari Pihak Termohon Peninjauan Kembali (KomiBPengawas

Persaingan Usaha) dalam putusan Peninjauan KemMbabhkamah Agung Rl Nomor :
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01 PK/PDT.SUS/2007, vyakni sebagai berikut : bamenurut Anggaran Dasar
PT. Pertamina pasal 11 ayat (9) huruf g dan h pad#aknya menyatakan Direksi
harus mendapatkan persetujuan RUPS untuk melepasitamenghapuskan aktiva
tetap bergerak dengan umur ekonomis di atas 5)(liefaun dan aktiva tetap tidak
bergerak. Hal ini sesuai dengan Keputusan Mentewialkigan No. 89/KMK.013/1991
tentang Pedoman Pemindahan Aktiva Tetap BUMN yangnyatakan
pemindahtanganan aktiva tetap BUMN dilakukan atassgiujuan Menteri
Keuangan, yang dalam hal ini sebagai RUPS/pemilidah BUMN, dengan
demikian penjualan VLCC tetap memerlukan izin Méreuangari'’’

Pihak Termohon Peninjauan Kembali (Komisi PengaRessaingan Usaha)
menyatakan bahwa penunjukan Goldman Sachs, Ptgadimancial advisordan
arranger serta penerimaabid ketiga dari Frontline, Ltd adalah perbuatan mefawa
hukum yang melanggar Pasal 19 huruf d dan Pas&Jritlang — Undang Nomor
5 Tahun 1999. PT. Pertamina telah memperlakukard@ah Sachs, Pte secara
istimewa dalam penunjukannya sebdg@ncial advisordanarranger untuk proses
tender sebagaimana selalu dilakukan oleh PT. Peradalam pengadaan barang
dan/atau jasa di lingkungan PT. Pertamina, penanji&rsebut telah menghilangkan
kesempataradvisorlainnya untuk memberikan jasa yang sama pada €arRina
dan menghilangkan kesempatarancial advisorlainnya untuk memberikan potensi
PT. Pertamina guna membayee jasafinancial advisoryang lebih murah melalui
proses tender, sehingga penunjukan tersebut tel&ighmmbat persaingan usaha.
Penunjukan Goldman Sachs, Pte tersebut telah ngaan§K 077, khususnya
ketentuan Bab IV huruf a angka 3 mengenai syargarat penunjukan langsung
pengadaan barang dan/atau j&8a.

Penerimaarnbid ketiga oleh PT. Pertamina dan Goldman Sachs, Pte da
Frontline, Ltd tanpa memberikan kesempatan yangagaada Essar dan OSG untuk
memasukkarbid ketiga merupakan perbuatan melawan hukum, karessarEdan
OSG tidak diberi kesempatan yang sama untuk merkasukd ketiga, sehingga

“9jhat uraian singkat perkara yang dijadikan dasari goutusan KPPU dalam putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Rl Nomor : 01FHKI.SUS/2007, him. 8

“9% jhat uraian singkat perkara yang dijadikan dasari goutusan KPPU dalam putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Rl Nomor : 01FHKI.SUS/2007, him. 17-27
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menghilangkan kesempatan Essar dan OSG untuk mkkaasyenawaran yang
lebih tinggi dan PT. Pertamina kehilangan kesemmpatatuk memperoleh harga
VLCC yang lebih tinggi. KPPU pada pokoknya menyatakahwa nilai penjualan 2
(dua) unit VLCC PT. Pertamina adalah sebesar U$008,000 dan harga pasar
kedua VLCC tersebut pada saat itu berkisar anta&$ 204,000,000 — US$
240,000,000, sehingga terdapat potensi kerugiaaraegntara US$ 20,000,000 —
US$ 56,000,000 atau setara dengan Rp. 180.000ame.8&p. 504.000.000.000,-
dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 9.000,- (8% 1f°

Dalil dari Pihak Pemohon Peninjauan Kembali (P TtdPeina) dalam putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Rl Nomor : 01 FXI.SUS/2007, yakni
sebagai berikut : terdapat kekeliruan Mahkamah Aguwtalam putusan No.
04K/KPPU/2005 berkaitan dengan penerapan pasabb (dy Perma No. 3 Tahun
2005, khususnya yang berkaitan dengan pemerikselaerdan, walaupun Pasal 5
ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005 menyatakan penaamkskeberatan hanya
dilakukan atas dasar putusan KPPU dan berkas pagar namun di dalam
pembuktian perkara keberatan Pengadilan Negerimtagsan KPPU tetap tunduk
pada prosedur pembuktian menurut hukum acara pey@aig berlaku, artinya para
pihak dapat mengajukan bukti — bukti baru sebagérgkap dan pendukung dalil
keberatan pemohon keberatan sehingga tidak termasldagai pemeriksaan
tambahan menurut Perma No. 3 Tahun 2005 juncto hgndaUndang Nomor 5
Tahun 1999%°

Pihak Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Pertaminapdalgkan bahwa
penunjukan langsung Goldman Sachs, Pte berpedorada proses penunjukan
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksitamma No. KPTS-
077/CO0O00/2000 (SK 077) sebagaimana tertuang dlamnIV huruf h angka 1
huruf e dan tidak bertentangan dengan peraturafP®Tamina maupun Keppres No.
80 Tahun 2003, karena selain penjualan kapal tanKe€C bukan transaksi

pengadaan barang dan jasa, juga penunjukan Gol@uaahs, Pte tersebut tidak

‘9% jhat uraian singkat perkara yang dijadikan dasari ¢outusan KPPU dalam putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Rl Nomor : 01FHKI.SUS/2007, him. 27-35

% jhat dalil Pemohon Peninjauan Kembali (PT. &=iha) dalam memori peninjauan
kembali pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamghng Rl Nomor : 01 PK/PDT.SUS/2007,
him. 223-224
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menggunakan dana yang berasal dari APBN, sehinggaunpukan tersebut
didasarkan pada peraturan intern PT. Pertamina gerhunjukan tersebut tidak
melanggar peraturan perundang — undangan yangkbedemasuk tidak melanggar
SK Direksi No. 077 dan Keppres No. 18 Tahun 20Q0Keppres No. 80 Tahun
2003

Pihak Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Pertaminapdalgkan bahwa
penunjukan Frontline, Ltd sebagai pemenang tendi@k melanggar Pasal 19 huruf d
dan Pasal 22 Undang — Undang No. 5 Tahun 1999 &dnidding yang dilakukan
adalahunsolicited biddingyang merupakan lelang terbuka (tanpa diundangy yan
artinya siapa saja, kapan saja dan berapa kalidsggat memasukkan penawaran
optional sepanjang tetap dalam koridterm of ReferencéTOR) yang ada. Dari
penjualan kedua VLCC tersebut, PT. Pertamina justemperoleh keuntungan dan
menyelamatkan negara dari kerugian dengan aladamrhyang pada kenyataannya
saat PT. Pertamina memesan 2 (dua) unit kapal tavik€EC di galangan kapal
Hyundai Heavy Industries Korea, harga kedua VLCGefaut adalah sebesar US$
130,800,000, dan pada saat dilakukan divestasadafh2 (dua) unit VLCC tersebut
terjual dengan harga US$ 184,000,000, sehingga Pdrtamina mendapat
keuntungan dari selisih harga antara pembelianatepgnjualan, yaitu sebesar US$
53,200,000. Divestasi kapal tanker VLCC tersebgajmenyelamatkan negara dari
kerugian akibat upaya pihak Karaha Bodas Compamg ysangat aktif untuk
melakukan penyitaan atas aset — aset milik PTaérg, termasuk VLCC tersebut
sebagai akibat dimenangkannya permohonan arbitt@seKaraha Bodas Company
terhadap PT. Pertamin&

Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat bamengenai alasan —

alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peaimjakembali tentang

Y jhat dalil Pemohon Peninjauan Kembali (PT. &miha) dalam memori peninjauan
kembali pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamghng Rl Nomor : 01 PK/PDT.SUS/2007,
him. 235-236

*%3 jhat dalil Pemohon Peninjauan Kembali (PT. &asiha) dalam memori peninjauan
kembali pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamalng Rl Nomor : 01 PK/PDT.SUS/2007,
him. 247-259
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kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyagpatl dibenarkan, dengan

pertimbangan hukum sebagai berik{{t :

1. Bahwa untuk divestasi 2 (dua) unit kapal tanker YZL®Ileh Pemohon
Peninjauan Kembali atau Pemohon | (PT. Pertamaragbut, tidak terkait lagi
dengan kewenangan Menteri Keuangan, karena bekdasBasal 1 dan Pasal 2
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003, kewenahdameri Keuangan
dilimpahkan kepada Menteri Negara BUMN. Untuk kéymar divestasi tersebut,
Menteri Negara BUMN telah memberikan persetujuanbygam hal ini, karena
Pertamina sudah menjadi Perusahaan Perseroanr(femsgka seluruh asetnya
berubah menjadi aset PT. Pertamina (Persero), idak tagi menjadi aset
negara.

2. Bahwa penunjukan langsung Goldman Sachs Pte (Singlapebagaifinancial
advisor dan arranger untuk pelaksanaan proses tender penjualan kedus kap
tanker VLCC tersebut, tidak melanggar ketentuaralP&8 huruf d Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena pelaku usahalagaényelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Passyat 5 Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 1999)

3. Bahwa ditunjuknya Frontline, Ltd sebagai pemenamglé¢r atas divestasi kapal
tanker VLCC tersebut tidak melanggar Pasal 19 hdrufndang — Undang
Nomor 5 Tahun 1999, karena sebagai penawar tertiygigfu sebesar
US$ 184.000.000, keduhidder Essar dan OSG ternyata gagal sekalipun
kesempatan telah diberikan kepadanya.

4. Bahwa penunjukan Frontline, Ltd sebagai pemenamdgk t menimbulkan

kerugian, bahkan menimbulkan keuntungan sebesasd8$0,000

Dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaamgpat dissenting
opinion) dengan alasan bahwa permohonan peninjauan kentiolk dapat
dibenarkan, oleh karena Mahkamah Agung pada putdeaf4.K/KPPU/2005 sudah

tepat dan benar serta tidak terdapat suatu kedhiléfakim atau kekeliruan yang

%3 jhat pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kemlpalda putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Rl Nomor : 01 PK/PDT.SUS/2007, 8y
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nyata dengan pertimbangan bahwa walaupun sejalgabrly September 2003,
PT. Pertamina sudah dialihkan statusnya menjadieRzan Terbatas, akan tetapi
karena seluruh aset yang dimiliki adalah kekayaagara, maka untuk melepaskan
aset tersebut harus mendapat izin dari Menteri Kgara sesuai dengan surat Direktur
Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nsb/BIK.02/2003 tanggal 11
November 2003 yang pada pokoknya menyatakan balwgupulan penghapusan
aset Pertamina harus diajukan kepada Menteri Keunarsgtelah terlebih dahulu
mendapat rekomendasi dari Menteri Negara BUMN. Rangertimbangan tersebut,
maka penjualan 2 (dua) unit kapal tanker VLCC &imin dari Menteri Keuangan
adalah perbuatan yang melanggar huRgn.

Dalam pertimbangandissenting opiniontersebut ternyata telah terjadi
persekongkolan antara PT. Pertamina dengan Gold8Baohs, Pte dalam hal
penunjukan langsung Goldman Sachs, Pte selfagaicial advisordan arranger
untuk melaksanakan penjualan 2 (dua) unit kap&eraWLCC tanpa proses tender,
maka tindakan tersebut dapat dikwalifisir sebagadakan yang melawan hukum
karena melanggar SK No. 077 Bab IV huruf a anglenBang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa. Penunjukan Goldman Sa&hderBébut dengan dasar
mempunyai kredibilitas internasional dan alasamgagenyitaan dari Karaha Bodas
Company, bukan merupakan alasan pembenar. Kenyg@mdaboldman Sachs, Pte
pernah dihukum New York Stock Exchange (NYSE).

Menurut pertimbangandissenting opinion, penerimaan Frontline, Ltd
sebagai pemenang melanggar asas keterbukaan seldayaa perbuatan
persekongkolan, dengan alasan yakni : adanya laenkepentingan antara Goldman
Sachs dengan Frontline, dimana Goldman Sachs memplepemilikan saham
pada Frontline dan berdasarkan fakta dari KPPbgemai proses penjualan VLCC,
KPPU sudah tepat dan benar dalam menilai adanyaelgmrgkolan antara

PT. Pertamina dengan Goldman Sachs yang menunquitliRe sebagai pemenang

% ihat pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan KemMdlssenting opinion pada putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Rl Nomor : O1FHKI.SUS/2007, him. 315

*jhat pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan KemMdlssenting opinion pada putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Rl Nomor : 01Kl .SUS/2007, him. 315-316
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tender VLCC, yaitu mekanisme penunjukan, terbukéinghn adanya praktek
diskriminasi dalam prosdmancing advisor®®

Berdasarkan analisa terhadap putusan Peninjauanbadervlahkamah
Agung RI Nomor : 01 PK/PDT.SUS/2007 halaman 260rb&, saya berpendapat
bahwa Undang — Undang tentang Mahkamah Agung meRkgiz diajukannya
peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Aguagg telah memiliki
kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal 74 ayatdang) — Undang Mahkamah
Agung, apabila permohonan peninjauan kembali dikam, Mahkamah Agung
membatalkan putusan Mahkamah Agung yang dimohorgeminjauan kembali.
Pasal 69 ayat (3) Undang — Undang Mahkamah Agungentekan bahwa
permohonan peninjauan kembali harus dilakukan d@agka waktu 180 hari sejak
pihak yang bersangkutan menerima pemberitahuan pargadilan atas putusan
Mahkamah Agung. Dengan demikian, menurut pendapgt pengajuan peninjauan
kembali ini telah sesuai dengan Undang — Undarngrtgriviahkamah Agung.

Dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNBinor : 01
PK/PDT.SUS/2007 halaman 267 butir 6, pertimbangashihmah Agung tidak
sesuai dengan Pasal 163 HIR juncto Pasal 31 Unddhdang Mahkamah Agung,
pasal 1865 KUH Perdata dan asas hulaatori incumbit probatioPasal dan asas
hukum ini menentukan beban pembuktidsurflen of progf bahwa siapa yang
mendalilkan wajib membuktikan dalilnya. Hal ininesuk juga beban kepada para
Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan dalildalil keberatannya
terhadap putusan KPPU dan putusan Kasasi MahkangaimgA Oleh karena itu,
menurut pendapat saya secara hukum dan demi keaddsa Pemohon Peninjauan
Kembali harusnya diperkenankan untuk mengajukanuaebukti — bukti yang
relevan kepada Pengadilan Negeri dan MahkamahdAgntuk membuktikan dalil —
daliinya. Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2@k boleh dipergunakan untuk
merugikan hak para Pemohon Peninjauan Kembalitat®a mengingat Pasal 5 ayat
(4) Perma No. 3 Tahun 2005 ini secara hierarkinlebndah tingkatannya dari HIR
dan KUH Perdata.

%% jhat pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan KemMdlssenting opinion pada putusan
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Rl Nomor : 01FKI.SUS/2007, him.316
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Dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNBinor : 01
PK/PDT.SUS/2007 halaman 268-269 butir 1 dan 2, pekan Goldman Sachs
telah disetujui secara sah oleh Direksi dari Pdartardan hal ini juga telah diketahui
oleh Dewan Komisaris. Dengan demikian, menurut ppatisaya cukup beralasan
bagi Goldman Sachs untuk berasumsi bahwa PT. Hedaelah memenuhi semua
hal yang diperlukan menurut ketentuan internal genaan maupun peraturan yang
ada. Dalam keadaan apapun, tidak ada kewajibanRstamina untuk memperoleh
persetujuan Menteri Keuangan guna menjual aseet-pgsusahaannya. Ketentuan
tersebut telah dipertegas dalam Penjelasan PasBe@ituran Pemerintah No. 12
Tahun 1998 yang menyatakan bahwa pengadaan, pamjdah pengalihan barang —
barang yang dikuasai oleh Negara tidak berlaku Baggero dan Persero Terbuka.

Dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNBinor : 01
PK/PDT.SUS/2007 halaman 272-273 butir 3 dan 4, @ald Sachs menegaskan
bahwa tidak mengetahui alasan yang mendorongntli® untuk mengajukan
revised bidiya, dan KPPU tidak dapat membuktikan bahwa Goldrsachs
mengetahui alasan tersebut. Untuk menghindari karagevised biddari Frontline
tidak diminta oleh Goldman Sachs, dan sepengetawmdman Sachs juga tidak
diminta oleh Pertamina. Ketentuan — ketentuan pgrgsenjualan VLCC telah
ditetapkan oleh Pertamina secara tegas dan telabnderti oleh finalis peserta
tender. Pertamina meminta finalis peserta tendéukumenaikkan penawarannya
sampai dengan tanggal 7 Juni 2004, dan bahwa Gol#®aahs bermaksud untuk
melakukan negosiasi berkenaan dendgsale and Purchase Agreeme(BPA).
Dengan demikian, menurut pendapat saya jelas banoses tender tetap terbuka
sampai Pertamina menandatangani SPA yang meng#aigaimana ditegaskan
dalam surat Pertamina tertanggal 26 Mei 2004.

Dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNBinor : 01
PK/PDT.SUS/2007 halaman 282-283 butir 3 dan 4, baBeldman Sachs tidak
memiliki benturan kepentingan dalam proses penmusliaCC serta Goldman Sachs
secara penuh dan layak telah mengungkapkan kepatiarfha mengenai masalah —
masalah relevan yang mungkin timbul, dan Pertammeamunjuk Goldman Sachs

dengan dasar prinsip — prinsip keterbukadisc{osurg. Dalam hal ini, penunjukan
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Goldman Sachs adalah sepenuhnya konsisten dengjtelpkeuangan internasional.
Selanjutnya tidak jelas bagaimana konflik kepergmggepemilikan saham Goldman
Sachs pada Frontline dapat disimpulkan berdamgrhladap proses penjualan kapal
tanker VLCC dan mengakibatkan diskriminasi sertanimbulkan dampak
persaingan usaha tidak setathanced bid/ang diajukan oleh Frontline merupakan
penawaran yang paling tinggi dan memenuhi persyarender. Sehingga menurut
pendapat sayaevised bidFrontline hanya berakibat Frontline membayar lebituk
VLCC, dalam keadaan dimana tidak ada kemungkinzali$i peserta tender lainnya
yang akan mengajukan penawaran yang lebih tinggi mi@amenuhi persyaratan
tender.

Dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNBinor : 01
PK/PDT.SUS/2007 halaman 298-299 butir 1, menurmdppat saya pertimbangan
Mahkamah Agung tentang kerugian negara sebagaatadtési divestasi VLCC tanpa
pertimbangan yang cukup. Mahkamah Agung membuatusponhya hanya
berdasarkan kajian dari Japan Marine dan artikab@winds sebagai dasar untuk
menghitung kerugian Negara, metode perhitungangian negara tersebut adalah
tidak jelas dan tidak berdasarkan prinsip hukummnyang berlaku. Kerugian tidak
dapat dihitung berdasarkan 'potensi’ atau selisiara harga yang dibayar dan harga
yang ’'diharapkan’ (potensi kerugian), akan tetagius berdasarkan kerugian yang
nyata dan konkrit terjadi serta dapat dibuktikamuomat hukum berdasarkan bukti —
bukti hukum pula. Putusan yang demikian merupakdngan yang tidak atau kurang
dipertimbangkangnvoeldoende gemotive@yaleh karena itu putusan tersebut harus
dibatalkan sebagaimana diatur dalam Surat Edarahk&taah Agung No. 03
Tahun 1974.
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